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Kata Pengantar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

atas segala rahmat dan berkat yang diberikan kepada saya, 

sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Rasa 

kebahagiaan saya, ingin saya ungkapkan pada pengantar 

buku ini, karena saya dapat memenuhi permintaan beberapa 

teman sejawat dosen yang selalu mendorong, dan 

memberikan semangat kepada saya untuk menulis buku. 

Sebagai pengajar manajemen sumber daya manusia, saya 

merasakan kekurangan sumber bacaan yang menyangkut 

pengembangan sumber daya manusia khususnya pada bi-

dang tertentu. Seperti bidang pendidikan yang secara makro 

ekonomi sudah menjadi prioritas pemerintah dibukti-kan 

dengan keseriusan pemerintah melaksanakan Undang 
 

– Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanat-

kan 20 % dari APBN/APBD dialokasikan untuk sektor 

pendidikan. Prioritas anggaran ini seyogianya harus diikuti 

dengan kebijakan-kebijakan sektoral yang mendukung se-

bagai operasionalisasi pada level sectoral, sehingga apa yang 

merupakan sasaran dan tujuannya makro dapat tercapai. 

Harapan sektor pendidikan menjadi pilar utama pengem-

bangan sumber daya manusia, jelas secara implisit tertuang 

dalam pasal demi pasal dari undang-undang sistem 
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pendidikan nasional, namun pilar ini tidak berarti apabila 

sumber daya manusia pada sektor pendidikan sendiri 

terabaikan. Motivasi tenaga pendidik dan tenaga kepen-

didikan khususnya pada perguruan tinggi swasta sangat 

ditentukan oleh penghormatan atau penilaian yang di dapat 

dari institusi penyelenggara dan pengelola pendidikan 

tempat mereka mengabdi. Sedangkan pengembangan 

sumber daya manusia baik tenaga pendidik maupun tenaga 

kependidikan yang dilaksanakan penyelenggara pendidikan 

masih belum konsisten, bahkan terkesan kurang memotivasi. 

Memperhatikan peran perguruan dan perguruan tinggi 

swasta pada pengembangan pendidikan nasional sangat 

signifikan, karenanya perlu suatu regulasi yang lebih 

mendorong penyelenggara dan pengelola pendidikan swasta 

melakukan pengembangan tenaga pendidik dan 

kependidikan. Potensi perkembangan jumlah penduduk  

yang sangat pesat di Indonesia tentunya membutuhkan 

lembaga penyelenggara pendidikan swasta, sekalipun 

pemerintah tetap berusaha membangun dan 

mengembangkan lembaga pendidikan pemerintah, karena 

itu adalah kewajiban pemerintah. Sehingga perkembangan 

penyelenggara dan pengelola pendidikan swasta di Indo-

nesia akan semakin berperan untuk memenuhi kebutuhan 

penduduk dan penyebarannya yang dinamis. Di samping 

jumlah penduduk dan geografis wilayah Indonesia yang 

menyebar, turut juga mempengaruhi adalah masuknya 

Indonesia sebagai anggota Masyarakat Ekonomi Asean 

(MEA). Konsekuansi sebagai anggota MEA terbukanya 

peluang investor asing dan tenaga kerja lintas negara, ini 

berakibat pada pengembangan aktivitas industri dan 

diversisifikasi teknologi dan produk. Hal ini berarti mem-

butuhkan tenaga kerja dengan berbagai macam kompetensi 

yang harus dipenuhi oleh sektor pendidikan khususnya 

perguruan tinggi yang mengharapkan lulusannya siap pa­ 
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kai. Kesiapan Perguruan tinggi swasta dalam mengantisipasi 

perubahan konsumen atau pengguna (end user) tidak lepas 

dari peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan 

kependidikan. Motivasi individual tenaga pendidik dan 

kependidikan saya tidak menyangsikan, karena cukup ba­ 

nyak tenaga pendidik yang profesional dan berkarir tidak 

hanya di tingkat nasional bahkan pada tingkat internasio­ 

nal. Hal penting perlu suatu komitmen dari penyelenggara 

dan pengelola perguruan tinggi untuk lebih memotivasi 

tenaga pendidik dan kependidikan dalam unit organisasi­ 

nya sebagai upaya menyongsong tuntutan perubahan yang 

harus dilayani. Tenaga pendidik sebagai mana yang sudah 

diamanatkan dalam Undang-undang tentang guru dan do­ 

sen serta aturan – aturan pelaksanaannya, merupakan lan-

dasan hukum pelaksanaan pengembangan karir dosen atau 

tenaga pendidik. Operasionalisasi aturan-aturan pengem-

bangan karir dosen ini khusus di perguruan tinggi adalah 

merupakan tanggung jawab penyelenggara dan pengelola 

perguruan tinggi, terlebih pada perguruan tinggi swasta. 

Oleh karenanya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 

mengharapkan suatu penilaian kinerja yang objektif sebagai 

bagian dari evaluasi pengembangan karir khususnya tenaga 

pendidikan pada perguruan tinggi swasta. Untuk itulah buku 

ini saya harapkan agar penyelenggara dan pengelola 

perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi yang 

signifikan terhadap peningkatan motivasi para tenaga 

pendidik pada unit organisasinya. Akhirnya buku ini dapat 

memberikan konsep pola penilaian kinerja tenaga pendidik 

dan tenaga kependidikan. Penilaian kinerja dimaksudkan 

secara khusus meliputi pengembangan sumber daya manu-

sia pada lembaga pendidikan tinggi. 
 

Dengan terselesaikannya buku ini tidak lupa saya 

mengucapkan terima kasih kepada istri, putra dan putri 

saya, karena dengan dukungan keluarga sehingga buku 
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ini dapat selesai. Juga saya apresiasi diskusi-diskusi sing-

kat secara informal dari beberapa dosen senior. Secara 

khusus dukungan­ para sahabat dosen, Prof. DR. H. Bam-

bang Marsono MA., PhD., Prof. DR. Billy Tunas, M.Sc., 

Prof. Dr. Amos Neoloka, Prof. Dr. Panca Djati dan lain-

lain yang saya tidak sebut satu persatu. Terakhir dengan 

segala kerendahan hati, apabila dalam tulisan ini masih 

terdapat kekurangan atau ketidaklengkapan, dengan 

tangan terbuka saya terima masukan dari pembaca, tiada 

gading yang tidak retak, mudah-mudahan retak yang ada 

membawa ukir, te­ rima kasih. 
 

 

Jakarta Maret, 2017 
 

Penulis, 
 

DR. HOTNER TAMPUBOLON, M.M.  
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Bab 1 
 

Manajemen dan Tata Kelola  

Lembaga Pendidikan Tinggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1. Manajemen Lembaga Pendidikan Tinggi 
 

Manajemen merupakan seni pengelolaan, usaha, kepe­ 

ngurusan, ketatalaksanaan, penggunaan sumber daya yang 

efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan 

sesuai visi dan misi. Definisi tersebut sangat terkait dengan 

definisi organisasi, administrasi, dan manajemen. Organisa­ 

si terkait dengan sekumpulan orang berdasarkan tujuan ter­ 

tentu yang merupakan wadah dalam mencapai cita-cita ber­ 

sama. Sebagai upaya komitmen, dalam tahap awal mereka 

mengintegrasikan berbagai macam sumber daya maupun 

sikap para anggota yang dikenal sebagai manajemen dalam 

upaya melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai cita-

cita yang telah digariskan. Sedangkan manajemen dan 

pelaksanaan kegiatan tersebut dikenal dengan istilah ad­ 

ministrasi. 
 

Secara konseptual arti administrasi dan manajemen 

belum dapat dipisahkan dengan jelas. Beberapa ahli me­ 

ngatakan bahwa administrasi adalah cara kerja pemerin­ 

tahan yang memiliki fungsi merencanakan, mengorganisasi, 

dan memimpin (Wajong, 2003). Sedangkan manajemen 

dikatakan sebagai pelaksanaan yang efektif (Luwis, 2002). 
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Manajemen dapat dikatakan sebagai sebuah proses meren­ 

canakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan 

kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggu­ 

nakan sumber daya organisasi (Mamduh, 2007). 
 

Administrasi juga dapat dipahami sebagai pembim­ 

bingan, kepemimpinan, dan pengawasan atas segala usa­ 

ha-usaha suatu kelompok orang-orang ke arah pencapaian 

tujuan bersama. Sedangkan menurut Siagian (2005) 

admi­ nistrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan 

keputusan­ yang telah diambil dan pelaksanaan tersebut 

pada umum­ nya dilakukan oleh dua orang manusia atau 

lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
 

Secara khusus dalam bidang pendidikan manajemen 

dapat diartikan sebagai aktivitas memadukan sumber-sum­ 

ber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan 

pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Aktivitas 

manajemen bertujuan agar pimpinan pada lembaga pen­ 

didikan memiliki peran sebagai administrator lembaga da­ 

lam memadukan sumber-sumber pendidikan dan sebagai 

supervisor pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan 

pada proses pembelajaran. 
 

Manajemen dalam lembaga pendidikan tinggi meru­ 

pakan kumpulan disiplin ilmu sosial yang mempelajari 

dan memandang lembaga pendidikan sebagai pusat studi 

masyarakat dan terkait dengan fenomena masyarakat mo­ 

dern yang kompleks sehingga terus membawa perubahan 

terhadap organisasi lembaga pendidikan tinggi. 
 

Operasional manajemen pendidikan tinggi terkait de­ 

ngan efisiensi dan efektivitas. Ada beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi operasional organisasi pada lemba­ 

ga pendidikan tinggi seperti pemilik organisasi (yayasan), 
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teknologi, persaingan, tuntutan masyarakat, kebijakan pe­ 

merintah, dan pengaruh dunia internasional. 

Pada dasarnya manajemen lembaga pendidikan tinggi 

sulit didefinisikan karena tidak ada definisi manajemen 

lembaga pendidikan tinggi yang dapat diterima secara uni­ 

versal. Manajemen lembaga pendidikan tinggi dapat didefi­ 

nisikan seperti dalam uraian-uraian tersebut di atas, tetapi 

juga mempunyai pengertian lebih dari itu, sehingga dalam 

prakteknya tidak ada definisi yang digunakan secara kon­ 

sisten terkait dengan lembaga pendidikan tinggi. 
 

Definisi manajemen pada lembaga pendidikan tinggi 

tidak jauh berbeda dengan definisi manajemen umum yang 

terkait dengan proses perencanaan, pengorganisasian, pe­ 

ngarahan dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota 

organisasi dan penggunaan sumber daya yang dimiliki or­ 

ganisasi agar tercapai tujuan organisasi yang telah ditetap­ 

kan sehingga dapat memenuhi harapan stakeholder. 
 

Mengingat peran lembaga pendidikan tinggi sebagai 

salah satu pencetak sumber daya manusia yang berkualitas, 

manajemen pada lembaga pendidikan tinggi merupakan 

aspek fundamental yang harus menjadi perhatian khusus 

dan keberadaannya harus memenuhi standar-standar yang 

telah diatur oleh pemerintah dan lembaga itu sendiri. 
 

Sebuah institusi lembaga pendidikan tinggi dapat maju 

dan berkembang bila memiliki manajemen yang baik. Seba­ 

liknya jika suatu lembaga memiliki manajemen yang kurang 

baik, maka institusi tersebut akan cenderung me­ngalami 

kemunduran bahkan akan mengalami kebangkrutan­. 
 

Manajemen pada lembaga pendidikan tinggi akan ter­ 

kait dengan dinamika yang ada pada industri jasa sejenis 

seperti: 
 

1. Adanya sasaran yang akan dicapai oleh lembaga; 
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2. Penentuan alat-alat manajemen dan cara 

penggunaan­ nya sehingga sasaran yang telah 

ditetapkan dapat ter­ capai; 

3. Penghimpunan sumber daya seperti sumber daya ma­ 

nusia, keuangan, material dan teknologi; 

4. Memelihara dan mengembangkan suatu struktur or­ 

ganisasi lembaga untuk melaksanakan rencana yang 

telah ditetapkan melalui berbagai komponen-kom­ 

ponen serta mengintegrasikan komponen-komponen 

yang ada; 

5. Pemeliharaan aktivitas organisasi berdasarkan batas-

batas yang telah ditentukan dan diukur dengan stan­ 

dar nasional dan internasional sehingga adanya 

keber­ hasilan pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan dalam organisasi. 

 

Secara umum manajemen pendidikan didefinisikan 

se­ bagai usaha untuk mendayagunakan semua sumber-

sum­ ber baik personal maupun materil secara efektif dan 

efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan. 

Secara ek­ splisit manajemen lembaga pendidikan tinggi 

negeri secara resmi ditetapkan oleh kementerian 

pendidikan nasional yang diarahkan kepada penciptaan 

kualitas pendidikan na­ sional. 
 

Penerapan manajemen pendidikan merupakan pe­ 

ngelolan atau pengaturan yang menjadi rangkaian 

kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama 

sekelom­ pok team yang tergabung dalam lembaga 

pendidikan tinggi dalam penciptaan kualitas melalui 

usaha yang efektif dan efisien. 
 

Mulyani dan Nurhadi (2003) menekankan pengertian 

manajemen pendidikan seperti: 
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1. Manajemen merupakan kegiatan atau rangkaian ke­ 

giatan yang dilakukan dari, oleh, dan bagi manusia; 

2. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan suatu proses 

pengelolaan dari suatu rangkaian kegiatan 

pendidikan­ yang memiliki sifat kompleks dan unik 

serta berbeda dengan tujuan organisasi untuk 

memperoleh keuntung­ an yang sebesar-besarnya, 

tujuan kegiatan pendidikan ini tidak terlepas dari 

tujuan pendidikan secara umum dan tujuan 

pendidikan yang telah ditetapkan oleh suatu bangsa;  
3. Proses pengelolaan pendidikan dilakukan bersama 

oleh sekelompok manusia yang tergabung dalam 

suatu organisasi sehingga kegiatannya harus dijaga 

agar ter­ cipta kondisi kerja yang harmonis tanpa 

mengorban­ kan unsur-unsur manusia yang terlibat 

dalam kegiatan pendidikan;  
4. Proses pengelolaan dilakukan dalam rangka mencapai 

suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang 

dalam hal ini meliputi tujuan yang bersifat umum dan 

yang diemban oleh tiap-tiap organisasi pendidikan 

(skala tujuan khusus). 

5. Proses pengelolaan dilakukan agar tujuannya dapat 

di­ capai secara efektif dan efisien. 
 
 

Manajemen pendidikan dapat juga didefinisikan berupa: 
 

- Seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan un­ 

tuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembela­ 

jaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual ke­ 

agamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan di­ 

rinya, masyarakat, bangsa dan negara. 
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- Seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan 

untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan 

efisien. 

- Proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengendalian sumber daya pendidikan untuk men­ 

capai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 

 

Berdasarkan definisi manajemen pendidikan di atas, 

definisi pertama lebih bersifat teknis didaktif, definisi ke­ 

dua bersifat administratif edukatif, dan definisi ketiga 

lebih bersifat proses dalam pengambilan kebijakan publik 

pada level birokrasi, khususnya birokrat pengambil 

kebijakan yang mengurusi pengelolaan layanan 

pendidikan yaitu ke­ menterian pendidikan. 
 

Secara khusus menurut Subagyo (2000) manajemen 

lembaga pendidikan dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang 

memadukan sumber-sumber pendidikan agar ter­ pusat dalam 

mencapai tujuan pendidikan yang telah diten­ tukan 

sebelumnya. Bagaimana sumber daya di rencanakan, 

diorganisasikan, diarahkan dan dikendalikan dalam upaya 

mencapai tujuan organisasi. Manajemen pendidikan juga dapat 

didefenisikan sebagai proses perencanaan, peng­ organisasian, 

memimpin, mengendalikan tenaga pen­ didikan, sumber daya 

pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, mengem­ bangkan manusia seutuhnya, yaitu 

manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan, 

keterampilan, kesehat­ an jasmani dan rohani, memiliki 

kepribadian yang mantap, mandiri serta bertanggung jawab 

terhadap bangsa dan negara. 
 

Istilah manajemen dalam kaitannya dengan lembaga 

pendidikan tinggi dapat diartikan sebagai suatu penataan 
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pendidikan yang dilakukan melalui aktivitas perencanaan, 

pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian selu­ 

ruh sumber daya yang dimiliki organisasi lembaga 

pendidik­ an tinggi. 
 

Operasional lembaga pendidikan tinggi sangat terkait 

dengan pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik dan 

tenaga kependidikan berhubungan dengan orang-orang, 

personil dan keanggotaan organisasi sehingga perlu ada­ 

nya manajemen tenaga kependidikan. Manajemen tenaga 

kependidikan merupakan upaya pengelolaan, pengurusan, 

ketatalaksanaan penggunaan sumber daya secara efektif, 

yang berhubungan dengan orang-orang, kepersonilan, 

atau keanggotaan, untuk mencapai sasaran yang 

diinginkan. Manajemen tenaga kependidikan secara istilah 

banyak dikemukakan oleh para pakar. Manajemen tenaga 

kepen­ didikan lebih cenderung pada fungsi manajemen 

tenaga kependidikan itu sendiri, yakni perencanaan, 

pengorgani­ sasian, pengarahan, dan pengendalian atas 

pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, 

integrasi, peme­ liharaan, dan pemutusan hubungan kerja 

dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran 

perorangan, organi­ sasi dan masyarakat. 
 

Manajemen tenaga kependidikan bertujuan untuk 

mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan 

efisien dalam mencapai hasil yang optimal, namun tetap 

dalam kondisi yang menyenangkan. Berdasarkan berba­ gai 

pengertian manajemen pendidikan pendidik dan tena­ ga 

kependidikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

manajemen pendidikan tenaga pendidik dan tenaga kepen­ 

didikan adalah kegiatan pengelolaan, pemanfaatan seluruh 

potensi tenaga kependidikan yang ada di lembaga untuk 

mendayagunakan secara efektif, guna mencapai tujuan 
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pendidikan yang telah dicanangkan oleh lembaga untuk 

jangka waktu tertentu, yang dalam pengelolaan tersebut 

memiliki fungsi-fungsi yang menyertainya, seperti perenca­ 

naan, pengadaan personil, pembinaan dan pengembangan 

personil, promosi, mutasi, dan pemberhentian personil, 

kompensasi, dan evaluasi personil. 
 

Jika dikaitkan dengan dunia pendidikan, maka mana­ 

jemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan adalah 

pengelolaan tenaga kependidikan. Personel pendidikan 

dalam arti manajemen pendidikan tinggi seperti dosen, staf 

atau personil, dan mahasiswa. Kelompok personil non-

edukatif umumnya dipimpin oleh Kepala Tata Usaha (KTU) 

atau biro, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab serta 

hubungan kerja tersendiri. Tugas ini disesuaikan dengan 

ruang lingkup pekerjaan dan keadaan personil. 
 

Tenaga pendidik dan kependidikan memiliki ciri khas 

tersendiri sehingga lembaga pendidikan sering mengalami 

kesulitan dalam memajukan organisasi tanpa memajukan 

tenaga kependidikan. Sebaliknya, tidak mungkin kita da­ 

pat memajukan tenaga kependidikan tanpa memajukan 

organisasi lembaga pendidikan. Demikian juga dalam lem­ 

baga pendidikan tinggi, suatu tujuan pendidikan yang su­ 

dah terkonsep dalam susunan kurikulum dan juga dalam 

rencana strategis atau yang sering disebut dengan renstra 

tidak akan bisa terwujud jika manajemen pendidik dan 

tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan tinggi be­ 

lum mampu mengaktualisasikan dan mengekspresikan ke­ 

mampuannya secara profesional. 
 

Kita juga harus menyadari bahwa tenaga pendidik 

pada lembaga pendidikan tinggi merupakan tenaga pro­ 

fesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan 

proses perkuliahan, menilai hasil perkuliahan, melakukan 
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pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat (UU RI no 20 Ta­ hun 

2003, pasal 39 ayat 2). Banyak ahli juga berpendapat 

bahwa tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang 

berkualifikasi guru, dosen, konselor, pamong belajar, 

widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan 

lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta 

berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan 

(Rugayah dan Atiek, 2011). Secara spesifik tenaga 

pendidik pada lembaga pendidikan tinggi disebut sebagai 

dosen yang merupakan tenaga pro­ fesional yang 

memberikan ilmu pengetahuan, melatih dan melakukan 

kajian-kajian secara ilmiah sehingga mahasiswa mampu 

merencanakan, menganalisis, dan menyimpulkan masalah 

yang dihadapi. Dosen merupakan tenaga pendidik dan 

anggota masyarakat yang berusaha mengabdikan diri dan 

diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidik­ an. 
 

Tenaga kependidikan merupakan tenaga adminitrasi di 

lembaga pendidikan tinggi artinya sumber daya manusia 

pada lembaga pendidikan tinggi yang tidak terlibat langsung 

dalam kegiatan perkuliahan, akan tetapi keberadaannya 

sangat mendukung keberhasilan dalam kegiatan lembaga 

pendidikan tinggi. Berdasarkan uraian-uraian tersebut kita 

dapat mengatakan bahwa manajemen tenaga pendidik dan 

kependidikan adalah aktivitas mengelola sumber daya ma­ 

nusia untuk kepentingan lembaga pendidikan tinggi dalam 

pencapaian tujuan pendidikan. 
 

Lingkup aktivitas manajemen tenaga pendidik dan 

kependidikan tinggi umumnya meliputi rekrutmen atau 

penerimaan tenaga pendidik maupun kependidikan yang 

mencakup seleksi, orientasi, dan penempatan. 
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1. Rekrutmen atau penerimaan  
Rekrutmen merupakan upaya untuk mendapatkan te­ 

naga pendidik dan tenaga kependidikan yang 

berkuali­ tas sesuai dengan kebutuhan lembaga 

pendidikan ting­ gi maka hendaknya lembaga 

melakukan perekrut­an yang diawali dengan seleksi 

kemudian orientasi seba­ gai wahana latihan dan 

percobaan dan terakhir adalah penempatan. Seleksi 

adalah kegiatan memilih calon-calon tenaga pada 

lembaga kependidikan tinggi yang umumnya 

dilaksanakan melalui seleksi administratif, tes tertulis, 

tes psikologis, tes wawasan dan tes kesehat­ an.  
2. Pembinaan  

Pembinaan dilakukan dalam upaya mengelola dan 

mengendalikan pegawai selama melaksanakan kerja di 

lembaga pendidikan tinggi. Pembinaan yang dilakukan 

meliputi pendidikan dan pelatihan, kompensasi atau 

penggajian, pemberian kesejahteraan, kenaikan pang­ 

kat, penilaian, dan lain-lain. Kegiatan ini bertujuan 

untuk meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga dalam 

rangka membangun kualitas kerja tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan tinggi. 
 

3. Pemberhentian kerja  
Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja 

seorang pegawai dengan suatu organisasi pada lem­ 

baga pendidikan tinggi hal ini dapat diartikan bahwa 

sebagai upaya efektivitas kerja maka lembaga harus 

memperbaharui personal yang sudah tidak memenuhi 

standar kualitas kerja lembaga. Upaya ini bertujuan 

untuk menyesuaikan kebutuhan pada lembaga yang 

mengutamakan kualitas atau kualifikasi tenaga pen­ 

didik berdasarkan Undang-Undang Sistim Pendidikan 
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Nasional nomor 20 tahun 2003 bab xi pasal 42 yaitu 

Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan 

ser­ tifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan 

mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. Kuali­ fikasi tersebut adalah dosen harus 

memiliki kualifikasi akademik minimum Strata dua 

(S2) yang disesuaikan dengan jenjang tugas mengajar. 

 

Tenaga pendidik berbeda dengan tenaga kependidikan. 

Tenaga pendidik termasuk tenaga kependidikan adalah 

personil yang ada pada lembaga pendidikan, tetapi tidak 

semua personil yang ada di dalam lembaga pendidikan da­ 

pat disebut tenaga pendidik. Tenaga kependidikan adalah 

tenaga-tenaga (personil) yang berkecimpung di dalam lem­ 

baga atau organisasi pendidikan yang memiliki wawasan 

pendidikan (memahami falsafah dan ilmu pendidikan), dan 

melakukan kegiatan pelaksanaan pendidikan (mikro atau 

makro) atau penyelenggaraan pendidikan (Hartati, 2000). 
 

Menurut Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional 

No. 20 Tahun 2003 khususnya bab I Pasal 1 ayat (5) me­ 

nyebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota 

masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk 

menunjang penyelenggaraan pendidikan. Di mana tenaga 

kependidikan tersebut memenuhi syarat yang ditentukan 

oleh undang-undang yang berlaku, diangkat oleh pejabat 

yang berwenang, diserahi tugas dalam suatu jabatan dan 

digaji menurut aturan yang berlaku. 
 

Tenaga kependidikan merupakan seluruh komponen 

yang terdapat dalam instansi atau lembaga pendidikan yang 

tidak hanya mencakup dosen saja melainkan keseluruhan 
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yang berpartisipasi dalam pendidikan. Dilihat dari jabatan­ 

nya, tenaga kependidikan dibedakan menjadi tiga, yaitu: 
 

1. Tenaga struktural  
Merupakan tenaga kependidikan yang menempati ja­ 

batan-jabatan eksekutif umum (pimpinan) yang ber­ 

tanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung 

atas satuan pendidikan. 

2. Tenaga fungsional  
Merupakan tenaga kependidikan yang menempati ja­ 

batan fungsional yaitu jabatan yang dalam pelaksana­ 

an pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis 

kependidikan. 

3. Tenaga teknis kependidikan  
Merupakan tenaga kependidikan yang dalam pelak­ 

sanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis 

operasional atau teknis administratif. 
 
 

Lembaga pendidikan tinggi yang berkualitas akan 

menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu. Ren­ 

dahnya mutu sumber daya manusia signifikan dengan ren­ 

dahnya mutu pendidikan sehingga diperlukan mutu pen­ 

didikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang 

bermutu. Masalah mutu pendidikan tinggi akan terletak 

pada pengelolaan manajemen lembaga pendidikan tinggi. 

Hal ini menunjukan lembaga pendidikan tinggi perlu me­ 

ngelola hal-hal penting apa saja yang harus dikelola dengan 

baik sehingga tidak terjadi salah pengelolaan, dalam arti 

pengelolaan lembaga pendidikan tinggi harus memfokus­ 

kan pengelolaan pada hal-hal yang akan berdampak besar 

pada perubahan positif peningkatan mutu lembaga pen­ 

didikan tinggi. Ada pertanyaan besar yang cukup sulit un­ 

tuk dijawab oleh para pengelola lembaga pendidikan tinggi 
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yaitu apa sebenarnya yang harus dipersiapkan oleh sebuah 

lembaga pendidikan tinggi agar diakui, dipilih, dan dicari 

oleh masyarakat? 
 

Keberadaan lembaga pendidikan tinggi saat ini te­ lah 

menjadi objek investasi para investor bermodal be­ sar 

yang sebelumnya bergerak di luar bidang pendidik­ an. 

Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan sudah 

menjadi area bisnis utama. Pendidikan mereka kelola 

secara profesional, dan pengelolaannya pun berdasar­ kan 

manajemen bisnis modern. Sementara banyak lem­ baga 

pendidikan tinggi yang masih menerapkan mana­ jemen 

tradisional dan menganggap pendidikan masih sebagai 

lembaga sosial. Walaupun pada kenyataannya masyarakat 

tertentu masih membutuhkannya karena bia­ ya relatif 

murah. Kedua jenis lembaga ini bersaing pada masa yang 

sama. Berdasarkan kondisi ini maka diper­ lukan 

manajemen yang sesuai untuk bidang pendidikan pada era 

globalisasi dan era persaingan yang sangat ketat. 
 

Tuntutan perubahan fungsi pendidikan telah membawa 

dampak pergeseran fungsi pembelajaran yang dilakukan oleh 

lembaga pendidikan tinggi dari yang tadinya terbatas hanya 

untuk menyiapkan calon tenaga kerja profesional, tetapi saat 

ini telah menjadikan lembaga pendidikan seba­ gai tempat 

pembelajaran seumur hidup. Kondisi ini menun­ tut 

perubahan besar terhadap konsep pembelajaran seba­ gai 

upaya mengantisipasi kehidupan di masa depan. Situasi dan 

kondisi tersebut membawa konsekuensi logis kepada 

pengelola lembaga pendidikan untuk melihat kebutuhan 

akan kehidupan masa depan. Hal ini menjadi logis ketika 

pengelola pendidikan mengambil langkah antisipasi untuk 

mempersiapkan kemampuan yang perlu dimiliki agar tum­ 

buh berkembang dan bertahan di masa yang akan datang. 
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Banyak hal yang perlu disiapkan secara khusus, misal­ 

nya materi pendidikan yang harus disesuaikan dengan 

tun­ tutan jaman, penyampaian materi sehingga dipahami 

oleh mahasiswa, masyarakat mengetahui inovasi yang 

dilaku­ kan dalam pengelolaan pendidikan sehingga 

masyarakat tetap mengakui keberadaan suatu lembaga 

pendidikan tinggi, pengelolaan keuangan yang tidak hanya 

fokus pada keuntungan yang diraih tetapi telah bergeser 

pada fokus ba­ gaimana tingkat stabilitas semua 

pendukung tetap terjaga, bagaimana mengembangkan 

sumber daya manusia yang ada dan mendaya gunakannya 

sehingga terus dapat men­ ciptakan prestasi lembaga 

pendidikan tinggi. Agar dapat mewujudkan hal tersebut 

diperlukan manajemen yang baik dan mampu dalam 

mengelola lembaga pendidikan tinggi yang sesuai dengan 

kebutuhan saat ini dan masa yang akan datang. 
 

Pembenahan manajemen lembaga pendidikan tinggi 

pada semua aspek dalam rangka pengelolaan akan saling 

terikat, dan diharapkan menuju keberhasilan yang sesuai 

dengan visi dan misi lembaga pendidikan tinggi. Sensitivi­ 

tas lembaga terhadap perubahan fungsi dan peran lemba­ ga 

pendidikan tinggi dalam pembentukkan sumber daya 

manusia yang berkualitas telah menuntut para pimpinan 

lembaga pendidikan untuk mencari dan menerapkan suatu 

manajemen baru yang dapat mendorong perbaikan mutu 

pendidikan. Oleh karena itu pembenahan manajemen pen­ 

didikan sangatlah diperlukan. Pembenahan manajemen 

pendidikan memerlukan sensitivitas lembaga dalam me­ 

mandang sebuah perubahan yang muncul untuk mengelola 

kegiatan dan antisipasi dampak perubahan yang terjadi, 

sekaligus melihat peluang yang muncul dalam pengembang­ 

an lembaga pendidikan tinggi. 
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Manajemen pendidikan tinggi tidak dapat dilepaskan 

dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

seni dan komunikasi. Banyak aspek kehidupan manusia 

dan berbagai permasalahan yang ditimbulkannya dapat 

dipecahkan melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta komunikasi. Kondisi ini membawa dampak 

kepada perlunya seseorang untuk mengikuti perkembang­ 

an dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

seni dan komunikasi yang terus berkembang dan berubah. 
 

Pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya 

manusia sebagai output lembaga pendidikan tinggi yang 

memiliki daya saing dan kompetensi di masa yang akan 

da­ tang menjadi suatu perhatian penting dalam 

manajemen lembaga pendidikan tinggi. 
 

Saat ini telah terjadi pergeseran paradigma baru pen­ 

didikan yang didasarkan atas perubahan besar dalam kon­ 

disi dan kebutuhan masyarakat industri. Untuk melakukan 

perubahan tersebut maka peranan manajemen lembaga 

pendidikan tinggi sangat signifikan dalam menciptakan 

program studi yang berkualitas dan menghasilkan sumber 

daya manusia yang dibutuhkan dunia industri. 
 

Manajemen lembaga pendidikan tinggi adalah penerap­ 

an konsep manajemen dalam pengelolaan lembaga pen­ 

didikan tinggi berdasarkan konsep dan teori manajemen 

yang digunakan dalam aktivitas organisasi untuk mencapai 

tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Konsep-konsep 

manajemen yang sering diterapkan dalam perusahaan um­ 

umnya terkait dengan Planning, Organizing, Actuating, dan 

Controlling. Konsep-konsep tersebut tidak jauh ber­ beda 

dalam manajemen lembaga pendidikan tinggi. Hal 

membedakan manajemen pendidikan tinggi dengan mana­ 

jemen lainnya adalah komponen di dalamnya. Komponen 
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manajemen pendidikan tinggi meliputi proses pembelajar­ 

an, sumber daya manusia, mahasiswa, steakholder, fasili­ 

tas, pembiayaan, dan sebagainya. 
 

Pengelolaan lembaga pendidikan yang baik dan se­ suai 

dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku merupakan suatu 

tantangan bagi lembaga pendidikan. Peluang yang ada tidak 

boleh diabaikan. Tantangan yang ada menuntut pengelola 

lembaga pendidikan untuk selalu berpikir dan berjuang 

dalam mempertahankan eksistensinya. Lembaga pendidikan 

harus melakukan pembenahan melalui komit­ men yang 

tinggi untuk menentukan langkah-langkah stra­ tegis yang 

harus diambil dalam pembenahan. Beberapa komitmen yang 

dapat dilakukan dalam manajemen lem­ baga pendidikan 

tinggi adalah: 
 

1. Melakukan standar kendali mutu berdasarkan strategi 

dalam mencapai target yang telah ditetapkan demi 

ter­ ciptanya konsistensi dan perbaikan yang 

berkelanjut­ an; 
 

2. Memberdayakan seluruh sumber yang ada secara 

opti­ mal; 
 

3. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia 

yang ada secara optimal; 
 

4. Mengadakan penilaian kinerja terhadap pendidik (do­ 

sen) dan tenaga kependidikan secara rutin dan berke­ 

sinambungan; 
 

5. Mengadakan penelitian dan pengkajian dalam 

pengem­ bangan program; 
 

6. Melakukan inovasi dalam segala bidang terutama yang 

terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi; 
 

7. Mengikuti dinamika yang terjadi dalam dunia 

pendidik­ an. 
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Komitmen-komitmen tersebut merupakan dasar dari 

kerangka kerja manajemen lembaga pendidikan tinggi. 

Terkait dengan komitmen-komitmen yang ada maka perlu 

adanya suatu langkah-langkah yang dapat dijadikan seba­ 

gai dasar pengelolaan lembaga pendidikan tinggi. 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah: 
 

1. Melakukan analisis fungsi dan peran suatu lembaga 

pendidikan tinggi baik secara lokal maupun global; 

2. Menetapkan visi, misi dan tata kelola lembaga 

pendidik­ an tinggi; 

3. Menganalisis kesenjangan antara output, kebutuhan, 

dan harapan masyarakat; 

4. Melakukan evaluasi respon masyarakat terhadap la­ 

yanan­ pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pen­ 

didikan tinggi. 

5. Mencermati dan menganalisis perkembangan ilmu pe­ 

ngetahuan dan teknologi, serta seni dan komunikasi; 

6. Menjadi agen perubahan dimasyarakat melalui 

kegiat­ an akademis; 

7. Menganalisis dan melakukan estimasi kebutuhan 

kom­ petensi sumber daya manusia di masa yang akan 

da­ tang; 

8. Mengatur strategi dan antisipasi dalam menghadapi 

persoalan masa depan; 

9. Menggunakan sumber daya yang dimiliki pihak-pihak 

terkait dalam perencanaan, proses, hasil dan umpan 

balik; 

10. Menentukan strategi pencapaian tujuan.  
 

 

1.2. Tata Kelola Lembaga Pendidikan Tinggi 
 

Tata kelola lembaga pendidikan tinggi merupakan upaya 

atau proses untuk mencapai tujuan yang telah digariskan 
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dalam organisasi. Tata kelola dapat dikatakan pula sebagai 

upaya sistematis dalam proses pencapaian tujuan organi­ 

sasi, yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pe­ 

ngendalian, dan langkah-langkah peningkatan sumber 

daya yang dimiliki organisasi. Tujuan utama tata kelola 

lembaga pendidikan tinggi adalah bagaimana lembaga 

pendidikan tinggi mampu meningkatkan kualitas secara 

terus menerus untuk mencapai visi dan misi yang 

ditetapkan organisasi dan sesuai dengan ketentuan yang 

ada dalam organisasi maupun pemerintah. 
 

Paradigma tata kelola lembaga pendidikan tinggi akan 

dapat dikembangkan dalam suatu lembaga jika komponen-

komponen dasar seperti komitmen, kepedulian, budaya 

organisasi, dan suasana akademik memiliki tingkat kon­ 

dusifitas yang tinggi dan tertanam baik dalam jiwa setiap 

pelaku pada lembaga pendidikan tinggi. 
 

Sebagai salah satu upaya pencapaian tujuan organi­ sasi 

tata kelola terkait dengan aspek transparansi, akun­ tabilitas, 

kepemimpinan, komitmen, dan aspek manajemen lain. Tidak 

jarang dalam pelaksanaan tata kelola terjadi perubah­an 

yang sangat signifikan pada struktur manaje­ men lembaga 

pendidikan tinggi. Jika ini terjadi maka harus ada perubahan 

sistem dan inovasi yang sudah ada. 
 

Pencapaian tata kelola yang baik memerlukan suatu 

gerakan perubahan pada aspek budaya organisasi secara 

simultan. Melalui perubahan ini diharapkan mampu 

meng­ ubah semua kelemahan yang dimiliki organisasi. 

Tujuan perubahan ini tidak lain adalah agar organisasi 

menjadi lebih produktif dan handal. 
 

Melalui tata kelola juga diharapkan adanya kesejajaran, 

kesetaraan, hubungan timbal balik, keseimbangan peran 
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serta adanya kontroling yang tinggi. Berdasarkan UNDP 

(United Nations Development Program) ada enam faktor 

yang harus ada agar pelaksanaan tata kelola dikatakan 

baik yaitu: 
 

1. Mengikutsertakan semua komponen;  
2. Transparan dan bertanggung jawab;  
3. Efektif dan adil;  
4. Menjamin supremasi hukum;  
5. Menjamin bahwa prioritas politik, sosial, dan 

ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat; 
 

6. Memperhatikan yang paling lemah dalam 

pengambilan keputusan. 

 

Ada hal yang perlu diingat bahwa implementasi tata 

kelola lembaga pendidikan tinggi bersifat universal, se­ 

hingga implementasi dan penjabaran proses tata kelola 

tergantung dengan kondisi yang dimiliki oleh tiap-tiap 

lembaga pendidikan tinggi. Pelaksanaan tata kelola juga 

merupakan tanggung jawab utama para pimpinan di lem­ 

baga pendidikan­ tinggi beserta komponen-komponen 

pen­ dukungnya seperti fakultas, jurusan, program studi, 

dosen dan pegawai maka perlu: 
  

a. Mekanisme Penetapan Standar Tata Kelola 

Penentuan sistem tata kelola umumnya dipengaruhi oleh 

perubahan pada lingkungan eksternal, seperti dinamika 

sosial, ekonomi, dan politik, serta perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni. Adanya dinamika ekster­ 

nal tersebut diterjemahkan oleh lembaga pendidikan tinggi 

melalui perbaikan-perbaikan dan reposisi secara internal 

melalui otonomi melalui regulasi dan akuntabilitas yang 

dimiliki oleh lembaga pendidikan tinggi. 
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Kecepatan perubahan lingkungan eksternal pendidikan 

tinggi yang sangat cepat, sering tidak mampu direspons de­ 

ngan kecepatan yang sama oleh lembaga pendidikan tinggi 

yang ada di Indonesia, sehingga pemerintah terus berupaya 

melakukan reformasi pengelolaan. Reformasi yang dilaku­ 

kan terutama pada bidang administrasi, proses pembelaja­ 

ran, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat sebagai pelaksanaan 

tridharma perguruan tinggi, serta sarana prasarana lain yang 

saling terkait dan terintegrasi. 
 

Saat ini pengelola lembaga pendidikan tinggi tidak 

hanya menjalankan tugas-tugas rutin, tetapi lebih jauh di­ 

tuntut untuk memiliki inovasi dan lebih responsif ter­hadap 

perubahan lingkungan eksternal. Dalam menetapkan stan­ 

dar dan sistem tata kelola yang baik, banyak cara dan acuan 

yang dapat digunakan yang sesuai dengan karakteristik 

lembaga pendidikan tinggi masing-masing. 
 
 

b. Pemisahan Tata Kelola 
 

Ada banyak model sistem tata kelola lembaga pendidikan 

tinggi yang dapat digunakan. Salah satu model tersebut ada­ 

lah Sentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Akademik. 

Sistem ini bekerja melalui pembedaan sistem administrasi 

dan sistem akademik. Dengan pembedaan karakteristik kerja 

sistem administrasi dan akademik, sistem ini dapat 

mempercepat kinerja lembaga pendidikan tinggi. Sistem 

administrasi lebih efisien dan efektif apabila dilakukan dan 

dikendalikan oleh otoritas lembaga pendidikan tinggi mela­ 

lui komputerisasi dan sistem online. Hal ini memberikan 

peluang sistem administrasi berperan sebagai pengendali, 

fasilitator, pemberdaya, dan penyedia semua fasilitas agar 

aktivitas akademik di fakultas, jurusan, dan program studi 
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berjalan sesuai dengan visi dan misi lembaga pendidikan 

tinggi yang sudah ditetapkan. 
 

Sistem ini memberikan peluang bidang akademik un­ 

tuk berkembang dan berinovasi, sistem ini mengutamakan 

pengelolaan akademik melalui unit pelaksana akademik, 

seperti fakultas, jurusan, atau program studi sebagai pihak 

yang memiliki kompetensi tinggi. Sistem ini juga, 

memberi­ kan keleluasaan fakultas, jurusan, dan program 

studi un­ tuk mengembangkan dan berinovasi dalam 

kegiatan aka­ demik. Melalui sistem ini lembaga 

pendidikan tinggi juga dapat mengkaji dinamika 

lingkungan eksternal lembaga pendidik­an tinggi sesuai 

dengan lingkup disiplin ilmu yang ada di lembaga. 

 

c. Unsur Utama Tata Kelola 
 

Sutiono (2004) telah merumuskan tentang beberapa 

unsur yang dapat digunakan sebagai unsur tata kelola 

yang meru­ pakan satu kesatuan yang saling terkait yaitu: 
 

1. Transparansi, yaitu sejauh mana kebijakan regulasi, 

program, kegiatan dan anggaran yang ada pada lem­ 

baga pendidikan tinggi diketahui dan dipahami oleh 

seluruh komponen yang ada pada lembaga 

pendidikan tinggi sehingga­ mereka dapat 

berpartisipasi secara ak­ tif; 
 

2. Pengorganisasian, yaitu sejauh mana pimpinan pada 

lembaga pendidikan tinggi mampu menerapkan ber­ 

bagai prinsip pengorganisasian, seperti menetapkan 

tata kerja, rincian tugas pokok, wewenang dan fungsi, 

serta melakukan pengarahan; 
 

3. Partisipasi, yaitu sejauh mana proses pengambilan 

keputusan strategis yang ada pada lembaga pendidikan 
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tinggi melibatkan secara partisipatif stakeholders baik 

eks­ternal maupun internal, sehingga stakeholders da­ 

pat mendukung secara aktif segala aktivitas yang ada; 
 

4. Responsivitas, yaitu sejauh mana kebijakan, regulasi, 

dan pengalokasian anggaran mendapat dukungan dan 

tanggapan positif dari seluruh komponen yang ada 

pada lembaga pendidikan tinggi; 

5. Efektivitas dan Efisiensi, yaitu seberapa besar upaya 

pimpinan lembaga pendidikan tinggi untuk membuat 

seluruh komponen yang ada pada lembaga pendidik­ 

an tinggi paham dan mampu menjaga komitmen yang 

tinggi terhadap­ kebijakan, regulasi, dan program 

yang ditetapkan oleh pimpinan;  
6. Akuntabilitas, yaitu seberapa jauh tingkat pertang­ 

gungjawaban pimpinan lembaga pendidikan tinggi 

da­ lam menjalankan tugas; 

7. Kepemimpinan, yaitu sejauh mana kepemimpinan 

lem­ baga pendidikan tinggi mampu menciptakan 

suasana kerja yang kondusif, dan mampu memotivasi 

seluruh komponen yang ada untuk bekerja secara 

produktif da­ lam mencapai visi dan misi lembaga 

pendidikan ting­ gi. 
 
 

d. Lingkup Tata Kelola 
 

Lingkup tata kelola pada lembaga pendidikan tinggi agar 

lembaga mampu tumbuh dan berkembang dalam persaing­ 

an saat ini dan dimasa yang akan datang umumnya terdiri 

dari empat komponen. Pertama, perencanaan yaitu upaya 

penetapan kebijakan, regulasi, penyusunan program dan 

anggaran, serta perumusan bagaimana cara atau prosedur 

pelaksanaan berdasarkan jangka waktu dan tahap penca­ 

paian sesuai dengan sumber daya yang dimiliki lembaga 
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pendidikan tinggi. Kedua, pelaksanaan yaitu realisasi atas 

apa yang telah direncanakan. Pada tahap ini seluruh sum­ 

berdaya harus dilibatkan secara optimal agar program-

program yang sudah direncanakan dapat terlaksana de­ ngan 

baik. Agar pelaksanaan program tercapai dengan baik perlu 

adanya kegiatan monitoring yang berfungsi sebagai alat 

evaluasi­ dan pegawasan kebijakan. Ketiga, peningkat­ an 

kualitas yaitu upaya untuk meningkatkan mutu sistem 

pengelolaan lembaga pendidikan tinggi, berdasarkan evalu­ 

asi pelaksanaan­ kebijakan. Hal ini harus dilakukan secara 

kontinyu. Keempat, inovasi adalah upaya perubahan sistem 

tata kelola sebagai antisipasi adanya perubahan global da­ 

lam lembaga pendidikan tinggi. 

 

e. Standar Tata Kelola Lembaga Pendidikan Ting­ 
 

gi   
Tata kelola pada lembaga pendidikan tinggi memerlu­ kan 

pemenuhan standar tata kelola. Standar ini umum­ nya 

dikembangkan pada tahap implementasi kebijakan dan 

pembentukan program. Implementasi adalah tahap yang 

paling penting dan kritis dalam proses pencapaian tujuan 

lembaga pendidikan tinggi. Sistem tata kelola yang tidak 

terimplementasi dengan baik akan berakibat pada 

kebijakan, regulasi, dan program tidak terwujud dengan 

sempurna. Pencapaian yang ada umumnya menyebabkan 

ketidakefisienan lembaga pendidikan tinggi. 
 

Perlu disadari juga bahwa pelaksanaan tata kelola yang 

baik memiliki bayak kendala baik internal maupun ekster­ 

nal. Kondisi ini berakibat pada resistensi tata kelola yang 

sedang di jalankan oleh lembaga pendidikan tinggi. Jika 

lembaga pendidikan tinggi tidak mampu mengatasi kenda­ 
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la yang ada maka tata kelola kemungkinan akan mengalami 

kegagalan sehingga mengakibatkan biaya tinggi. 
 

Menurut Departemen Pendidikan Nasional Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi Direktur Pembinaan 

Akademik dan Kemahasiswaan (2005) ada beberapa hal 

strategis yang perlu mendapat perhatian dalam 

melaksanakan tata kelola yang baik yaitu: 
 

1. Tata kelola yang dikembangkan harus dipahami oleh 

seluruh komponen yang ada pada lembaga pendidikan 

tinggi, konsep-konsep seperti transparansi, akuntabili­ 

tas dan partisipasi belum tentu dapat dipahami de­ngan 

benar dan utuh oleh seluruh komponen yang ada, ter­ 

masuk pimpinan lembaga pendidikan tinggi sering­ kali 

menganggap konsep yang dikembangkan belum sesuai, 

tidak etis, menggangu, sulit dilaksanakan, dan 

sebagainya. Apabila pimpinan dan seluruh komponen 

paham tentang pentingnya tata kelola yang baik, maka 

timbul dampak positif pada komitmen untuk melak­ 

sanakan kebijakan dan program yang ditetapkan. Tetapi 

jika ada salah satu komponen yang tidak mema­ hami 

akan konsep yang sedang dibangun maka kondisi ini 

akan berakibat kepada seluruh program tata kelola yang 

sedang di jalankan. Oleh karena itu perlu selalu 

dilakukan sinkronisasi dan evaluasi. 
 

2. Adanya rekrutmen pelaksana yang kompeten, rekrut­ 

men pelaksana yang kompeten adalah salah satu kunci 

sukses untuk melaksanakan tata kelola yang baik. Apa­ 

bila terdapat ketidakpahaman pelaksana dan memi­ liki 

komitmen rendah kondisi ini akan berakibat pada, 

pelaksanaan tugas dengan praktek yang tidak baik mi­ 

salnya mereka akan melaksanakan tugas sesuai dengan 
 
 
 

24  
 
 
 
 
 
isi.indd  24 08/08/2017  18:48:22  



 

cara dan pola pikir sendiri. Hal ini dapat menimbulkan 

konflik antara tujuan program dan para pelaksananya. 
 

3. Adanya kepemimpinan yang baik, kepemimpinan 

yang baik pada prinsipnya memiliki peran yang strate­ 

gik pada lembaga pendidikan tinggi. Pemimpin harus 

mampu memotivasi agar seluruh komponen yang ada 

dapat menunjukkan kinerja yang terus meningkat.  
4. Kondusivitas budaya dan suasana kerja, budaya dan 

suasana kerja tercermin dalam sikap, persepsi dan 

peri­ laku komponen organissi yang terlibat dalam 

pengelo­ laan lembaga pendidikan tinggi. Budaya dan 

suasana kerja terkait dengan tata nilai pada lembaga 

pendidikan tinggi, antara lain saling percaya dan 

kerjasama yang baik.  
5. Selain mekanisme standar tata kelola tersebut ada 

fak­ tor lain yang sangat penting yaitu sarana dan 

prasa­ rana. Sebagus apapun konsep tata kelola dibuat 

tanpa adanya sarana dan prasarana pendukung 

konsep ini tentu sulit dilaksanakan. 
 
 

f. Implementasi Tata Kelola 
 

Implementasi tata kelola pada top manajemen umumnya ada 

pada perumusan konsep dan kebijakan makro yang akan 

dilaksanakan. Secara spesifik top manajemen terfokus pada 

manajemen sumber daya manusia dan administrasi 

pengelolaannya, administrasi akademik, penyediaan sara­ na 

dan prasarana, pengembangan dan pendanaan. Sedang­ kan 

top level unit pelaksana akademik terfokus pada: 
 

1. Pelaksanaan dan pengembangan akademik yang ter­ 

fokus pada proses pembelajaran, penelitian, dan 

peng­ abdian masyarakat atau yang sering dikenal 

dengan tri dharma perguruan tinggi; 
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2. Pengembangan sumber daya akademik atau yang 

sering disebut sebagai pengembangan sumber daya 

pembela­ jaran yang terfokus pada tenaga pendidik 

dan kepen­ didikan; 

3. Pengembangan dan perencanaan fasilitas akademik. 

 

Selain top level unit pelaksana akademik terdapat pula 

unit pelaksana akademik. Unit pelaksana akademik 

umum­ nya memfokuskan kegiatan pada evaluasi berkala 

terhadap proses belajar mengajar, penyiapan data atau 

informasi un­ tuk keperluan manajemen unit pelaksana 

akademik, serta kegiatan lainya yang terkait dengan 

proses pelayanan aka­ demik mahasiswa kaitannya 

dengan Tridarma perguruan tinggi. 

 

g. Pengendalian Standar 
 

Pelaksanaan tata kelola sering mengalami penyimpangan, 

penyimpangan yang terjadi sebagai akibat dari pemaham­ an 

yang tidak sama terhadap pengembangan tata kelola, 

kurangnya dukungan manajemen level atas, lemahnya 

dukungan fasilitas atau sarana prasarana. Kondisi terse­ but 

membutuhkan adanya mekanisme pengendalian agar setiap 

peran unit-unit kerja mampu bekerja sesuai dengan­ peran 

masing-masing sehingga tata kelola akan menjadi suatu 

proses yang terkoordinasi dan terkendali sebagai upaya 

pencapaian visi dan misi lembaga pendidikan tinggi. 

Mekanisme yang dapat dilakukan adalah pertama, koordi­ 

nasi kerja, koordinasi kerja perlu diterapkan pada seluruh 

aktivitas kegiatan lembaga pendidikan tinggi. Kedua, pe­ 

ningkatan pemahaman terhadap visi dan misi serta ren­ cana 

strategik pada seluruh komponen lembaga pendidikan tinggi 

melalui sosialisasi sehingga tercipta komitmen yang 
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tinggi dari setiap komponen lembaga pendidikan tinggi. 

Ketiga, suasana kerja yang kondusif. Suasana kerja yang 

kondusif dapat meningkatkan motivasi para pelaksana. 

Ke­ empat, pengawasan secara konsisten. Pengawasan 

secara konsisten perlu dilakukan melalui mekanisme 

pengenda­ lian implementasi. 
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Bab 2 
 

Penilaian Kinerja Sumber Daya 

Manusia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1. Definisi Umum Penilaian Kinerja 
 

Penilaian kinerja (performance appraisal) sumber daya 

manusia adalah metode evaluasi atas pelaksanaan kegiatan 

manajemen sumber daya manusia. Dalam banyak organi­ 

sasi, penilaian kinerja sumber daya manusia tidak menjadi 

prioritas para pengambil kebijakan bahkan cenderung tidak 

berfungsi. Tidak adanya prioritas terhadap penilaian ki­ 

nerja karena dianggap menghabiskan begitu banyak waktu, 

dan sebagian besar karyawan dan eksekutif dalam organi­ 

sasi tidak menyukai kegiatan penilaian kinerja, walaupun 

mereka memiliki kepentingan secara langsung terhadap hasil 

penilaian kinerja. 
 

Fungsi penilaian kinerja akan memiliki peran penting 

ketika organisasi baik yang berorientasi pada laba (per­ 

usahaan) maupun nirlaba mulai berusaha untuk memper­ 

tahankan dan memperbaiki kinerja secara keseluruhan, 

atau memperbaiki kinerja anggota-anggotanya. Menurut 

Ghorpade dan Chen (1995) ada tiga alasan yang membuat 

fungsi penilaian kinerja begitu penting kedudukannya da­ 

lam organisasi. 
 

Pertama, fungsi penilaian kinerja merupakan sesuatu 

yang inherent dan tak terpisahkan dalam se­tiap organisa­ 
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si. Melalui penilaian kinerja, maka pertama (1) organisasi 

mengetahui prestasi para anggotanya, kedua (2) penilaian 

diperlukan untuk menghitung kontribusi masing-masing 

individu terhadap kemajuan organisasi, dan ketiga (3) pe­ 

nilaian kinerja formal dapat melindungi organisasi dari 

tindakan-tindakan negatif para anggota organisasi. 
 

Kedua, fungsi penilaian kinerja merupakan kegiat­ an 

yang penuh dengan konsekuensi, baik terhadap indi­ vidu 

dalam organisasi maupun bagi organisasi itu sendiri. 

Melalui perspektif organisasi kelemahan sistem dan ke­ 

salahan praktek penilaian kinerja akan berakibat terhadap 

ketidakefektifan pelaksanaan fungsi-fungsi SDM yang 

lainnya seperti fungsi kompensasi, fungsi pelatihan atau 

pengembangan, dan komponen lainnya. 
 

Ketiga, kegiatan penilaian kinerja adalah suatu kegiat­ 

an yang mengharapkan penilai mampu menyesuaikan diri 

dengan kondisi yang mengharuskannya untuk mendapat­ 

kan hasil penilaian yang bersih, akurat dan peringkat yang 

berdasarkan pada jasa individual. Pada titik ini, fungsi pe­ 

nilaian kinerja bersama-sama dengan variabel lainnya, 

me­ nentukan tingkat pencapaian kinerja organisasi. 
 

Menurut Longenecker dan Gioia (1992) adanya ke­ 

nyataan bahwa fungsi penilaian kinerja cenderung terpe­ 

ngaruh oleh sistem politik organisasi. Kuatnya peranan 

pertimbangan-pertimbangan politis dalam proses penilaian 

kinerja, karena, (1) eksekutif mempertimbangkan dinami­ ka 

interaksi keseharian mereka dengan para bawahan, (2) hasil 

proses penilaian formal berbentuk dokumen tertulis yang 

permanen, dan (3) penilaian format memiliki penga­ ruh 

kuat terhadap karir dan kemajuan bawahannya. 
 

Karena pertimbangan-pertimbangan politis eksekutif 

sering melakukan manipulasi hasil penilaian dengan se­ 
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ngaja dan dilakukan berdasarkan kesadaran yang sistematis. 

Manipulasi hasil penilaian dapat mengakibatkan hasil pe­ 

laporan penilaian cenderung kearah yang positif sehingga 

melaporkan hasil penilaian yang lebih tinggi dari hasil yang 

sesungguhnya, atau sebaliknya, kinerja karyawan dinilai 

lebih rendah dari kinerjanya yang sesungguhnya. 
 

Pentingnya fungsi penilaian kinerja dalam hal mening­ 

katkan kinerja organisasi secara keseluruhan, tidak begitu 

saja membuat fungsi ini bekerja dengan baik. Moss (Lam­ 

ont, 1999) menyatakan bahwa kenyataan pahit yang dialami 

oleh organisasi umumnya adalah bahwa banyak organisasi 

yang telah melaksanakan fungsi penilaian kinerja selama 

bertahun-tahun, dan masih berusaha keras untuk melak­ 

sanakannya dengan benar. Untuk itu diperlukan tujuan yang 

jelas, sistem yang baik dan manajer yang efektif, yang secara 

keseluruhan saling melengkapi agar fungsi penilaian kinerja 

dapat bekerja dengan baik. 
 

Penilaian kinerja merupakan alat untuk meningkat­ 

kan kinerja organisasi, agar aktivitas ini dapat berfungsi 

dengan efektif,karena ini bukanlah sebuah pekerjaan yang 

sederhana. 
 
 

2.2. Unjuk Kerja dan Kinerja 
 

Kinerja merupakan hasil menyeluruh dari apa yang sudah 

dilakukan seorang pegawai terhadap pekerjaan dalam ku­ 

run waktu tertentu. Sedangkan unjuk kerja merupakan 

penilaian seorang pegawai terhadap pekerjaan tertentu 

yang lebih spesifik. Penilaian unjuk kerja merupakan salah 

satu teknik atau jenis dari penilaian otentik. Penilaian un­ 

juk kerja merupakan suatu bentuk penilaian otentik yang 

meminta pegawai atau karyawan untuk mendemonstrasi­ 
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kan dan mengaplikasikan pengetahuan ke dalam berbagai 

konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Penilaian 

unjuk kerja dapat didefinisikan sebagai penilaian dengan 

mengamati saat pegawai melakukan aktivitas kerja atau 

menciptakan suatu hasil karya sesuai dengan tujuan organi­ 

sasi. Kecakapan yang ditampilkan pegawai adalah variabel 

yang dijadikan sebagai penilaian. Penilaian terhadap ke­ 

cakapan pegawai didasarkan pada perbandingan antara 

unjuk kerja pegawai dengan target yang telah ditetapkan. 

Proses penilaiannya dilakukan mulai persiapan, pelaksana­ 

an tugas sampai dengan hasil akhir yang dicapainya. 
 

Penilaian kinerja adalah pekerjan yang meliputi se­ 

mua proses penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 

bentuk kegiatan yang ada dalam organisasi. Penilaian 

kinerja da­ pat dikatakan sebagai cara untuk mengukur 

kemampuan pegawai berdasarkan bagaimana pegawai 

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasinya. 

Penilaian kinerja juga dapat dikatakan sebagai cara untuk 

menilai performa pegawai secara individual maupun 

kelompok setelah di­ laksanakannya suatu pekerjaan. 

Penilaian kinerja dapat dilakukan dari berbagai sudut 

pandang seperti tingkatan, nilai guna, dan keunggulannya. 
 

Penilaian kinerja adalah suatu bentuk tes di mana pe­ 

gawai diminta untuk melakukan aktivitas khusus di bawah 

pengawasan penilai yang akan mengobservasi dan mem­ 

buat keputusan tentang kualitas hasil pekerjaan. 

 

a. Karakteristik penilaian unjuk kerja 
 

Penilaian unjuk kerja mempunyai beberapa ciri yaitu karak­ 

teristik dasar dan karakteristik evaluasi. Karakteristik dasar 

merupakan kemampuan dasar untuk mendemonstrasikan 

kemampuan dalam aktivitas pekerjaan berdasarkan prose­ 
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dur pekerjaan. Biasanya aktivitas ini mengutamakan kete­ 

patan prosedur daripada hasilnya. Karakteristik evaluasi 

unjuk kerja biasanya dilakukan jika kinerja yang ada saat 

ini sudah dianggap berkualitas baik. 
 

Suatu penilaian unjuk kerja dianggap baik jika se­ 

tidaknya memiliki kriteria berikut: 

1. Memiliki daya guna, artinya apakah pegawai dalam 

melaksanakan tugas yang diberikan sudah memadai 

untuk digeneralisasikan kepada tugas-tugas yang lain. 

Semakin dapat digeneralisasi tugas-tugas yang diberi­ 

kan dalam rangka penilaian kinerja maka semakin 

baik tugas tersebut; yang akhirnya jadi standar.  
2. Memiliki keaslian, artinya tugas yang diberikan sudah 

sering dilakukan dan sering dihadapi oleh pegawai da­ 

lam proses kerja sehari-hari; 

3. Memiliki banyak kemampuan pengukuran, artinya tu­ 

gas yang diberikan kepada pegawai yang dinilai sudah 

mengukur lebih dari satu kemampuan-kemampuan 

yang diinginkan; 

4. Memiliki kemampuan mendidik, artinya tugas yang 

diberikan merupakan tugas yang hasilnya semakin 

baik karena adanya usaha menyelesaikan pekerjaan. 

Jadi tugas yang diberikan adalah tugas-tugas yang re­ 

levan dengan yang diajarkan kepada pegawai; 

5. Memiliki keadilan, artinya apakah tugas-tugas yang 

diberikan sudah adil untuk semua pegawai dalam 

level yang sama; 

6. Memiliki kelayakan, artinya apakah penilaian yang 

diberikan dalam proses penilaian kinerja memang 

relevan untuk dapat dilaksanakan mengingat adanya 

keterkaitan dengan aktor-faktor lain seperti waktu, 

biaya, dan peralatan; 
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7. Memiliki nilai, artinya apakah penilaian kinerja yang 

diberikan dapat dinilai dengan akurat dan reliabel, 

Karena skor pada proses penilaian kinerja merupakan 

bagian yang paling sensitif. 

 

b. Manfaat penilaian kinerja 
 

Banyak manfaat yang diperoleh dari adanya penilaian ki­ 

nerja. Melalui penilaian kinerja seorang pegawai dapat 

berlomba bagi dirinya sendiri daripada dengan orang lain, 

pegawai dapat tambahan pemahaman tentang apa yang 

diketahui dan dilakukan, melalui penilaian, pegawai 

memi­ liki kesempatan untuk memperbaiki diri terhadap 

proses dan hasil kerja yang dilakukan. 
 

Beberapa alasan mengapa penilaian kinerja perlu di­ 

lakukan pertama, penilaian kinerja akan memberi peluang 

pimpinan untuk lebih mengenal pegawai. Kedua, pimpin­ 

an dapat mengetahui kemampuan setiap pegawai dalam 

proses penyelesaian pekerjaan. Ketiga, penilaian kinerja 

pegawai akan memudahkan pimpinan untuk mengamati 

dan menilai pegawainya, dengan demikian akan diper­ 

oleh informasi mengenai bagaimana pegawai berinteraksi 

dengan lingkungan selama proses kerja. Keempat, memu­ 

dahkan pimpinan untuk mengetahui kemampuan pegawai 

yang sulit diketahui atau dideteksi hanya dengan melihat 

hasil akhir pekerjaan mereka atau hanya melalui tes 

tertulis yaitu segi keterampilan dan kreativitas. 
 

Penilaian kinerja memiliki beberapa target yang akan 

dicapai seperti: pertama, peningkatan pengetahuan. Ke­ dua, 

penerapan penalaran atau aplikasi pengetahuan da­ lam 

kontek pemecahan masalah dalam pekerjaan. Ketiga, 

peningkatan kecakapan pegawai melalui berbagai macam 

kreasi, komunikasi, dan berkarya dalam proses penyelesai­ 
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an pekerjaan. Keempat, penilaian kinerja bertujuan juga 

untuk menggambarkan tentang tingkah laku, minat, ni­ lai, 

motivasi dan konsep diri pegawai. Sedangkan untuk 

penilaian­ unjuk kerja memiliki beberapa karakteristik yang 

harus ada dalam penilaian unjuk kerja. Pertama, penilaian 

unjuk kerja memiliki tujuan yang jelas yaitu mengidenti­ 

fikasi keputusan yang akan diambil dalam pelaksanaan 

penilaian unjuk kerja. Kedua, mendata aspek-aspek yang 

akan diobservasi­ dalam unjuk kerja yang akan diamati dan 

diambil keputusan. Ketiga, mempersiapkan pelatihan atau 

penata­an yang mendukung pelaksanaan unjuk kerja. Ke­ 

empat, mengembangkan skoring atau ketentuan penilaian 

kinerja. 
 

Penilaian kinerja setidaknya memiliki beberapa sifat 

seperti adanya kriteria ganda, adanya standar kualitas yang 

telah dispesifikasi, dan adanya penapsiran penilaian. Secara 

spesifik manfaat penilaian kinerja adalah sebagai berikut: 
 
 

1. Manfaat bagi karyawan yang dinilai 
 

Bagi karyawan yang dinilai, penilaian kinerja akan mem­ 

berikan berbagai keuntungan. Menurut (Rivai dan Basri, 

2004 : 58) manfaat penilaian kinerja bagi karyawan adalah: 
 

1. Meningkatkan motivasi;  
2. Meningkatkan kepuasan hidup;  
3. Adanya kejelasan standar hasil yang diterapkan mereka;­  
4. Umpan balik dari kinerja lalu yang kurang akurat dan 

konstruktif; 

5. Pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan men­ 

jadi lebih besar; 

6. Pengembangan tentang pengetahuan dan kelemahan 

menjadi lebih jelas, membangun kekuatan dan 

mengu­ rangi kelemahan semaksimal mungkin; 
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7. Adanya kesempatan untuk berkomunikasi ke pimpin­ 

an; 
 

8. Peningkatan pengertian tentang nilai pribadi;  
9. Kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan pe­ 

kerjaan dan bagaimana mereka mengatasinya; 
 

10. Suatu pemahaman jelas dari apa yang diharapkan dan 

apa yang perlu untuk dilaksanakan guna mencapai 

harapan; 
 

11. Adanya pandangan yang lebih jelas tentang konteks 

pekerjaan; 
 

12. Kesempatan untuk mendiskusikan cita-cita dan bim­ 

bingan apa pun dorongan atau pelatihan yang diperlu­ 
 

kan untuk memenuhi cita-cita karyawan; 
 

13, Meningkatkan hubungan yang harmonis dan aktif de­ 

ngan atasan. 
 
 

2. Manfaat bagi penilai 
 

Ada beberapa manfaat pelaksanaan penilaian kinerja bagi 

penilai yaitu (Rivai dan Basri, 2004:60): 
 

1. Kesempatan untuk mengukur dan mengidentifikasi­ 

kan kecenderungan kinerja karyawan untuk perbaikan 

manajeman selanjutnya; 
 

2. Kesempatan untuk mengembangkan suatu pandangan 

umum tentang pekerjaan individu dan departemen 

yang lengkap; 
 

3. Memberikan peluang untuk mengembangkan sistem 

pengawasan baik untuk pekerjaan manajer sendiri, 

maupun pekerjaan dari bawahannya; 
 

4. Identifikasi gagasan untuk peningkatan tentang nilai 

pribadi; 
 

5. Peningkatan kepuasan kerja; 
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6. Pemahaman yang lebih baik terhadap karyawan, ten­ 

tang rasa takut, rasa grogi, harapan, dan aspirasi me­ 

reka;  
7. Menigkatkan kepuasan kerja baik terhadap karyawan 

dari para manajer maupun dari para karyawan; 

8. Kesempatan untuk menjelaskan tujuan dan prioritas 

penilai dengan memberikan pandangan yang lebih 

baik terhadap bagaimana mereka dapat memberikan 

kontribusi yang lebih besar kepada perusahaan;  
9. Meningkatkan rasa harga diri yang kuat diantara 

manajer dan juga para karyawan, karena telah berha­ 

sil mendekatkan ide dari karyawan dengan ide para 

manajer;  
10. Sebagai media untuk mengurangi kesejangan antara 

sasaran individu dengan sasaran kelompok atau 

sasar­ an departemen SDM atau sasaran perusahaan;  
11. Kesempatan bagi para manajer untuk menjelaskan 

pada karyawan apa yang sebenarnya diinginkan oleh 

perusahaan dari para karyawan sehingga para karya­ 

wan dapat mengukur dirinya, menempatkan dirinya, 

dan berjaya sesuai dengan harapan dari manajer;  
12. Sebagai media untuk meningkatkan interpersonal re­ 

lationship atau hubungan antara pribadi antara karya­ 

wan dan manajer;  
13. Dapat sebagai sarana meningkatkan motivasi karya­ 

wan dengan lebih memusatkan perhatian kepada me­ 

reka secara pribadi;  
14. Merupakan kesempatan berharga bagi manajer agar 

dapat menilai kembali apa yang telah dilakukan se­ 

hingga ada kemungkinan merevisi target atau menyu­ 

sun prioritas kembali;  
15. Bisa mengidentifikasikan kesempatan untuk rotasi 

atau perubahan tugas karyawan. 
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3. Manfaat bagi lembaga (institusi) 
 

Menurut (Rivai dan Basri, 2004:62) Bagi lembaga (insti­ 

tusi), penilaian kinerja memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Perbaikan seluruh simpul unit-unit yang ada dalam 

pe­ rusahaan karena: 

a. Komunikasi menjadi lebih efektif mengenai 

tujuan perusahaan dan nilai budaya perusahaan; 

b. Peningkatan rasa kebersamaan dan loyalitas;  
c. Peningkatan kemampuan dan kemauan manajer 

untuk menggunakan keterampilan dan keahli­ an 

memimpinnya untuk memotivasi karyawan dan 

mengembangkan kemauan dan keterampilan 

karyawan;­ 

2. Meningkatkan pandangan secara luas menyangkut tu­ 

gas yang dilakukan oleh masing-masing karyawan; 

3. Meningkatkan kualitas komunikasi;  
4. Meningkatkan motivasi karyawan secara keseluruhan;  
5. Meningkatkan keharmonisan hubungan dalam penca­ 

paian tujuan perusahaan; 

6. Peningkatan segi pengawasan melekat dari setiap ke­ 

giatan yang dilakukan oleh setiap karyawan; 

7. Harapan dan pandangan jangka panjang dapat 

dikem­ bangkan; 

8. Untuk mengenali lebih jelas pelatihan dan pengem­ 

bangan yang dibutuhkan; 

9. Kemampuan menemukenali setiap permasalahan;  
10. Sebagai sarana penyampaian pesan bahwa karyawan 

itu dihargai oleh perusahaan; 

11. Budaya perusahaan menjadi mapan. Setiap kelalaian 

dan ketidakjelasan dalam membina sistem dan prose­ 

dur dapat dihindarkan dan kebiasaan yang baik dapat 

diciptakan dan dipertahankan; 
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12. Karyawan yang potensil dan memungkinkan untuk 

menjadi pimpinan perusahaan atau sedikitnya yang 

dapat dipromosikan menjadi lebih mudah terlihat, 

mu­ dah diidentifikasikan, mudah dikembangkan 

lebih lan­ jut, dan memungkinkan peningkatan 

tanggung jawab secara kuat;  
13. Jika penilaian kinerja ini telah melembaga dan keun­ 

tungan yang diperoleh perusahaan menjadi lebih be­ 

sar, penilaian kinerja akan menjadi salah satu sarana 

yang paling utama dalam meningkatkan kinerja per­ 

usahaan. 

 

Sedangkan pada bagian lain Soelaiman (2007:285) 

menyatakan manfaat penilaian kinerja adalah sebagai 

beri­ kut: 
 

1. Sebagai dasar informasi dan data untuk pengambilan 

keputusan menaikan atau menurunkan gaji; 

2. Sebagai dasar informasi dan dasar untuk pengambilan 

kepu­ tusan mengenai status karyawan, pemutusan 

hubungan kerja (PHK), dan lain sebagainya; 

3. Sebagai dasar informasi dan data untuk kebijakan 

pro­ mosi; 

4. Sebagai dasar informasi dan data untuk penempatan-

pe­ nempatan karyawan pada tugas-tugas tertentu; 

5. Sebagai dasar informasi dan data untuk menilai 

efektivitas setiap kegiatan yanga ada dalam perusahaan; 
 

6. Sebagai dasar informasi dan data untuk memperkira­ 

kan kebutuhan akan pelatihan bagi karyawan dalam 

organisasi; 

7. Sebagai dasar informasi dan data untuk mengevaluasi 

program latihan, efektivitas jadwal kerja, metode ker­ 

ja, struktur organisasi, mekanisme pengawasan mo­ 
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nitoring, kondisi kerja, peralatan-peralatan kerja, dan 

kemampuan kerja karyawan; 
 

8. Sebagai dasar informasi dan data untuk mengetahui 

aspek-aspek kompetensi yang masih perlu ditingkat­ 

kan oleh karyawan; 
 

9. Sebagai dasar informasi dan data untuk memperbaiki 

dan mengembangkan deskripsi pekerjaan (job 

descrip-tion) maupun desain pekerjaan (job design); 

10. Hasil penilaian kinerja (performance apprasial) 

karya­ wan dapat memperbaiki keputusan-keputusan 

per­ sonalia­ dan memberi umpan balik kepada 

karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka. 

 

c. Teknik penilaian kinerja 
 

Ada beberapa teknik-teknik umum yang dapat digunakan 

untuk melakukan penilaian. Teknik-teknik tersebut ada­ 

lah: 
 

1. Skala rating, dalam proses penilaian ini indikator-

indikator yang digunakan dalam penilaian diberikan 

skala penilaian seperti dari sangat tidak baik sampai 

sangat baik, dari sangat tidak setuju sampai sangat 

setuju atau kriteria lainnya yang dapat dijadikan skala 

penilaian; 
 

2. Metode daftar cek atau metode ceklis, yaitu metode 

penilaian yang hanya memberikan tanda pada daftar 

penilaian yang berupa pernyataan atau pertanyaan; 
 

3. Pertanyaan terbuka, pertanyaan terbuka merupakan 

alat penilaian yang digunakan untuk mengukur suatu 

objek penilaian lebih mendalam. Melalui metode ini 

dapat diperoleh informasi secara jelas tentang proses 

dan hasil kerja yang sudah dilakukan. 
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Perlu dipahami bahwa tidak ada satupun alat yang da­ 

pat menggumpulkan informasi hasil yang sempurna ketika 

melakukan penilaian kinerja. Oleh karena itu perlu kiranya 

dalam penilaian menggabungkan teknik-teknik penilaian 

yang ada. Sebenarnya ada teknik penilaian kinerja yang le­ 

bih modern. Teknik ini lebih menekankan nilai-nilai statis­ 

tik yang digunakan sebagai dasar keputusan penilaian. 
 

Penilaian kinerja yang baik akan memberikan gam­ 

baran dan informasi tentang kemampuan, keterampilan, 

pengetahuan, dan sikap setiap pegawai yang dinilai, dan 

pada umumnya mengukur apa yang hendak diketahui, di­ 

pahami, diaplikasikan atau dapat dikuasai oleh pegawai 

dalam tingkat proses mental yang lebih tinggi. Selain itu 

penilaian kinerja yang baik akan memberikan kesempur­ 

naan, kesesuaian, kekuatan, kebenaran, keterampilan 

menggunakan­ alat yang dapat dinilai, efisiensi, kecepatan 

melaksanakan kerja. Serta dalam tatanan yang lebih tinggi 

penilaian kinerja akan memberikan kemampuan 

seseorang dalam mengambil keputusan dalam pekerjaan. 
 

Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian 

dalam praktek penilaian kinerja. Pertama, ketepatan 

memilih ba­ han dan penggunaan alat penilaian. Kedua, 

ketepatan me­ nentukan langkah-langkah dalam proses 

penilaian. Ketiga, ketelitian dan keamanan data. 
 
 

2.3. Kinerja Manajer 
 

Setiap manajer atau pimpinan dalam suatu organisasi 

memiliki kinerja yang dikenal dengan kinerja manaje­ rial. 

Kinerja manajerial merupakan hasil aktivitas mana­ jerial 

yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, 

penatausaha­an, laporan pertanggungjawaban, pembinaan, 
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dan pengawasan. Kinerja manajerial merupakan seberapa 

jauh manajer melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. 

Kinerja manajerial dapat diukur dengan mempergunakan 

beberapa indikator seperti perencanaan, investigasi, koor­ 

dinasi, evaluasi, supervisi, staffing negosiasi, dan 

represen­ tasi. 
 

1. Perencanaan merupakan penentuan kebijakan atau 

sekumpulan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan kondisi waktu. Perencanaan ber­ 

fungsi sebagai pedoman dan tata cara pelaksanaan tu­ 

juan, kebijakan, prosedur, penganggaran dan program 

kerja sehingga terlaksana sesuai dengan sasaran yang 

telah ditetapkan; 
 

2. Investigasi adalah kegiatan pemeriksaan melalui pe­ 

ngumpulan data dan penyampaian informasi sebagai 

bahan pencatatan, pembuatan laporan, data ini di­ 

harapkan dapat mempermudah pelaksanaan 

penilaian hasil kerja dan analisis terhadap pekerjaan 

yang telah dilakukan; 
 

3. Koordinasi, adalah kegiatan yang menyelaraskan tin­ 

dakan­ yang di dalamnya terkandung kegiatan pertu­ 

karan informasi dengan orang-orang dalam unit organ­ 

isasi lainya sebagai upaya sinkronisasi hubungan dan 

penyesuaian program yang akan dijalankan. Koordi­ 

nasi juga merupakan proses jalinan kerja sama de­ngan 

bagian-bagian lain dalam organisasi melalui tukar-

menukar informasi yang dikaitkan dengan penyesuai­ an 

program-program kerja; 
 

4. Evaluasi adalah suatu penilaian yang dilakukan oleh 

pimpinan terhadap rencana yang telah dibuat, dan di­ 

tujukan untuk menilai pegawai dan catatan hasil kerja 
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sehingga hasil penilaian dapat dijadikan dasar sebagai 

keputusan yang diperlukan; 
 

5. Supervisi, adalah kegiatan penilaian hasil kerja melalui 

kinerja yang diamati dan dilaporkan serta diarahkan; 
 

6. Staffing, adalah kegiatan administrasi yang terkait 

dengan memelihara dan mempertahankan bawahan 

dalam suatu unit kerja, menyeleksi pekerjan baru, me­ 

nempatkan dan menyampaikan pekerjaan tersebut da­ 

lam unit kerja yang dipimpinnya atau unit kerja lain; 
 

7. Negoisasi, adalah upaya untuk memperoleh 

kesepakat­ an dalam hal pembelian, penjualan atau 

kontrak untuk barang-barang dan jasa; 
 

8. Representasi, yaitu menyampaikan informasi tentang 

visi, misi, dan kegiatan-kegiatan organisasi dengan 

menghadiri pertemuan antar lembaga dan instansi 

terkait serta konsultasi dengan lembaga-lembaga lain; 
 

 

Seorang manajer harus memiliki kemampuan agar 

fungsi manajemen yang dikelola olehnya berjalan dan 

memiliki kinerja baik sesuai dengan visi dan misi organi­ 

sasi. Menurut Rubin (2001) kemampuan tersebut adalah 

kemampuan melakukan perencanaan, kemampuan peng­ 

organisasian, kemampuan kepemimpinan, dan kemam­ 

puan pengendalian. 
 

1. Kemampuan perencanaan adalah penguasaan manaje­ 

men yang dimiliki oleh manajer mencakup proses me­ 

nentukan tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang 

harus melakukan, bagaimana cara mengelompokkan 

tugas-tugas yang ada, siapa yang harus melapor, ke­ 

pada siapa laporan tersebut harus disampaikan, serta 

bagaimana keputusan harus dibuat; 
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2. Kemampuan pengorganisasian adalah kemampuan 

manajemen yang dimiliki oleh manjer mencakup cara 

memotivasi bawahan, mempengaruhi individu atau 

tim dalam bekerja, memiliki cara komunikasi yang 

efektif kepada semua lini dan bawahan, dan mampu 

memecahkan segala persoalan yang ditimbulkan oleh 

pegawai; 
 

3. Kemampuan kepemimpinan adalah 

kemampuanmana­ jemen yang dimiliki oleh manajer 

seperti pemantauan kinerja aktual, kemampuan 

membandingkan kondisi aktual dengan standar serta 

melakukan perbaikan bila diperlukan; 
 

4. Kemampuan pengendalian adalah kemampuan mana­ 

jemen yang dimiliki oleh manajer mencakup proses 

mendefinisikan sasaran, menetapkan strategi untuk 

mencapai sasaran dan melakukan penyusunan ren­ 

cana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan 

pekerjaan; 
 

 

Dalam bagian lain Handoko (2003:17) menyatakan 

bahwa manajer adalah setiap orang yang mempunyai tang­ 

gung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lain­ 

nya yang dibagi kedalam tiga kelompok yaitu manajer lini 

pertama, manajer menengah, dan manajer puncak. 
 

1. Manajer lini pertama disebut juga sebagai tingkatan­ 

paling rendah dalam suatu organisasi yang me­ mimpin­ 

dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Manajer lini 

sering disebut dengan kepala atau pimpin­ an (leader), 

kepala unit kerja atau kepala tata usaha; 
 

2. Manajer menengah membawahi dan mengarahkan 

kegiatan-kegiatan para manajer lainnya dan pegawai 
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operasional. Sebutan lain bagi manajer menengah 

adalah manajer departemen kepala pengawas; 

3. Manajer puncak adalah tingkatan yang paling tinggi.  
Klasifikasi manajer ini terdiri dari sekelompok kecil 

eksekutif yang bertanggung jawab atas keseluruhan 

manajemen organisasi. 
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Bab 3 
 

Penilaian Kinerja Manajemen 

Sumber Daya Manusia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Penilaian kinerja merupakan tinjauan formal dan evaluasi kinerja individu atau tugas tim (Mondy dan Noe, 2005). dan 

Dessler�������������������������������������������������� (2003)menyatakanjugabahwapenilaianki­ 

nerja adalah mengevaluasi kinerja relatif karyawan saat ini atau di masa lalu terhadap standar prestasinya. Penilaian kinerja  pegawai juga merupakan metode untuk melakukan 

evaluasi dan apresiasi terhadap kinerja pegawai. Tujuan utama proses penilaian kinerja pegawai adalah: 

  
1. Melakukan evaluasi penilaian yang dilakukan dengan 

membandingkan setiap individu pegawai. 

2. Pengembangan kualitas kinerja setiap individu baik 

pengembangan yang bersifat berasal dari diri pegawai 

atau dorongan langsung dari pihak lembaga. 

3. Menjaga kinerja yang baik yang sudah ada dan 

mening­ katkan kinerja sesuai dengan sistem yang 

ditetapkan oleh lembaga. 

4. Tersedianya dokumentasi penting yang terkait de­ 

ngan keputusan-keputusan sumber daya manusia di 

masa yang akan datang ataupun terdokumentasinya 

kebijakan yang langsung menyangkut setiap individu 

karyawan­. 
 

 

47  
 
 
 
 
 
isi.indd  47 08/08/2017  18:48:23  



 

3.1. Metode Penilaian Kinerja 
 

Untuk menilai kinerja, kita dapat menggunakan beberapa 

metode yang sering digunakan dalam penilaian kinerja. 

Be­ berapa metode yang sering digunakan adalah: 
 

1. Metode rating scale, metode ini menggunakan skala 

rating untuk mengukur faktor-faktor yang terkait de­ 

ngan kinerja. Skala yang digunakan adalah skala 

likert­ misalnya skala 1 sampai 5. Skala ini biasanya 

meng­ ukur berdasarkan kriteria tertentu terhadap 

suatu pernyataan atau pertanyaan misalnya kriteria 

sangat buruk sampai sangat baik, sangat tidak penting 

sampai sangat penting.  
2. Metode ranking, metode ini umumnya dilakukan de­ 

ngan cara penilai memposisikan seluruh pegawai da­ 

lam satu kelompok sesuai dengan peringkat yang di­ 

susun berdasarkan kinerja seluruh pegawai. Pegawai 

yang memiliki kinerja terbaik akan diberi peringkat 

paling tinggi dan pekerja yang paling buruk prestasi­ 

nya akan diletakkan pada peringkat paling bawah.  
3. Metode critical incidents, metode ini bekerja berdasar­ 

kan catatan-catatan yang dilakukan oleh penilai. Mi­ 

salnya penilai mencatat secara cermat apa saja penca­ 

paian terbaik dan terburuk yang telah dicapai seorang 

pegawai. Catatan penting penilai harus diarahkan pada 

tindakan atau perilaku kerja yang sangat positif mau­ 

pun negatif selama periode penilaian. 
 

4. Metode essay, metode ini menekankan pada deskripsi 

atau pemaparan penilai terhadap suatu objek penilai­ 

an yang memuat kelemahan dan kekuatan pegawai, 

kinerja­ pegawai pada masa lalu, potensi yang dimiliki 

pegawai, serta catatan khusus lainnya yang terkait de­ 

ngan kualitas pegawai. Perlu diingat bahwa metode ini 
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cenderung lebih menekankan perhatian pada perilaku 

ekstrim pegawai daripada kinerja pekerjaan rutin yang 

mereka lakukan. Oleh karena itu metode penilaian ini 

memerlukan kemampuan khusus penilai dalam menu­ 

lis catatan-catatan serta mengkategorikannya sesuai 

dengan kebutuhan penilaian. 
 

5. Metode work standard, metode ini menekankan pada 

perbandingan kinerja setiap karyawan dengan standar 

yang telah ditetapkan atau dengan standar output yang 

diharapkan. Standar yang digunakan mencerminkan 

output normal dari seorang pekerja yang memiliki 

prestasi rata-rata, yang melakukan pekerjaan pada ke­ 

cepatan atau kondisi normal. Standar yang diberlaku­ 

kan perlu dipahami oleh setiap pegawai agar hasil pe­ 

nilaian memiliki tingkat objektivitas yang tinggi. 
 

6. Metode forced distribution, metode ini dilakukan de­ 

ngan cara penilai harus menyertakan individu ke 

dalam kelompok kerja yang termasuk dalam kategori 

kinerja tertentu. Misalnya 15% terbaik ditempatkan ke 

dalam kategori tertinggi, 25% terbaik berikutnya ke 

dalam kategori dibawahnya, 50% berikutnya kedalam 

katego­ ri menengah, dan 10% sisanya ke dalam 

kategori teren­ dah.  
7. Metode behaviourally Anchored rating scale (BARS), 

metode ini dilakukan dengan cara penilai melakukan 

penilaian pegawai berdasarkan beberapa krieria peri­ 

laku kerja yang mencerminkan dimensi atau indikator 

kinerja. Dalam prakteknya metode ini menggunakan 

skala penilaian tertentu misalnya bila pegawai mem­ 

berikan hasil kerja yang sangat memuaskan diberi 

nilai 10 dan jika pegawai memberikan kinerja yang 

tidak memuaskan diberi nilai 1. 
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3.2. Faktor-faktor yang Diperhatikan dalam 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 
 

Ada beberapa faktor yang perlu menjadi perhatian ketika 

melakukan penilaian kinerja. Faktor-faktor tersebut 

adalah kemampuan teknis dan kemampuan manajerial 

pegawai. Kemampuan teknis adalah kemampuan yang 

dimiliki pe­ gawai secara personal. Keterampilan ini 

biasanya terkait dengan penguasaan teknis sesuai dengan 

posisi dan fungsi seorang pegawai dalam suatu pekerjaan. 

Seorang pegawai juga perlu memiliki kemampuan 

manajerial. Kemampuan manajerial adalah kemampuan 

tambahan yang yang harus dimiliki pegawai, seperti 

kemampuan membuat perenca­ naan, kemampuan 

mengatur pekerjaan, kemampuan me­ nyediakan sarana 

pendukung dalam rangka penunjang pekerjaan. 
 
 
 

3.3. Kriteria Penilaian Kinerja 
 

Dalam menilai kinerja pegawai ada beberapa kriteria yang 

perlu dijadikan bahan pertimbangan agar penilaian yang 

dilakukan memberikan nilai atau manfaat terbaik bagi 

lembaga seperti relevansi, reliabel, akseptabel, sensitif, 

dan praktis. Suatu penilaian kinerja dikatakan memiliki 

relevansi jika penilaian kinerja yang akan dilakukan sesuai 

dengan objek pekerjaan pegawai. Suatu penilaian dikata­ 

kan reliabel jika apa yang diukur dalam penilaian kinerja 

memang benar-benar mampu mengukur apa yang akan 

diukur. Suatu penilaian kinerja dikatakan akseptabel jika 

penilaian kinerja yang akan dilakukan dapat diterima se­ 

cara luas oleh pegawai yang bersangkutan dan sesuai 

dengan kemampuan atau prestasi kerja yang dilakukan. 

Suatu penilaian dikatakan sensitif jika penilaian kinerja 
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yang akan dilakukan cukup sensitif karena penilaian yang 

akan dilakukan mampu membedakan antara pegawai yang 

memiliki tingkat efektivitas tinggi atau tidak. Suatu penilai­ 

an kinerja dikatakan praktis jika penilaian dapat dilakukan 

dengan mudah dan memiliki waktu proses penyelesaian yang 

singkat. Selain krieria terebut perlu juga dipikirkan alternatif 

solusi bagi pegawai yang memiliki hasil penilaian yang 

rendah melalui identifikasi potensi lain yang dimiliki oleh 

pegawai dengan kinerja rendah. Melalui potensi yang 

dimiliki diharapkan akan terbentuk keahlian baru. 

 
 

3.4. Hambatan Penilaian Kinerja 
 

Penilaian kinerja pegawai tidak dapat dilakukan sepenuh­ 

nya secara sempurna. Banyak hambatan yang membuat 

ha­ sil penilaian kinerja tidak sempurna seperti: 
 

1. Rendahnya tingkat objektivitas, rendahnya tingkat objek­ 

tivitas terjadi akibat adanya kesulitan yang tinggi dalam 

mengukur faktor-faktor yang terkait dengan kinerja. 

2. Adanya hallo error, hal ini terjadi jika penilai mem­ 

persepsikan suatu faktor sebagai kriteria yang paling 

penting dan memberikan penilaian umum baik atau 

buruk berdasarkan faktor yang tunggal.  
3. Adanya kelonggaran atau terlalu ketat, hal ini terjadi 

jika penilai terlalu longgar atau terlalu ketat memberi­ 

kan penilaian. Penilaian dikatakan terlalu longgar jika 

penilai memiliki kecenderungan memberikan nilai 

tinggi kepada yang tidak memiliki hal nilai yang 

tinggi. Penilai dikatakan terlalu ketat jika penilai 

memiliki ke­ cenderungan memberikan nilai yang 

kritis atau terlalu rendah kepada seseorang padahal 

orang tersbut memi­ liki kinerja yang tinggi. 
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4. Kecenderungan memberikan penilaian netral, kecen­ 

derungan memberikan nilai netral terjadi jika penilai 

memberikan nilai rata-rata pekerja berada di tengah-

tengah skala penilaian. Hal ini umumnya terjadi seba­ 

gai upaya untuk menghindari adanya penolakan hasil 

penilaian.  
5. Kecenderungan hadirnya nilai perilaku baru yang 

bias, hal ini terjadi jika perilaku atau kinerja yang 

paling akhir akan lebih mudah diingat daripada 

perilaku lam­ pau. Penilai cenderung lebih banyak 

menilai kinerja yang tampak menjelang atau pada saat 

proses penilai­ an dilakukan.  
6. Adanya bias pribadi penilai, penilai bisa saja memi­ 

liki bias yang berkaitan dengan karakteristik pribadi 

pekerja seperti suku, agama, jenis kelamin, atau usia. 

Meskipun ada peraturan atau undang-undang yang 

melindungi pekerja terhadap diskriminasi, diskrimi­ 

nasi tetap menjadi masalah dalam penilaian kinerja. 
 
 
 

3.5. Solusi Mengatasi Hambatan Penilaian 

Kinerja 
 

Hadirnya hambatan dalam penilaian kinerja perlu diatasi 

secara tepat. Jika hambatan kinerja hadir dalam proses 

pelaksanaan penilaian kinerja sebaiknya dilakukan kajian 

secara mendalam terhadap permasalahan yang terjadi di 

dalam lembaga sehingga dalam menentukan solusi lem­ 

baga dapat meminimalisasi kesalahan. Langkah-langkah 

yang dapat digunakan untuk mengatasi hambatan penilai­ 

an kinerja adalah: 
 

1. Melakukan pemetaan terhadap masalah yang akan 

timbul; 
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2. Melakukan kajian mendalam terhadap potensi 

masalah dengan cara mempelajari dan memahami 

potensi masalah yang ada; 

3. Menggunakan perangkat penilaian yang memiliki ke­ 

sesuaian yang tinggi; 

4. Melakukan simulasi penilaian;  
5. Melakukan kajian hasil simulasi dan merevisi perang­ 

kat penilaian sebelum digunakan dalam penilaian se­ 

sungguhnya; 

6. Menguji tingkat validitas dan reliabilitas alat penilai­ 

an; 

7. Lakukan pemeriksaan sebelum melakukan 

pengolahan data hasil penilaian. 
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Bab 4 
 

Penilaian Kinerja Manajemen 

Sumber Daya Manusia pada 

Lembaga Pendidikan Tinggi 
 
 
 
 
 
 

 

4.1. Tinjauan Penilaian Kinerja Manajemen  

Sumber Daya Manusia pada Lembaga  

Pendidikan Tinggi 
 

Penilaian kinerja manajemen sumber daya manusia pada 

lembaga pendidikan tinggi secara umum memiliki tujuan 

yang sama yaitu untuk mendapatkan informasi yang dapat 

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam 

pencapaian tujuan organisasi lembaga pendidikan tinggi. 
 

Tujuan penilaian kinerja manajemen sumber daya 

manusia pada lembaga pendidikan tinggi secara strategis 

terkait dengan kepatuhan dan keterhandalan serta konsis­ 

tensi terhadap ketentuan perundang-undangan yang ber­ 

laku baik secara internal maupun eksternal organisasi. Se­ 

cara eksternal akan terkait dengan perundang-undangan, 

seluruh kebijakan, panduan, dan ketentuan yang diter­ 

bitkan oleh pemerintah. Secara internal akan terkait dengan 

seluruh kebijakan internal, panduan, instruksi, sistem dan 

prosedur internal organisasi lembaga pendidikan tinggi. 
 

Secara operasional penilaian kinerja manajemen sum­ 

ber daya manusia pada lembaga pendidikan tinggi bertu­ 

juan untuk memastikan organisasi dalam mencapai tujuan­ 

nya mampu meminimalisasi resiko yang timbul atau tidak, 

 

55  
 
 
 
 
 
isi.indd  55 08/08/2017  18:48:23  



 

mengevaluasi sistem manajemen sumber daya manusia 

yang diterapkan sehingga pengendalian manajemen dapat 

berjalan lebih efektif dan efisien, serta mampu 

memastikan operasional lembaga pendidikan tinggi 

berjalan lebih efek­ tif dan efisien. 
 

Penilaian kinerja manajemen sumber daya manusia 

secara khusus memiliki manfaat bagi lembaga pendidikan 

tinggi seperti: 
 

1. Bagi manajemen hasil penilaian kinerja manajemen 

sumber daya manusia yang dilakukan akan memberi­ 

kan manfaat untuk mendapatkan gambaran kondisi 

dan permasalahan organisasi, mengambil keputusan 

atau tindakan perbaikan yang diperlukan dalam me­ 

ningkatkan efektivitas dan efisiensi lembaga pendidik­ 

an tinggi;  
2. Bagi stakeholder hasil penilaian kinerja manajemen 

sumber daya manusia dapat dimanfaatkan untuk me­ 

nilai manajemen dalam menjalankan organisasi 

terkait dengan pencapaian sasaran organisasi 

khususnya terkait dengan investasi yang sudah 

dikeluarkan oleh lembaga pendidikan tinggi sebagai 

upaya untuk tum­ buh dan berkembang;  
3. Bagi pemerintah hasil penilaian kinerja manajemen 

sumber daya manusia dapat digunakan sebagai pe­ 

ngawasan dan penyusunan regulasi yang terkait de­ 

ngan lembaga pendidikan tinggi; 

4. Bagi lembaga pendidikan tinggi hasil penilaian kinerja 

manajemen sumber daya manusia yang dilakukan 

ber­ manfaat sebagai upaya pemahaman mengenai 

opera­ sional manajemen sumber daya manusia pada 

lembaga pendidikan tinggi secara fungsional maupun 

kompre­ hensif. 
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5. Bagi pegawai hasil penilaian kinerja manajemen sum­ 

ber daya manusia yang dilakukan bermanfaat untuk 

mengetahui permasalahan yang ada dalam lingkup 

pekerjaan, mengetahui ketaatan terhadap kententuan 

atau kebijakan internal organisasi, dan memperoleh 

rekomendasi perbaikan atas permasalahan yang ada. 
 
 

4.2. Ruang Lingkup Penilaian Kinerja  

Manajemen Sumber Daya Manusia pada  

Lembaga Pendidikan Tinggi 
 

Ruang lingkup penilaian kinerja manajemen sumber daya 

manusia pada lembaga pendidian tinggi umumnya sangat 

terbatas, hanya mencakup pengujian dan evaluasi terhadap 

kecukupan efektivitas sistem pengendalian intern organisa­ 

si dan kualitas manajemen dalam melaksanakan tanggung 

jawab yang dibebankan kepadanya. Ruang lingkup tugas 

penilaian kinerja manajemen sumber daya manusia se­ perti 

dijelaskan pada internal penilaian kinerja manajemen 

sumber daya manusia ini, mencakup tugas penilaian kiner­ 

ja manajemen sumber daya manusia yang harus dilaksana­ 

kan. Hal ini cukup diketahui, akan tetapi biasanya mana­ 

jemen memberikan pengarahan secara umum mengenai 

ruang lingkup pekerjaan dan kegiatan yang akan diperiksa/ 

dinilai. Maksud penelaahan atas kecukupan pengendalian 

intern (internal control) adalah untuk memastikan apakah 

sistem yang dibuat dapat memberikan keyakinan bahwa 

tujuan dan sasaran organisasi dapat dicapai secara efisien 

dan efektif. Maksud penelaahan atas efektivitas sistem pe­ 

ngendalian intern adalah untuk memastikan bahwa sistem 

itu berfungsi seperti yang diharapkan. 
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Tujuan utama pengendalian intern adalah untuk men­ 

jamin, kepercayaan dan integritas terhadap informasi, di­ 

taatinya kebijakan-kebijakan, rencana-rencana, prosedur-

prosedur, ketentuan-ketentuan, dan peraturan-peraturan 

yang berlaku, perlindungan atas harta organisasi, penggu­ 

naan sumber-sumber daya secara efektif dan efisien. Pen­ 

capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan atas ke­ 

giatan usaha atau program-program organisasi. 
 

1. Tingkat kepercayaan dan integritas informasi  
Tim penilai kinerja manajemen sumber daya manusia 

pada lembaga pendidian tinggi harus menelaah 

tingkat kepercayaan, integritas informasi keuangan 

maupun operasional, sarana serta cara-cara yang 

digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, 

menggolongkan dan melaporkan informasi tersebut. 

Sistem informa­ si menyediakan data untuk 

pengambilan keputusan, pengendalian dan kebutuhan 

pihak ekstern. Oleh ka­ rena itu, Tim penilai kinerja 

manajemen sumber daya manusia harus memeriksa 

kelayakan sistem informasi dan memastikan apakah:  
a. Laporan dan catatan terkait kegiatan manajemen 

sumber daya manusia dan keuangan benar-benar 

akurat, dapat dipercaya, tepat waktu, lengkap dan 

berguna. 

b. Kecukupan dan efektivitas dokumen terhadap 

pen­ catatan dan pelaporan. 

2. Taat azas terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur 

manajemen yang berlaku. 

3. Perlindungan atas aset sumber daya manajemen or­ 

ganisasi. 

Tim penilai kinerja manajemen sumber daya manusia 

pada lembaga pendidian tinggi harus memiliki me­ 
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tode untuk melindungi aset sumber daya manajemen 

organisasi dan sedapat mungkin memiliki bukti-bukti 

yang kuat terhadap aset-aset tersebut. 
 

a. Tim penilai kinerja manajemen sumber daya ma­ 

nusia harus memiliki metode yang dipergunakan 

untuk melindungi aset organisasi dari segala ben­ 

tuk kerugian seperti pencurian, kebakaran, keban­ 

jiran, dan lain-lain. 

b. Tim penilai kinerja manajemen sumber daya ma­ 

nusia dalam menguji kebenaran ada tidaknya aset 

organisasi haruslah mempergunakan prosedur pe­ 

nilaian kinerja manajemen sumber daya manusia. 

4. Penggunaan sumber-sumber daya secara efesien dan 

efektif 

a. Tim penilai kinerja manajemen sumber daya ma­ 

nusia harus menilai tingkat efektif dan efisiensi 

penggunaan sumber daya yang ada. Di samping itu, 

manajemen bertanggung jawab menyusun suatu 

standar kegiatan usaha untuk mengukur kegiat­ an 

penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. 

Tim penilai kinerja manajemen sumber daya 

manusia bertanggung jawab terhadap stan­ dar 

kegiatan usaha untuk mengukur tingkat efektif dan 

efisiensi, standar kegiatan yang dibuat dapat 

dimengerti dan dapat dicapai, penyimpangan dari 

standar kegiatan usaha itu diketahui, dianalisis, dan 

dibicarakan dengan mereka yang bertanggung jawab 

untuk tindakan perbaikan. 
 

b. Tim penilai kinerja manajemen sumber daya ma­ 

nusia yang berhubungan dengan tingkat efektivi­ 

tas dan efisiensi penggunaan sumber-sumber data 

harus mengetahui kondisi-kondisi berikut: 
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1. Fasilitas yang tidak dipergunakan secara mak­ 

simal; 

2. Pekerjaan yang tidak produktif;  
3. Prosedur-prosedur dengan biaya yang tidak 

da­ pat diterima akal sehat; 

4. Kelebihan atau kekurangan staf;  
c. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetap­ 

kan atas kegiatan usaha atau program organisasi. 

Tim penilai kinerja manajemen sumber daya ma­ 

nusia harus menguji setiap kegiatan atau program 

untuk memastikan apakah hasil-hasil yang 

dicapai konsisten dengan tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan, dan apakah kegiatan usaha atau 

pro­ gram-program yang dilakukan sesuai dengan 

yang direncanakan. 
 
 
 

4.3. Aktivitas Penilaian Kinerja Manajemen  

Sumber Daya Manusia pada Lembaga  

Pendidikan Tinggi 
 

Aktivitas penilaian kinerja manajemen sumber daya manu­ 

sia pada lembaga pendidikan tinggi adalah aktivitas yang 

membutuhkan energi, waktu, dan biaya yang tidak sedikit. 

Penilaian kinerja manajemen sumber daya manusia yang 

dilakukan harus memiliki perencanaan yang matang se­ 

hingga dapat memberikan hasil yang maksimal dan mem­ 

berikan manfaat besar bagi lembaga pendidikan tinggi pada 

saat ini maupun dimasa mendatang. 
 

Aktivitas penilaian kinerja manajemen sumber daya 

manusia pada lembaga pendidikan tinggi terdiri dari akti­ 

vitas pra penilaian kinerja manajemen sumber daya manu­ 

sia, pelaksanaan penilaian kinerja manajemen sumber daya 
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manusia, dan tahap setelah penilaian kinerja manajemen 

sumber daya manusia. Aktivitas penilaian kinerja manaje­ 

men sumber daya manusia secara umum dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.1 Aktivitas Penilaian Kinerja Manajemen Sumber Daya Ma­ 

nusia pada Lembaga Pendidikan Tinggi 
 
 

No. Tahapan Aktivitas Utama 

 Penilaian Kinerja   
    

1. Persiapan penilaian - Perumusan tujuan penilaian kinerja 

 kinerja manajemen  manajemen sumber daya manusia. 

 sumber daya - Pembatasan lingkup penilaian kinerja 

 manusia pada  manajemen sumber daya manusia. 

 lembaga pendidikan - Pembentukan team. 

 tinggi. - Pembentukan jadwal penilaian 

   kinerja manajemen sumber daya 

   manusia. 

  - Penentuan metode penilaian kinerja 

   manajemen sumber daya manusia. 

  - Penentuan pendekatan penilaian 

   kinerja manajemen sumber daya 

   manusia. 
    

2. Proses penilaian - Pemeriksaan kelangkapan dokumen. 

 kinerja manajemen - Analisis dokumen. 

 sumber daya - Mempelajari prosedur yang ada. 

 manusia pada - Melakukan pengamatan terhadap 

 lembaga pendidikan  aktivitas yang ada. 

 tinggi. - Melakukan wawancara penilaian 

   kinerja manajemen sumber daya 

   manusia. 

  - Membandingkan aktivitas dengan 

   prosedur yang ada. 

  - Menemukan bukti-bukti terkait 

   dengan objek penilaian kinerja 

   manajemen sumber daya manusia. 
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No

. Tahapan Aktivitas Utama     
       Penilaian Kinerja                  
                             

    3.  Setelah penilaian - Penyusunan laporan penilaian kinerja     
       kinerja manajemen  manajemen sumber daya manusia.     

       sumber daya - Diskusi hasil penilaian kinerja     

       manusia pada  manajemen sumber daya manusia.     

       lembaga pendidikan - Perbaikan-perbaikan hasil penilaian     

       tinggi.  kinerja manajemen sumber daya     

              manusia.     

             - Penyusunan rekomendasi.     
                               

 

Secara khusus aktivitas penilaian kinerja manajemen 

sumber daya manusia pada lembaga pendidian tinggi ter­ 

diri dari tiga bagian utama yaitu: 
 

1. Tahap pra penilaian kinerja manajemen sumber daya 

manusia pada lembaga pendidikan tinggi. 

Tahap ini dikenal juga dengan perencanaan penilaian 

kinerja manajemen sumber daya manusia. Tahap pra 

penilaian kinerja manajemen sumber daya manusia 

merupakan kegiatan yang berhubungan dengan bebe­ 

rapa hal seperti berikut: 

a. Perumusan tujuan penilaian kinerja manajemen 

sumber daya manusia. 

Perumusan tujuan penilaian kinerja manajemen 

sumber daya manusia pada lembaga pendidikan 

tinggi merupakan penentuan secara spesifik latar 

belakang mengapa penilaian kinerja manajemen 

sumber daya manusia diperlukan dapat dijabarkan 

dengan jelas. Perumusan tujuan penilaian kinerja 

manajemen sumber daya manusia berhubungan 

juga dengan sumber daya yang dimiliki lembaga 

pendidikan tinggi seperti sumber daya keuangan, 

sumber daya manusia yang melaksanakan kegiat­ 
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an, dan jangka waktu pelaksanaan penilaian ki­ 

nerja manajemen sumber daya manusia. 

b. Penentuan batasan atau ruang lingkup penilaian 

kinerja manajemen sumber daya manusia. Adanya 

keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh 

lembaga pendidikan tinggi menuntut batasan atau 

ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja 

manajemen sumber daya manusia. Batasan atau ru­ 

ang lingkup penilaian kinerja manajemen sumber 

daya manusia yang dilakukan harus mengacu pada 

pencapaian tujuan penilaian kinerja manajemen 

sumber daya manusia. Penentuan batasan atau ru­ 

ang lingkup perlu dilakukan karena pada dasarnya 

manajemen menginginkan pelaksanaan penilaian 

kinerja manajemen sumber daya manusia dilaku­ 

kan secara menyeluruh. Pelaksanaan penilaian ki­ 

nerja manajemen sumber daya manusia yang me­ 

nyeluruh dalam lembaga pendidikan tinggi hampir 

jarang sekali dilakukan sehingga penilaian kinerja 

manajemen sumber daya manusia harus membuat 

skala prioritas batasan ruang lingkup kegiatan pe­ 

nilaian kinerja manajemen sumber daya manusia 

berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. 
 

c. Pembentukan tim kerja.  
Penilaian kinerja manajemen sumber daya ma­ 

nusia pada lembaga pendidikan tinggi menuntut 

ketersediaan personal yang memiliki pengeta­ huan 

yang tinggi tentang sumber daya manusia 

khususnya pada lembaga pendidikan tinggi. Per­ 

sonal yang ada harus bekerja dalam tim kerja. Tim 

harus bekerja­ berdasarkan ketentuan-ketentuan 

yang sudah disepakati bersama antara manajemen 
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lembaga pendidikan tinggi dan tim penilai kinerja 

manajemen sumber daya manusia. 

d. Penyusunan jadwal kegiatan penilaian kinerja ma­ 

najemen­ sumber daya manusia. 

Tim yang terbentuk harus membuat jadwal kegiat­ 

an penilaian kinerja manajemen sumber daya ma­ 

nusia berdasarkan target waktu yang telah ditetap­ 

kan. Jadwal kegiatan penilaian kinerja manajemen 

sumber daya manusia juga dapat dibentuk ber­ 

dasarkan kesiapan tim. Dalam pembuatan jadwal 

kegiatan perlu dibuat juga waktu tenggang yang 

berfungsi untuk antisipasi waktu ketersediaan data. 

Penyusunan jadwal penilaian kinerja manaje­ men 

sumber daya manusia harus memperhatikan 

minimalisasi penggunaan waktu dalam penilaian 

kinerja manajemen sumber daya manusia sehing­ ga 

kegiatan penilaian kinerja manajemen sumber daya 

manusia tidak mengganggu pekerjaan rutin. Jadwal 

penilaian kinerja manajemen sumber daya manusia 

harus disusun secara rinci dan disepakati oleh Tim 

penilai kinerja manajemen sumber daya manusia 

dan manajemen sehingga masing-masing pihak 

yang terlibat dapat melakukan kerja sama yang baik 

berdasarkan batasan waktu yang telah ditetapkan. 

Ketidak sesuaian jadwal kegiatan bi­ asanya akan 

berakibat pada lemahnya kualitas ha­ sil penilaian 

kinerja manajemen sumber daya ma­ nusia. 

 
e. Penentuan pendekatan atau metode penilaian ki­ 

nerja manajemen sumber daya manusia. Penilaian 

kinerja manajemen sumber daya manu­ sia pada 

lembaga pendidikan tinggi memiliki ber­ 
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bagai macam pendekatan atau metode. Manajemen 

dan team penilaian kinerja manajemen sumber daya 

manusia perlu merumuskan pendekatan atau 

metode yang paling sesuai untuk digunakan dalam 

proses penilaian kinerja manajemen sumber daya 

manusia. Penggunaan pendekatan atau metode pe­ 

nilaian kinerja manajemen sumber daya manusia 

perlu memperhatikan jumlah personal dalam Tim 

penilai kinerja manajemen sumber daya manu­ sia 

dan dukungan sumber daya yang dimiliki oleh 

lembaga. 
 

f. Tahap penilaian pendahuluan kinerja manajemen 

sumber daya manusia. 

Tahap penilaian pendahuluan kinerja manaje­ men 

sumber daya manusia perlu dilakukan pada tahap 

pra penilaian kinerja manajemen sumber daya 

manusia. Kegiatan ini bertujuan untuk me­ 

ngumpulkan informasi awal yang terkait dengan 

manajemen sumber daya manusia pada lembaga 

pendidikan tinggi. Penilaian kinerja manajemen 

sumber daya manusia pada tahap pendahuluan 

dapat dilakukan dengan melakukan kunjungan, 

mempelajari proses­ manajemen, observasi dan 

kegiatan lainya. Kegiatan penilaian pendahuluan 

kinerja manajemen sumber daya manusia adalah 

bagian yang sangat penting terutama bagi penilai­ 

an eksternal kinerja manajemen sumber daya ma­ 

nusia. Kegiatan penilaian pendahuluan kinerja 

manajemen sumber daya manusia biasanya terkait 

dengan karakteristik lembaga, proses manajemen 

lembaga, peraturan perundang-undangan yang 

terkait, prosedur dan kebijakan internal, serta do­ 
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kumen lainnya yang mendukung dalam proses ke­ 

giatan penilaian kinerja manajemen sumber daya 

manusia. Melalui penilaian pendahuluan kinerja 

manajemen sumber daya manusia diharapkan akan 

memberikan manfaat terhadap perumusan tujuan 

penilaian kinerja manajemen sumber daya manusia 

yang lebih spesifik, tersedianya informasi kegiatan 

yang menjadi sasaran proses penilaian ki­ nerja 

manajemen sumber daya manusia, temuan 

sementara terkait dengan objek-objek penilaian 

kinerja manajemen sumber daya manusia yang 

harus dipecahkan berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan, serta bukti-bukti yang diperlukan atau 

di dalami pada proses penilaian kinerja manaje­ 

men sumber daya manusia. 
 

2. Tahap pelaksanaan penilaian kinerja manajemen 

sum­ ber daya manusia pada lembaga pendidikan 

tinggi. Tahap ini merupakan tahap penting yang 

menjadi fokus dalam keseluruhan aktivitas penilaian 

kinerja manajemen sumber daya manusia. Beberapa 

kegiatan Tim penilai kinerja manajemen sumber daya 

manusia akan terkait dengan:  
a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen.  

Aktivitas ini bertujuan untuk melakukan peme­ 

riksaan terhadap dokumen-dokumen pendukung 

kegiatan penilaian kinerja manajemen sumber 

daya manusia agar pelaksanaan kegiatan 

penilaian kinerja manajemen sumber daya 

manusia berjalan dengan efektif dan efisien.  
b. Analisis dokumen.  

Analisis dokumen merupakan kegiatan penilaian 

kinerja manajemen sumber daya manusia untuk 
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mempelajari dokumen yang sesuai dengan objek 

dan tujuan penilaian kinerja manajemen sumber 

daya manusia. Analisis dokumen pada tahap ini 

dilakukan sangat mendalam dan memungkinkan 

dilakukan kajian terhadap dokumen yang berasal 

dari laporan penilaian kinerja manajemen sumber 

daya manusia sebelumnya jika ada atau dokumen-

dokumen dari luar organisasi yang terkait dengan 

objek penilaian kinerja manajemen sumber daya 

manusia. 
 

c. Mempelajari prosedur yang ada.  
Kegiatan ini bertujuan untuk memahami sistem 

dan prosedur yang telah dimiliki oleh lembaga 

dan melakukan pengecekan ketersediaan sistem 

dan prosedur yang terkait dengan komponen-

kom­ ponen penilaian kinerja manajemen sumber 

daya manusia.  
d. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas yang ada. 

Kegiatan ini menitikberatkan pada pengamatan 

terhadap proses aktivitas yang dijalankan organi­ 

sasi oleh setiap personal dalam organisasi teru­ 

tama bagian yang menjadi objek penilaian kinerja 

manajemen sumber daya manusia. 
 

e. Melakukan wawancara dengan penilaian kinerja 

manajemen sumber daya manusia. 

Kegiatan wawancara dilakukan untuk mendapat­ 

kan kejelasan informasi dan melakukan klarifikasi 

terhadap hal-hal yang telah digariskan dan dilak­ 

sanakan. 

f. Melakukan perbandingan aktivitas.  
Kegiatan ini menitikberatkan pada perbandingan 

aktivitas serta mempelajari kesesuaian sistem dan 
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prosedur yang ada dengan ketentuan-ketentuan 

yang berlaku dalam organisasi yang terkait dengan 

undang-undang atau peraturan maupun kebijakan 

dalam organisasi secara keseluruhan atau yang 

terbatas pada objek penilaian kinerja manajemen 

sumber daya manusia, dan melakukan perbanding­ 

an dengan standar yang berlaku secara umum da­ 

lam pengelolan manajemen sumber daya manusia 

pada lembaga pendidikan tinggi. Pada bagian ini 

Tim penilai kinerja manajemen sumber daya ma­ 

nusia juga melakukan serangkaian kriteria khusus 

yang dikembangkan sesuai dengan tujuan penilai­ 

an kinerja manajemen sumber daya manusia, yang 

dikembangkan bersama antara penilaian kinerja 

manajemen sumber daya manusia berdasar pe­ 

ngalamannya dan manajemen sesuai dengan tu­ 

juan penilaian kinerja manajemen sumber daya 

manusia yang telah ditetapkan. 
 

g. Melakukan pencarian bukti-bukti.  
Kegiatan ini bertujuan untuk mencari fakta-fakta 

 
dan informasi pendukung yang digunakan dalam 

pembuatan kesimpulan dan rekomendasi. 

Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tersebut di atas 

Tim penilai kinerja manajemen sumber daya manusia 

harus mampu menganalisis dan menemukan fakta-

fakta terkait dengan informasi yang cukup, valid, dan 

reliabel, karena fakta-fakta tersebut akan digunakan 

sebagai dasar bukti dan kesimpulan penilaian kinerja­ 

manajemen sumber daya manusia yang sedang di­ 

lakukan. Informasi dikatakan cukup jika memadai se­ 

bagai dasar pembuatan kesimpulan, dikatakan valid 

jika diperoleh dari sumber yang dipercaya, dikatakan 
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reliabel jika memiliki keterhandalan. Aktivitas penilai­ 

an kinerja manajemen sumber daya manusia tersebut 

dapat dilakukan secara simultan atau dilakukan secara 

bertahap. Perlu diingat bahwa tahap pelaksanaan pe­ 

nilaian kinerja manajemen sumber daya manusia di­ 

lakukan harus sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan 

penilaian kinerja manajemen sumber daya manusia. 

Proses penilaian kinerja manajemen sumber daya ma­ 

nusia juga harus dilakukan secara jelas dan transparan 

sehingga informasi yang berkaitan dengan pelaksana­ an 

penilaian kinerja manajemen sumber daya manu­ sia 

akan menjadi perhatian dan bermanfaat bagi para 

stakeholder. 
 

3. Tahap setelah penilaian kinerja manajemen sumber 

daya manusia. 

Tahap setelah penilaian kinerja manajemen sumber 

daya manusia merupakan bagian akhir kegiatan pe­ 

nilaian kinerja manajemen sumber daya manusia. Da­ 

lam tahap ini, aktivitas yang dilakukan antara lain: 

a. Menyusun laporan penilaian kinerja manajemen 

sumber daya manusia sesuai dengan format lapor­ 

an penilaian kinerja manajemen sumber daya ma­ 

nusia yang telah ditentukan sebelumnya. Format 

laporan penilaian kinerja manajemen sumber daya 

manusia harus disajikan secara jelas dengan urut­ 

an-urutan tahapan yang dapat disajikan secara 

terstruktur sesuai dengan informasi yang diper­ oleh 

selama tahapan penilaian kinerja manajemen 

sumber daya manusia, atau disajikan sesuai de­ 

ngan kebutuhan pengguna laporan. Laporan pe­ 

nilaian kinerja manajemen sumber daya manusia 

harus berisi kesimpulan penilaian kinerja manaje­ 
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men sumber daya manusia tentang elemen-elemen 

atas tujuan penilaian kinerja manajemen sumber 

daya manusia dan rekomendasi yang diberikan un­ 

tuk memperbaiki berbagai kekurangan yang terjadi 

serta rencana tindak lanjut dalam mengaplikasikan 

rekomendasi yang diberikan. 
 

b. Melakukan diskusi, laporan penilaian kinerja ma­ 

najemen sumber daya manusia dapat menjadi 

bahan diskusi untuk menyusun rencana tindak 

lanjut atau rekomendasi atas temuan penilaian ki­ 

nerja manajemen sumber daya manusia. Rencana 

tindak lanjut hendaknya merupakan pernyataan 

komitmen manajemen sebagai upaya meningkat­ 

kan atau melakukan memperbaiki terhadap kele­ 

mahan yang ada dan menjadi temuan penilaian 

kinerja manajemen sumber daya manusia. Dalam 

rencana tindak lanjut. Perlu diingat bahwa Tim 

penilai kinerja­ manajemen sumber daya manusia 

tidak memiliki kewenangan untuk memaksa atau 

menuntut manajemen terhadap rekomendasi yang 

diberikan. Tetapi Tim penilai kinerja manajemen 

sumber daya manusia memiliki kewajiban untuk 

memberi penjelasan yang cukup memadai menge­ 

nai konsekuensi dari rekomendasi yang disampai­ 

kan berupa manfaat atau keuntungan yang akan 

diperoleh lembaga pendidikan tinggi bila rekomen­ 

dasi tersebut dilaksanakan dan apa kerugian atau 

risiko yang mungkin terjadi apabila rekomendasi 

perbaikan­ tidak dilakukan. Sebagai upaya mening­ 

katkan komitmen terhadap pelaksanaan rekomen­ 

dasi dan tindak lanjut atas temuan penilaian kiner­ 

ja manajemen sumber daya manusia, penyusunan 
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rencana tindak lanjut tidak hanya dilakukan oleh 

penilaian kinerja manajemen sumber daya manu­ 

sia, tetapi dapat dilakukan bersama-sama dengan 

manajemen dan juga objek atau pihak yang di 

eva­ luasi. 
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Bab 5 
 

Model Penilaian Sumber Daya 

Manusia pada Komponen 

Sentralisasi Administrasi 

Lembaga Pendidikan Tinggi 
 
 
 
 

 

Penilaian sumber daya manusia pada komponen sen­ 

tralisasi administrasi lembaga pendidikan tinggi secara 

umum terkait dengan kinerja bagian perencanaan sum­ 

ber daya manusia, kinerja bagian analisis jabatan, kinerja 

bagian perekrutan sumber daya manusia, penilaian proses 

seleksi pegawai, penilaian kinerja bagian pelatihan dan 

pengembangan sumber daya manusia, penilaian kinerja 

bagian manajemen karir, penilaian kinerja bagian manaje­ 

men sumber daya manusia, dan penilaian kinerja bagian 

kompensasi sumber daya manusia. 
 
 
 

5.1. Penilaian Kinerja Bagian Perencanaan 

Sumber Daya Manusia 
 

Cascio (1991) menyatakan bahwa perencanaan sumber daya 

manusia adalah sekumpulan kegiatan yang dilakukan un­ tuk 

mengantisipasi usaha yang akan datang dan perminta­ an 

lingkungan pada organisasi untuk memenuhi kebutuh­ an 

sumber daya manusia yang diciptakan oleh keadaan. 

Perencanaan sumber daya manusia juga dapat dikatakan 

sebagai proses meramalkan kebutuhan akan sumber daya 

manusia dari suatu organisasi untuk waktu yang akan da­ 
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tang agar langkah-langkah dapat di ambil untuk menjamin 

bahwa kebutuhan sumber daya manusia dapat dipenuhi. 

Beberapa indikator kunci yang dapat digunakan da­ 

lam penilaian kinerja manajemen sumber daya manusia 

fungsi perencanaan sumber daya manusia pada lembaga 

pendidik­an tinggi adalah: 
 

a. Pengukuran (Strengths Weaknesses Opportunities 

and Threats (SWOT) sumber daya masusia yang ada 

pada lembaga pendidikan tinggi;  
b. Menerapkan beberapa metode pengukuran dan teknik 

peramalan dalam perencanan sumber daya manusia 

pada lembaga pendidikan tinggi; 

c. Penerapan sistem informasi sumber daya manusia 

yang ada pada lembaga pendidikan tinggi; 

d. Rencana investasi sumber daya manusia yang dikem­ 

bangkan pada lembaga pendidikan tinggi; 

e. Penerapan pendidikan pelatihan dan pengembangan 

pada lembaga pendidikan tinggi; 

f. Rencana suksesi dan program penempatan yang ada 

pada lembaga pendidikan tinggi; 
 
 

Terkait dengan hal-hal tersebut maka dalam penilaian 

kinerja manajemen sumber daya manusia pada bagian pe­ 

rencanaan sumber daya manusia, tim penilai kinerja 

mana­ jemen sumber daya manusia dapat menggunakan 

lembar­ an penilaian berikut: 
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Tabel 5.1. Analisis SWOT  

 

No. Indikator Uraian Keterangan 

 Kunci    
     

1. Strengths  (Contoh)  
 (kekuatan) - Memiliki keahlian  

   manajemen yang baik. ………………… 

  - Latar belakang ………………… 

   pendidikan telah sesuai ………………… 

   dengan penempatan ………………… 

   kerja. …………………. 

    ………………… 

    ………………… 

    ………………… 

    ………………… 
     

2. Weaknesses  (Contoh)  
 (kelemahan) - Kurang memahami  

   teknologi informasi. ……………………. 

  - Pelatihan masih sangat ……………………. 

   sedikit. ……………………. 

    ……………………. 

    ……………………. 

    …………………… 
     

3. Opportunities  (Contoh)  
 (peluang) - Memiliki sumber daya  

   manusia yang cepat ……………………. 

   belajar. ……………………. 

    ……………………. 

    ……………………. 
     

4. Threats  (Contoh)  
 (ancaman) - Kebutuhan yang tinggi  

   terhadap SDM lembaga ……………………. 

   pendidikan tinggi. ……………………. 

    ……………………. 

    ……………………. 

    ……………………. 

    ……………………. 
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Secara visual proses penilaian kinerja manajemen 

sum­ ber daya manusia pada bagian perencanaan sumber 

daya manusia di lembaga pendidikan tinggi dapat dilihat 

pada gambar berikut: 
 

Gambar 5.1. Proses Penilaian Kinerja Bagian Perencanaan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 5.1. tersebut menjelaskan bahwa penilaian 

kinerja manajemen sumber daya manusia bagian perenca­ 

naan dan pengadaan sumber daya manusia pada lembaga 

pendidikan tinggi setidaknya terdiri dari empat tahapan. 

Tahap pertama perencanaan penilaian kinerja manajemen 

sumber daya manusia, tahap kedua persiapan penilaian 
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kinerja manajemen sumber daya manusia, tahap ketiga 

pelaksanaan penilaian kinerja manajemen sumber daya 

manusia, dan tahap keempat hasil penilaian kinerja mana­ 

jemen sumber daya manusia. 
 

Tahap perencanaan penilaian kinerja manajemen sum­ 

ber daya manusia umumnya terdiri dari penentuan jadwal 

penilaian kinerja manajemen sumber daya manusia, pe­ 

nentuan metode analisis, dan penentuan format standar 

analisis dan pelaporan. Tahap persiapan penilaian kinerja 

manajemen sumber daya manusia yang dilakukan dalam 

penilaian kinerja manajemen sumber daya manusia bagian 

perencanaan dan pengadaan sumber daya manusia meru­ 

pakan tahap pengumpulan data. Pada tahap ini data-data 

yang harus disediakan terdiri dari data rencana strategi 

sumber daya manusia, data proyeksi kebutuhan sumber daya 

manusia, data proyeksi ketersediaan sumber daya ma­ nusia, 

serta data lingkungan ekternal dan internal organisasi yang 

terkait dengan sumber daya manusia. Yang dimaksud 

dengan data lingkungan internal adalah data yang terkait 

dengan ketersedian sumber daya manusia yang memiliki 

spesifikasi keahlian dari dalam organisasi. Sedangkan data 

lingkungan eksternal adalah data ketersediaan tenaga kerja 

yang memiliki spesifikasi khusus yang berasal dari dunia 

tenaga kerja atau agen-agen pencari kerja. 
 

Tahap pelaksanaan penilaian kinerja manajemen sum­ 

ber daya manusia terdiri dari pemeriksaan dan penilaian 

serta proses manajemen yang terkait dengan pelaksanaan 

penilaian kinerja manajemen sumber daya manusia. Peme­ 

riksaan penilaian kinerja manajemen sumber daya manusia 

adalah proses yang terkait dengan kebijakan eksternal dan 

internal organisasi. Artinya seberapa sesuai perencanaan dan 

pengadaan sumber daya manusia kebijakan ekster­ 
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nal dan internal yang sudah dilaksanakan oleh organisasi 

dalam interval waktu tertentu. Dalam tahap ini juga harus 

dilakukan ketersediaan dan pelaksanaan Standard Opera-

tional Procedure (SOP) yang terkait dengan perencanaan 

dan pengadaan sumber daya manusia serta keterkaitan 

lain dengan sistem lainnya dalam sumber daya manusia. 

Ta­ hap ini akan menghasilkan penilaian kinerja 

berdasarkan seberapa baik lembaga telah melaksanakan 

perencanaan dan pengadaan sumber daya manusia 

sehingga tingkat efektivitas dan efisiensi dapat diukur. 
 

Proses manajemen yang terkait dengan pelaksanaan 

penilaian kinerja manajemen sumber daya manusia um­ 

umnya dibagi menjadi tiga tahap utama yaitu tahap input, 

proses dan output. Tahap input adalah tahap pemeriksaan 

rencana strategi sumber daya manusia, proyeksi kebutuh­ 

an sumber daya manusia, proyeksi ketersediaan sumber 

daya manusia, serta gambaran kondisi lingkungan ekster­ 

nal dan internal organisasi. Setelah tahap input dilakukan 

tahap selanjutnya adalah tahap proses. Tahap ini terdiri 

dari penilaian rencana strategi sumber daya manusia, pe­ 

nilaian proyeksi kebutuhan sumber daya manusia, penilai­ 

an proyeksi ketersediaan sumber daya manusia, penilaian 

kondisi eksternal dan internal melalui analisis SWOT. 
 

Secara keseluruhan dari proses tersebut diharapkan 

menghasilkan output keputusan pelaksanaan secara inter­ 

nal dan eksternal dalam organisasi, kinerja divisi dan reko­ 

mendasi yang diberikan untuk organisasi. Jika keseluruhan 

proses dianggap belum memberikan gambaran yang jelas 

maka proses pelaksanaan penilaian kinerja manajemen 

sumber daya manusia dapat diulang sehingga diperoleh hasil 

yang lebih sempurna sebagai penguat rekomendasi yang 

akan diberikan. Jika proses dan tahapan tersebut te­ 
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lah dilakukan maka perlu disampaikan hasil penilaian ki­ 

nerja manajemen sumber daya manusia yang disertai de­ 

ngan legalitas tim penilai kinerja manajemen sumber daya 

manusia dan waktu pelaksanaanya. 
 

Sebagai alat bantu dalam proses penilaian bagian pe­ 

rencanaan sumber daya manusia pada lembaga 

pendidik­an tinggi, tim penilai kinerja manajemen sumber 

daya manusia dapat mengembangkan kuesioner dalam 

proses pengum­ pulan data. Contoh kuesioner yang terkait 

dengan bagian perencanaan sumber daya manusia dapat 

dilihat pada tabel 5.2. 

 

Tabel 5.2. Contoh Kuesioner Penilaian Bagian Perencanaan  
 

 KUESIONER No. Dokumen …   
      

  Tanggal Proses …   
      

  Halaman …   
 

Objek Penilaian 
    

 
Tim penilaian 

   
 

Kinerja Manajemen 
   

 
kinerja 

   

 
Sumber Daya 

   

 

manajemen 
   

 Manusia: Perencanaan    

 
SDM 

sumber daya    
 

manusia Responden 
 

Disetujui    
 

Lokasi Penilaian 

    

 (Tanda (Tanda  (Tanda 

 Kinerja Manajemen tangan) tangan)  tangan) 
 

Sumber Daya 
    

     

 Manusia: Departemen     

 SDM     

  (Nama) (Nama)  (Nama) 
      

 MATERI REVIEW  URAIAN LAMPIRAN   
1. Sejauhmana ketersediaan 

perencanaan SDM pada lembaga? 
 

2. Sejauhmana ketersediaan sistem dan 

prosedur yang baku terkait dengan 

perencanaan SDM pada lembaga? 
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3. Sejauhmana tingkat integrasi 

perencanaan SDM yang dilakukan 

dengan perencanaan strategik 

lembaga?  
4. Sejauhmana kesesuaian standar 

perencanaan SDM dengan lingkungan 

eksternal dan internal lembaga?  
5. Sejauhmana lembaga menerapkan 

metode peramalan kebutuhan 

pegawai dalam perencanaan SDM?  
6. Sejauhmana penerapan peramalan 

kebutuhan SDM untuk antisipasi 

perkembangan lembaga dimasa yang 

akan datang?  
7. Sejauhmana keterlibatan pimpinan 

fakultas dan universitas dalam 

peramalan kebutuhan SDM?  
8. Sejauhmana keterlibatan para ahli 

dalam lembaga pada peramalan 

kebutuhan SDM?  
9. Sejauhmana proses analisis 

perencanaan ketersediaan SDM yang 

dilakukan oleh lembaga? 
 

10. Apakah lembaga telah memiliki 

data base yang terkait dengan 

data keterampilan, pengalaman, 

dan pendidikan seluruh pegawai?  
11. Sejauhmana lembaga menggunakan 

analisis ketersediaan SDM eksternal 

dan pasar tenaga kerja dalam proses 

perencanaan SDM?  
12. Sejauhmana fakultas (departemen) 

pada lembaga telah memiliki 

fasilitas sendiri dalam 

implementasi perencanaan SDM?  
13. Bagaimana bentuk fasilitas dan 

prosesnya? 
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14. Sejauhmana ketersediaan rencana 

suksesi setiap posisi jabatan dalam 

lembaga? Jika sudah ada, bagaimana 

kriteria persyaratan dan proses 

pelaksanaanya? Jika belum tersedia 

upaya-upaya apa yang dilakukan 

untuk proses suksesi?  
15. Sejauhmana rencana aksi tindak 

lanjut proses perencanaan SDM?  
16. Sejauhmana perencanaan SDM yang 

sudah dilakukan direview secara 

berkala? 
 

CATATAN :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.2. Penilaian Kinerja Bagian Analisis Jabatan 
 

Analisis jabatan adalah kegiatan pengumpulan, penilaian 

dan penyusunan berbagai informasi secara sistematis yang 

berkaitan dengan jabatan. Analisis jabatan dapat dikatakan 

kegiatan untuk mempelajari dan menyimpulkan keterang­ 

an-keterangan ataupun fakta-fakta yang berkaitan de­ngan 

jabatan secara sistematis dan teratur. Tujuan analisis ja­ 

batan adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas dalam rangka menghadapi perkembangan 

 

81  
 
 
 
 
 
isi.indd  81 08/08/2017  18:48:24  



 

lembaga pendidikan, untuk menciptakan kenyamanan 

saat bekerja dan supaya terkendali dalam pekerjaan pada 

lem­ baga pendidikan tinggi. Melalui penilaian kinerja 

analisis jabatan manajemen sumber daya manusia 

diharapkan da­ pat diperoleh informasi seperti: 
 

1. Apa saja yang dilakukan pegawai pada jabatan yang 

didudukinya; 

2. Apa saja wewenang dan tanggung jawab pegawai pada 

jabatan yang didudukinya; 

3. Mengapa pekerjaan tersebut perlu dilakukan dan ba­ 

gaimana cara melakukannya; 

4. Peralatan apa saja yang diperlukan dalam proses 

peker­ jaan; 

5. Berapa besarnya gaji yang diperoleh dan berapa lama 

jam kerja yang harus dijalani; 

6. Pendidikan, pelatihan dan pengalaman apa saja yang 

diperlukan untuk menjalankan pekerjaan; 

7. Kemampuan atau sikap apa saja yang diperlukan da­ 

lam menjalankan pekerjaan. 
 
 

Indikator kunci yang dapat digunakan untuk penilaian 

kinerja analisis jabatan manajemen sumber daya manusia 

adalah: 
 

1. Ketersediaan prosedur operasional standar yang terkait 

dengan jabatan yang ada pada setiap departemen; 
 

2. Ketersediaan sumber data yang dapat dimanfaatkan 

dalam pelaksanaan penilaian kinerja analisis jabatan 

manajemen sumber daya manusia; 

3. Ketersediaan stuktur organisasi pelaksana kegiatan;  
4. Akurasi metode serta ketersediaan uraian tugas ma­ 

sing-masing komponen organisasi; 

5. Analisis kompetensi untuk masing-masing jabatan. 
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Proses penilaian kinerja manajemen sumber daya ma­ 

nusia analisis jabatan dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 5.2. Proses Penilaian Kinerja Bagian Analisis Jabatan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 5.2 tersebut menjelaskan bahwa penilaian ki­ 

nerja bagian analisis jabatan manajemen sumber daya ma­ 

nusia pada lembaga pendidikan tinggi setidaknya terdiri dari 

empat tahapan. Tahap pertama perencanaan penilaian 

kinerja bagian analisis jabatan manajemen sumber daya 

manusia, tahap kedua persiapan penilaian kinerja bagian 

analisis jabatan manajemen sumber daya manusia, tahap 

ketiga pelaksanaan penilaian kinerja bagian analisis jabat­ 
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an manajemen sumber daya manusia, dan tahap keempat 

hasil penilaian kinerja bagian analisis jabatan manajemen 

sumber daya manusia. 
 

Tahap perencanaan penilaian kinerja bagian analisis 

jabatan manajemen sumber daya manusia umumnya ter­ 

diri dari penentuan jadwal penilaian kinerja analisis jabat­ 

an manajemen sumber daya manusia, penentuan metode 

analisis, dan penentuan format standar analisis dan pela­ 

poran. 
 

Tahap persiapan penilaian kinerja bagian analisis 

jabat­ an manajemen sumber daya manusia yang 

dilakukan dalam penilaian kinerja bagian analisis jabatan 

manajemen sum­ ber daya manusia merupakan tahap 

pengumpulan­ data. Pada tahap ini data-data yang harus 

disediakan terdiri dari data struktur organisasi disertai 

dengan data uraian­ tugas pokok dan fungsi, data jenis-

jenis jabatan, data jenjang jabatan, serta data dokumen 

proses kerja unit organisasi tiap-tiap jabatan. 
 

Tahap pelaksanaan penilaian kinerja bagian analisis ja­ 

batan manajemen sumber daya manusia terdiri dari peme­ 

riksaan dan penilaian serta proses manajemen yang terkait 

dengan pelaksanaan penilaian kinerja bagian analisis ja­ 

batan manajemen sumber daya manusia. Pemeriksaan pe­ 

nilaian kinerja bagian analisis jabatan manajemen sumber 

daya manusia adalah proses yang terkait dengan kebijakan 

eksternal dan internal organisasi. Artinya seberapa sesuai 

analisis jabatan sumber daya manusia serta kebijakan eks­ 

ternal dan internal yang sudah dilaksanakan oleh organi­ sasi 

dalam interval waktu tertentu. Dalam tahap ini juga harus 

dilakukan ketersediaan dan pelaksanaan Standard 

Operational Procedure (SOP) yang terkait dengan bagian 

analisis jabatan sumber daya manusia serta keterkaitan 
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dengan sistem lainnya dalam sumber daya manusia. 

Tahap ini akan menghasilkan penilaian kinerja bagian 

analisis jabatan berdasarkan seberapa baik lembaga telah 

melak­ sanakan penilaian kinerja bagian analisis jabatan 

manaje­ men sumber daya manusia sehingga tingkat 

efektivitas dan efisiensi dapat diukur. 
 

Proses manajemen yang terkait dengan pelaksanaan 

penilaian kinerja bagian analisis jabatan manajemen sum­ 

ber daya manusia umumnya dibagi menjadi tiga tahap 

uta­ ma yaitu tahap input, proses dan output. Tahap input 

ada­ lah tahap pemeriksaan struktur organisasi disertai 

dengan tugas pokok dan fungsi dalam organisasi, data 

jenis-jenis jabatan, data jenjang jabatan, dan proses kerja 

tiap-tiap jabatan. Setelah tahap input dilakukan tahap 

selanjutnya adalah tahap proses. Tahap ini terdiri dari 

pengolahan dan analisis data struktur organisasi, jenis-

jenis jabatan, dan jenjang jabatan, pengolahan dan 

analisis data proses kerja unit organisasi, pengolahan dan 

analisis data proses kerja tiap-tiap jabatan. 
 

Secara keseluruhan dari proses analisis jabatan terse­ 

but diharapkan menghasilkan output keputusan pelaksa­ 

naan analisis jabatan dan rekomendasi hasil analisis. Jika 

keseluruhan proses dianggap belum memberikan gambar­ 

an yang jelas maka proses pelaksanaan penilaian kinerja 

bagian analisis jabatan manajemen sumber daya manusia 

dapat diulang sehingga diperoleh hasil yang lebih sempur­ 

na sebagai penguat rekomendasi yang akan diberikan. Jika 

proses dan tahapan tersebut telah dilakukan maka perlu 

disampaikan hasil penilaian kinerja manajemen sumber 

daya manusia yang disertai dengan legalitas tim penilai ki­ 

nerja manajemen sumber daya manusia dan waktu pelak­ 

sanaannya. 
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Sebagai alat bantu dalam proses penilaian kinerja 

bagian analisis jabatan manajemen sumber daya manusia 

pada lembaga pendidikan tinggi, tim penilai kinerja mana­ 

jemen sumber daya manusia dapat mengembangkan kue­ 

sioner dalam proses pengumpulan data. Contoh kuesioner 

yang terkait dengan penilaian kinerja bagian analisis 

jabat­ an dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 5.3. Contoh Kuesioner Penilaian Kinerja Bagian Analisis  
Jabatan  

 

 KUESIONER No. Dokumen …   
      

  Tanggal Proses …   
      

  Halaman …   
 

Objek Penilaian 
    

 
Tim penilaian 

   
 

Kinerja Manajemen 
   

 
kinerja 

   

 
Sumber Daya 

   

 

manajemen 
   

 Manusia: Perencanaan    

 
SDM 

sumber daya    
 

manusia Responden 
 

Disetujui    
 

Lokasi Penilaian 

    

 (Tanda (Tanda  (Tanda 

 Kinerja Manajemen tangan) tangan)  tangan) 
 

Sumber Daya 
    

     

 Manusia: Departemen     

 SDM     

  (Nama) (Nama)  (Nama) 
      

 MATERI REVIEW  URAIAN LAMPIRAN   
1. Sejauhmana lembaga melakukan 

analisis Jabatan?  
2. Sejauhmana ketersediaan Standard  

Operating Procedure (SOP) analisis 

jabatan?  
3. Siapakah yang melakukan analisis 

jabatan? Apakah dilakukan oleh 

pihak internal atau eksternal 

lembaga? Dan dasar pertimbangan 

apa yang digunakan oleh lembaga? 
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4. Apakah lembaga telah membentuk 

tim khusus dalam proses analisis 

jabatan? Bila ada apakah tim 

melibatkan pimpinan unit kerja lain 

di luar unit SDM?  
5. Apakah analis berasal dari staf/ 

pegawai lembaga? Atau dari luar 

lembaga?  
6. Sejauhmana persyaratan khusus bagi 

analis? Jika ada persyaratan minimal 

apa yang harus dimiliki?  
7. Sejauhmana lembaga menyediakan 

pelatihan analisis jabatan bagi para 

analis yang diikutsertakan dalam 

pelaksanaan? Bila ada materi apa saja 

yang diberikan?  
8. Sejauhmana persiapan analisis 

jabatan memuat komponen 

organisasi pelaksanaan, penentuan 

metode dan penentuan bentuk format 

uraian jabatan?  
9. Sejauhmana pelaksanaan analisis 

jabatan mempelajari cara 

pengumpulan data, informasi yang 

akan dianalisis, struktur lembaga, 

jabatan yang akan dianalisis, 

perumusan uraian jabatan, serta 

perumusan persyaratan jabatan? 
 

10. Sejauhmana ketersediaan 

standardisasi format uraian jabatan 

berbasis kompetensi?  
11. Sejauhmana ketersediaan uraian 

jabatan berbasis ISO?  
12. Sejauhmana informasi analisis 

jabatan telah dimanfaatkan dalam 

aktivitas Sumber Daya Manusia 

terkait dengan program perekrutan 

dan seleksi pegawai? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
isi.indd 87  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

87  
 
 
 
 
 

08/08/2017 18:48:25  



 

13. Sejauhmana informasi analisis 

jabatan telah dimanfaatkan 

dalam program pelatihan dan 

pengembangan pegawai?  
14. Sejauhmana informasi analisis 

jabatan telah dimanfaatkan dalam 

penilaian kinerja pegawai?  
15. Sejauhmana informasi analisis 

jabatan telah dimanfaatkan dalam 

penyempurnaan struktur organisasi?  
16. Sejauhmana informasi analisis 

jabatan telah dimanfaatkan dalam 

program penyempurnaan sistem 

prosedur SDM?  
17. Sejauhmana lembaga melakukan 

revisi uraian dan persyaratan jabatan 

yang berlaku? 
 

CATATAN :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.3. Penilaian Kinerja Bagian Perekrutan 
 

Rekrutmen dapat juga dikatakan sebagai proses pencari­ an, 

menemukan, mengajak dan menetapkan pegawai atau calon 

pegawai dari dalam maupun dari luar organisasi lem­ baga 

pendidikan tinggi sebagai calon tenaga kerja dengan 

karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam 

perencanaan sumber daya manusia. Hasil yang didapat­ kan 

dari proses perekrutan adalah tenaga kerja yang akan 

mengikuti proses seleksi, berdasarkan kelayakan mengisi 

jabatan tertentu yang tersedia dalam organisasi. Penilaian 
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kinerja manajemen sumber daya manusia perekrutan ber­ 

tujuan untuk mengetahui apakah pengadaan sumber daya 

manusia untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang su­ 

dah dilakukan lembaga pendidikan tinggi didasarkan oleh 

proses yang seharusnya atau tidak. Proses penilaian 

kinerja manajemen sumber daya manusia perekrutan 

dapat dilihat pada gambar 5.3. 
 

Gambar 5.3 menjelaskan bahwa penilaian kinerja bagian 

perekrutan manajemen sumber daya manusia pada lembaga 

pendidikan tinggi setidaknya terdiri dari empat tahapan. 

Tahap pertama perencanaan penilaian kinerja perekrutan 

manajemen sumber daya manusia, tahap kedua persiapan 

penilaian kinerja bagian perekrutan manajemen sumber 

daya manusia, tahap ketiga pelaksanaan penilaian kinerja 

bagian perekrutan manajemen sumber daya manu­ sia, dan 

tahap keempat hasil penilaian kinerja bagian pe­ rekrutan 

manajemen sumber daya manusia. 
 

Tahap perencanaan penilaian kinerja bagian perekrut­ 

an manajemen sumber daya manusia umumnya terdiri 

dari penentuan jadwal penilaian kinerja bagian 

perekrut­an manajemen sumber daya manusia, penentuan 

metode ana­ lisis, dan penentuan format standar analisis 

dan pelapor­ an. Tahap persiapan penilaian kinerja bagian 

perekrutan manajemen sumber daya manusia yang 

dilakukan dalam penilaian kinerja bagian perekrutan 

manajemen sumber daya manusia merupakan tahap 

pengumpulan data. Pada tahap ini data-data yang harus 

disediakan terdiri dari data struktur organisasi, data 

lowongan posisi jabatan, data ke­ tentuan persyaratan 

posisi jabatan, data kompetensi yang harus dimiliki, serta 

data anggaran biaya perekrutan. Yang dimaksud dengan 

anggaran biaya perekrutan adalah selu­ ruh komponen 

biaya yang dikeluarkan dalam proses pe­ rekrutan. 
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Gambar 5.3. Proses Penilaian Kinerja Bagian Perekrutan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tahap pelaksanaan penilaian kinerja perekrutan ma­ 

najemen sumber daya manusia terdiri dari pemeriksaan dan 

penilaian serta proses manajemen yang terkait dengan 

pelaksanaan penilaian kinerja bagian perekrutan manaje­ 

men sumber daya manusia. Pemeriksaan penilaian kinerja 

perekrutan manajemen sumber daya manusia adalah pro­ 

ses yang terkait dengan kebijakan eksternal dan internal or­ 

ganisasi. Artinya seberapa sesuai perekrutan sumber daya 

manusia dengan kebijakan eksternal dan internal yang su­ 

dah dilaksanakan oleh organisasi dalam interval waktu ter­ 
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tentu. Dalam tahap ini juga harus dilakukan ketersediaan 

dan pelaksanaan Standard Operational Procedure (SOP) 

yang terkait dengan perekrutan sumber daya manusia 

serta keterkaitan dengan sistem lain dalam sumber daya 

ma­ nusia. Tahap ini akan menghasilkan penilaian kinerja 

pe­ rekrutan berdasarkan seberapa baik lembaga telah 

melak­ sanakan perekrutan sumber daya manusia 

sehingga tingkat efektivitas dan efisiensi dapat diukur. 
 

Proses manajemen yang terkait dengan pelaksanaan 

penilaian kinerja perekrutan manajemen sumber daya 

manusia umumnya dibagi menjadi tiga tahap utama yaitu 

tahap input, proses dan output. Tahap input adalah tahap 

pemeriksaan struktur organisasi, lowongan posisi jabatan, 

ketentuan persyaratan posisi jabatan, kompetensi yang harus 

dimiliki, serta anggaran biaya perekrutan. Setelah ta­ hap 

input dilakukan tahap selanjutnya adalah tahap proses. 

Tahap ini terdiri dari pengolahan dan analisis data struktur 

organisasi, jenis-jenis jabatan dan jenjang jabatan, analisis 

lowongan posisi jabatan, analisis persyaratan posisi jabatan 

dan kompetensi, serta analisis anggaran biaya perekrutan. 
 

Secara keseluruhan dari proses tersebut diharapkan 

menghasilkan output hasil analisis posisi jabatan dan re­ 

komendasi hasil analisis. Jika keseluruhan proses diang­ gap 

belum memberikan gambaran yang jelas maka proses 

pelaksanaan penilaian kinerja perekrutan manajemen sum­ 

ber daya manusia dapat diulang sehingga diperoleh hasil 

yang lebih sempurna sebagai penguat rekomendasi yang 

akan diberikan. Jika proses dan tahapan tersebut telah di­ 

lakukan maka perlu disampaikan hasil penilaian kinerja 

perekrutan manajemen sumber daya manusia yang disertai 

dengan legalitas tim penilai kinerja perekrutan manajemen 

sumber daya manusia dan waktu pelaksanaannya. 
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Sebagai alat bantu dalam proses penilaian kinerja pe­ 

rekrutan manajemen sumber daya manusia pada lembaga 

pendidikan tinggi, tim penilai kinerja perekrutan manaje­ 

men sumber daya manusia dapat mengembangkan kue­ 

sioner dalam proses pengumpulan data. Contoh kuesioner 

yang terkait dengan penilaian kinerja perekrutan manaje­ 

men sumber daya manusia dapat dilihat pada tabel beri­ 

kut: 
 

Tabel 5.4. Contoh Kuesioner Penilaian Kinerja Bagian Perekrutan  

 

 KUESIONER No. Dokumen …   
      

  Tanggal Proses …   
      

  Halaman …   
 

Objek Penilaian 
    

 
Tim penilaian 

   
 

Kinerja Manajemen 
   

 
kinerja 

   

 
Sumber Daya 

   

 

manajemen 
   

 Manusia: Perencanaan    

 
SDM 

sumber daya    
 

manusia Responden 
 

Disetujui    
 

Lokasi Penilaian 

    

 (Tanda (Tanda  (Tanda 

 Kinerja Manajemen tangan) tangan)  tangan) 
 

Sumber Daya 
    

     

 Manusia: Departemen     

 SDM     

  (Nama) (Nama)  (Nama) 
      

 MATERI REVIEW  URAIAN LAMPIRAN   
1. Sejauhmana perekrutan dilakukan 

berdasarkan perencanaan SDM?  
2. Sejauhmana proses perekrutan 

dilakukan? Apakah dilakukan dengan 

sistem online?  
3. Sejauhmana ketersediaan dan 

pelaksan Standard Operating 

Procedure perekrutan pegawai? 
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4. Bagaimana prosedur permohonan 

penambahan pegawai? Apakah perlu 

mendapat persetujuan pimpinan SDM 

dan pimpinan puncak lembaga?  
5. Sejauhmana keterkaitan kelengkapan 

permohonan penambahan pegawai 

dengan uraian dan persyaratan 

jabatan posisi calon pegawai? 
 

a. Apakah lembaga melakukan 

rekrutmen internal berdasarkan 

metode job posting? 

b. Kriteria tersebut dilakukan 

untuk posisi apa saja?  
c. Apakah secara internal lembaga 

menggunakan referensi jabatan? 

bagaimana mekanismenya? 

d. Dilakukan pada posisi apa saja? 
 

6. Sejauhmana rekrutmen eksternal 

dilakukan berdasarkan metode 
 

a. Walk in  
b. Referensi pegawai  
c. lklan di media cetak  
d. Iklan di media online  
e. lnstitusi pendidikan 

seperti Universitas  
f. Departemen Tenaga Kerja  
g. Organisasi swasta/Konsultan  
h. Jaringan profesional  
i. Atau cara lainya  

 
CATATAN :  
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5.4. Penilaian Kinerja Bagian Proses Seleksi 

Pegawai 
 

Seleksi pegawai lembaga pendidikan tinggi adalah proses 

pemilihan para pelamar posisi pekerjaan guna memilih 

yang terbaik untuk diterima bekerja di lembaga 

pendidikan tinggi. Seleksi dapat juga dikatakan sebagai 

proses pemisah­ an individu yang paling besar 

kemungkinan akan berhasil dalam suatu pekerjaan dan 

cocok masuk dalam organisasi, jika dibandingkan dengan 

individu lain dari sejumlah besar pelamar. Proses seleksi 

akan mengurangi sejumlah besar pelamar sampai tinggal 

satu pelamar, penyaringan men­ jadi sama dengan seleksi. 

Secara konseptual, penyaringan dan seleksi adalah dua 

proses yang berbeda, yaitu kegiatan pe­nyaringan 

mendahului kegiatan seleksi. Metode penya­ ringan utama 

yang digunakan oleh organisasi-organisasi, umumnya 

disebut sebagi tes potensi atau tes penempatan sebagai 

alat ukur yang digunakan untuk membedakannya dengan 

lamaran, wawancara atau metode penyaringan lain. 
 

Tes merupakan suatu sumber informasi yang secara 

hukum digunakan dalam membuat keputusan pada proses 

seleksi. Berdasarkan konsep tersebut maka dapat 

disimpul­ kan bahwa seleksi adalah suatu proses meneliti 

dan memi­ lih sekelompok pelamar berdasarkan berbagai 

sumber un­ tuk mendapatkan pelamar yang paling sesuai 

dengan posisi yang ditawarkan oleh organisasi. Seleksi 

merupakan suatu proses untuk memilih calon tenaga kerja 

yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi. Proses 

penilaian seleksi pe­ gawai pada lembaga pendidikan 

tinggi dapat dilihat pada gambar 5.4. 
 

Gambar 5.4. menjelaskan bahwa penilaian kinerja 

manajemen sumber daya manusia terkait proses seleksi 

pegawai pada lembaga pendidikan tinggi setidaknya terdiri 
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dari empat tahapan. Tahap pertama perencanaan 

penilaian proses seleksi pegawai, tahap kedua persiapan 

penilaian proses seleksi pegawai, tahap ketiga pelaksanaan 

penilaian proses seleksi pegawai, dan tahap keempat hasil 

penilaian proses seleksi pegawai. 
 

Gambar 5.4. Proses Penilaian Seleksi Pegawai  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tahap perencanaan proses seleksi pegawai umumnya 

terdiri dari penentuan jadwal penilaian proses seleksi pe­ 

gawai, penentuan metode analisis, dan penentuan format 

standar analisis dan pelaporan. Tahap persiapan penilaian 

proses seleksi pegawai yang dilakukan merupakan tahap 

pengumpulan data. Pada tahap ini data-data yang harus 

disediakan terdiri dari data struktur organisasi, data daf­ 
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tar calon pegawai dan kebutuhan calon pegawai, data cu­ 

riculum vitae (CV) calon pegawai, data persyaratan posisi 

jabatan­ dan kompetensi, serta data anggaran biaya dan 

waktu pelaksanaan. 
 

Tahap pelaksanaan penilaian proses seleksi pegawai 

terdiri dari pemeriksaan dan penilaian serta proses manaje­ 

men yang terkait dengan pelaksanaan seleksi. Pemeriksaan 

proses seleksi pegawai adalah proses yang terkait dengan 

kebijakan eksternal dan internal organisasi. Artinya seber­ 

apa sesuai seleksi pegawai dengan kebijakan eksternal dan 

internal yang sudah dilaksanakan oleh organisasi dalam 

interval waktu tertentu. Dalam tahap ini juga harus dilaku­ 

kan ketersediaan dan pelaksanaan Standard Operational 

Procedure (SOP) yang terkait dengan seleksi pegawai serta 

keterkaitan dengan sistem lain dalam manajemen sumber 

daya manusia. Tahap ini akan menghasilkan penilaian ki­ 

nerja berdasarkan seberapa baik lembaga telah melaksana­ 

kan proses seleksi pegawai sehingga tingkat efektivitas dan 

efisiensi dapat diukur. 
 

Proses manajemen yang terkait dengan pelaksanaan 

penilaian proses seleksi sumber daya manusia umumnya 

dibagi menjadi tiga tahap utama yaitu tahap input, proses 

dan output. Tahap input adalah tahap pemeriksaan struk­ tur 

organisasi, pemeriksaan daftar calon pegawai dan kebu­ 

tuhan, CV calon karyawan, persyaratan posisi jabatan dan 

kompetensi, serta anggaran biaya dan waktu pelaksanaan. 
 

Secara keseluruhan dari proses tersebut diharapkan 

menghasilkan output hasil analisis seleksi sumber daya 

manusia dan rekomendasi hasil analisis. Jika keseluruhan 

proses dianggap belum memberikan gambaran yang jelas 

maka proses pelaksanaan penilaian proses seleksi manaje­ 

men sumber daya manusia dapat diulang sehingga diper­ 

oleh hasil yang lebih sempurna sebagai penguat rekomen­ 

dasi yang akan diberikan. Jika proses dan tahapan tersebut 
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telah dilakukan maka perlu disampaikan hasil penilaian 

kinerja manajemen sumber daya manusia yang disertai 

de­ ngan legalitas tim penilai kinerja manajemen sumber 

daya manusia dan waktu pelaksanaannya. 
 

Sebagai alat bantu dalam penilaian proses seleksi 

manajemen sumber daya manusia pada lembaga pendidik­ 

an tinggi, penilaian proses seleksi tim kinerja manajemen 

sumber daya manusia dapat mengembangkan kuesioner 

dalam proses pengumpulan data. Contoh kuesioner yang 

terkait dengan penilaian kinerja proses seleksi manajemen 

sumber daya manusia dapat dilihat pada tabel berikut: 
 

Tabel 5.5. Contoh Kuesioner Penilaian Proses Seleksi Pegawai  
 

 KUESIONER No. Dokumen …   
      

  Tanggal Proses …   
      

  Halaman …   
 

Objek Penilaian 
    

 
Tim penilaian 

   
 

Kinerja Manajemen 
   

 
kinerja 

   

 
Sumber Daya 

   

 

manajemen 
   

 Manusia: Perencanaan    

 
SDM 

sumber daya    
 

manusia Responden 
 

Disetujui    
 

Lokasi Penilaian 

    

 (Tanda (Tanda  (Tanda 

 Kinerja Manajemen tangan) tangan)  tangan) 
 

Sumber Daya 
    

     

 Manusia: Departemen     

 SDM     

  (Nama) (Nama)  (Nama) 
      

 MATERI REVIEW  URAIAN LAMPIRAN   
1. Sejauhmana kebijakan SDM terkait 

dengan seleksi pegawai?  
2. Sejauhmana Standard Operating 

Procedure (SOP) seleksi pegawai? 

3. Sejauhmana kesesuaian seleksi 

pegawai yang dilakukan? 
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4. Kompetensi minimum apa yang 
harus dimiliki calon pegawai? 

5. Sejauhmana kesesuaian 
penyeleksian calon pegawai lembaga 
dengan rasio seleksi?  

6. Sejauhmana keterlibatan (internal 
atau eksternal atau keduanya) dalam 
penyeleksian calon pegawai?  

7. Sejauhmana seleksi pegawai 

mengikuti tahapan-tahapan: 
 

a. Seleksi administrasi.  
b. Tes keahlian profesi sesuai 

dengan kebutuhan lembaga. 
c. Tes potensi dan kompetensi.  
d. Tes kesehatan.  
e. Wawancara. 

 
8. Apakah dilakukan tes lain yang 

berkaitan dengan profesi seperti 
kemampuan berbahasa, 
kemampuan surat menyurat, 
kemampuan komputerisasi dan 
kemampuan lainnya?  

9. Sejauhmana kesesuaian tes kompetensi 

yang dilakukan dengan posisi jabatan?  
10. Sejauhmana tingkat validitas dan 

reliabilitas alat tes yang digunakan?  
11. Sejauhmana tingkat independensi 

tes yang dilakukan?  
12. Sejauhmana wawancara dilakukan? 

Apakah telah menggunakan metode 
baku dan bagaimana tingkat 
konsistensi kompentensinya?  

13. Sejauhmana penggunaan alat tes 
modern dan up todate dalam 
proses seleksi pegawai?  

14. Sejauhmana evaluasi alat 

seleksi dilakukan? 
 

CATATAN :  
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5.5 Penilaian Kinerja Bagian Pelatihan dan 

Pengembangan 
 

Pelatihan merupakan proses membantu pegawai mem­ 

peroleh efektivitas dalam pekerjaan sekarang atau yang akan 

datang melalui pengembangan kebiasaan, fikiran, dan 

tindakan, kecekatan, pengetahuan dan sikap. Sedang­ kan 

pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkat­ kan 

kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral pegawai 

sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui 

pendidikan dan pelatihan. Tujuan umum pelatihan dan 

pengembangan, harus diarahkan untuk meningkatkan 

produktivitas organisasi. Tujuan pelatihan dan pengem­ 

bangan merupakan langkah untuk meningkatkan produk­ 

tivitas organisasi melalui berbagai kegiatan. 
 

Pelatihan dan pengembangan sangat penting bagi pe­ 

gawai untuk bekerja lebih menguasai dan lebih baik ter­ 

hadap pekerjaan yang sedang dilakukan atau akan dila­ 

kukan dikemudian hari. Pada lembaga pendidikan tinggi 

pelatihan dan pengembangan sering dilakukan sebagai upaya 

meningkatkan kinerja para tenaga administrasi yang 

dianggap belum mampu untuk mengembangkan pekerja­ 

annya karena faktor perkembangan kebutuhan akademis dan 

pelayanan. Pada bagian tertentu potensi pegawai di lembaga 

pendidikan tinggi mungkin sudah memenuhi sya­ rat 

administrasi pada pekerjaannya, tapi secara aktual pe­ gawai 

harus mengikuti atau mengimbangi perkembangan dunia 

pendidikan sesuai dengan tugas yang dijabat atau yang akan 

dijabatnya. Hal ini yang mendorong lembaga pendidikan 

tinggi untuk memfasilitasi pelatihan dan pe­ ngembangan 

karir pegawai guna mendapatkan hasil kiner­ ja yang baik, 

efektif dan efisien. 
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Berdasarkan konsep di atas maka perlu dilakukan pe­ 

nilaian kinerja pelatihan dan pengembangan manajemen 

sumber daya manusia pada lembaga pendidikan tinggi. 

Proses penilaian kinerja pelatihan dan pengembangan ma­ 

najemen sumber daya manusia pada lembaga pendidikan 

tinggi dapat dilihat pada gambar 5.5. 
 

Gambar 5.5. menjelaskan bahwa penilaian kinerja 

bagian pelatihan dan pengembangan manajemen sumber 

daya manusia pada lembaga pendidikan tinggi setidaknya 

terdiri dari empat tahapan. Tahap pertama perencanaan 

penilaian kinerja bagian pelatihan dan pengembangan 

manajemen sumber daya manusia, tahap kedua persiap­ 
 

Gambar 5.5. Proses Penilaian Kinerja Bagian Pelatihan dan  
Pengembangan  
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an penilaian kinerja bagian pelatihan dan pengembangan 

manajemen sumber daya manusia, tahap ketiga 

pelaksana­ an penilaian kinerja bagian pelatihan dan 

pengembangan manajemen sumber daya manusia, dan 

tahap keempat ha­ sil penilaian kinerja bagian pelatihan 

dan pengembangan manajemen sumber daya manusia. 
 

Tahap perencanaan penilaian kinerja bagian pelatih­ an 

dan pengembangan manajemen sumber daya manusia 

umumnya terdiri dari penentuan jadwal penilaian kinerja 

bagian pelatihan dan pengembangan manajemen sumber 

daya manusia, penentuan metode analisis, dan penentuan 

format standar analisis dan pelaporan. Tahap persiapan 

penilaian kinerja bagian pelatihan dan pengembangan 

manajemen sumber daya manusia yang dilakukan dalam 

penilaian kinerja bagian pelatihan dan pengembangan 

manajemen sumber daya manusia merupakan tahap peng­ 

umpulan data. Pada tahap ini data-data yang harus disedia­ 

kan terdiri dari data program pelatihan dan pengembangan, 

data analisis organisasi, tugas, dan kompetensi individu. 

Data kebijakan dan implementasi program pelatihan dan 

pengembangan, serta data anggaran waktu dan biaya. 
 

Tahap pelaksanaan penilaian kinerja bagian pelatih­ an 

dan pengembangan manajemen sumber daya manu­ sia 

terdiri dari pemeriksaan dan penilaian serta proses 

manajemen yang terkait dengan pelaksanaan pelatihan dan 

pengembangan. Pemeriksaan penilaian kinerja bagian 

pelatihan dan pengembangan manajemen sumber daya ma­ 

nusia adalah proses yang terkait dengan kebijakan ekternal 

dan internal organisasi. Artinya seberapa sesuai pelatihan 

dan pengembangan sumber daya manusia dengan kebi­ 

jakan ekternal dan internal yang sudah dilaksanakan oleh 

organisasi dalam interval waktu tertentu. Dalam tahap ini 

juga harus dilakukan ketersediaan dan pelaksanaan Stan-

dard Operational Procedure (SOP) yang terkait dengan 
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pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia serta 

keterkaitan dengan sistem lain dalam sumber daya manu­ 

sia. Tahap ini akan menghasilkan penilaian kinerja bagian 

pelatihan dan pengembangan berdasarkan seberapa baik 

lembaga telah melaksanakan proses pelatihan dan 

pengem­ bangan sumber daya manusia sehingga tingkat 

efektivitas dan efisiensi dapat diukur. 
 

Proses manajemen yang terkait dengan pelaksanaan pe­ 

nilaian kinerja bagian pelatihan dan pengembangan mana­ 

jemen sumber daya manusia umumnya dibagi menjadi tiga 

tahap utama yaitu tahap input, proses dan output. Tahap 

input adalah pemeriksaan program pelatihan dan pengem­ 

bangan, analisis organisasi, tugas, dan kompetensi indi­ vidu. 

Data kebijakan dan implementasi program pelatih­an dan 

pengembangan, serta data anggaran waktu dan biaya. 

Aktivitas yang terkait dalam tahap proses adalah analisis 

program pelatihan dan pengembangan, serta kebutuhan 

pelatihan. Analisis organisasi, tugas, kompetensi individu. 

Kebijakan, implementasi program pelatihan dan pengem­ 

bangan, serta analisis anggaran waktu dan biaya. 
 

Secara keseluruhan dari proses tersebut diharapkan 

menghasilkan output hasil analisis pelatihan dan pengem­ 

bangan sumber daya manusia dan rekomendasi hasil 

anali­ sis. Jika keseluruhan proses di anggap belum 

memberikan gambaran yang jelas maka proses 

pelaksanaan penilaian kinerja bagian pelatihan dan 

pengembangan manajemen sumber daya manusia dapat 

diulang sehingga diperoleh ha­ sil yang lebih sempurna 

sebagai penguat rekomendasi yang akan diberikan. Jika 

proses dan tahapan tersebut telah di­ lakukan maka perlu 

disampaikan hasil penilaian kinerja bagian pelatihan dan 

pengembangan manajemen sumber daya manusia yang 

disertai dengan legalitas tim penilai ki­ nerja manajemen 

sumber daya manusia dan waktu pelak­ sanaannya. 
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Sebagai alat bantu dalam proses penilaian kinerja 

bagian pelatihan dan pengembangan manajemen sumber 

daya manusia pada lembaga pendidikan tinggi, tim penilai 

kinerja bagian pelatihan dan pengembangan manajemen 

sumber daya manusia dapat mengembangkan kuesioner 

dalam proses pengumpulan data. Contoh kuesioner yang 

terkait dengan penilaian kinerja bagian pelatihan dan 

pengembangan manajemen sumber daya manusia dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
 

Tabel 5.6. Contoh Kuesioner Penilaian Kinerja Bagian Pelatihan dan  
Pengembangan  

 

 KUESIONER No. Dokumen …   
      

  Tanggal Proses …   
      

  Halaman …   
 

Objek Penilaian 
    

 
Tim penilaian 

   
 

Kinerja Manajemen 
   

 
kinerja 

   

 
Sumber Daya 

   

 

manajemen 
   

 Manusia: Perencanaan    

 
SDM 

sumber daya    
 

manusia Responden 
 

Disetujui    
 

Lokasi Penilaian 

    

 (Tanda (Tanda  (Tanda 

 Kinerja Manajemen tangan) tangan)  tangan) 
 

Sumber Daya 
    

     

 Manusia: Departemen     

 SDM     

  (Nama) (Nama)  (Nama) 
      

 MATERI REVIEW  URAIAN LAMPIRAN   
1. Sejauhmana ketersediaan Standard 

Operating Prosedur program 

pelatihan?  
2. Sejauhmana ketersediaan Standard 

Operating Prosedur Pelaksanaan 

pelatihan? 
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3. Sejauhmana ketersediaan Standard 

Operating Prosedur evaluasi pelatihan?  
4. Sejauhmana organisasi 

memiliki program Pelatihan?  
5. Sejauhmana integrasi program 

pelatihan dengan sistem karier, 

penilaian kinerja, dan kompensasi? 

Sejauhmana ketersediaan program 

6. induk pelatihan yang terintegrasi 

dengan kebutuhan organisasi, 

pegawai pada lembaga?  
7. Sejauhmana analisis kebutuhan 

Pelatihan dilakukan? 

8. Sejauhmana kesesuaian kajian 

organisasi, kajian strategi 

pengelolaan, dan perencanaan SDM 

dengan kebutuhan organisasi dalam 

pelatihan dan pengembangan?  
9. Sejauhmana analisis kebutuhan 

pelatihan yang dilakukan lembaga 

berdasarkan jenis tugas, fungsi 

tugas, dan jenjang jabatan dimana 

pegawai akan ditempatkan? 
 

10. Sejauhmana kesesuaian kebutuhan 

pelatihan dengan kondisi pegawai, 

kecerdasan pegawai seperti kecerdasan 

emosional dan spiritual, minat dan 

bakat pegawai?  
11. Sejauhmana kajian yang dilakukan 

lembaga terkait dengan kebijakan, 

peraturan-peraturan, sistem 

dan program pelatihan dalam 

pengembangan pelatihan? 

12. Sejauhmana program pelatihan telah 

memfokuskan pengembangan 

kompetensi yang sesuai dengan nilai 

lembaga, inovasi, perilaku yang 

berorientasi pada perubahan positif 

dan memenangkan persaingan, 

kepuasan pelayanan? 
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13. Sejauhmana ketersediaan modul 

yang terkait dengan fungsi jabatan, 

jenjang jabatan, serta tingkat 

penguasaan dan kompetensi?  
14. Sejauhmana persyaratan baku yang 

harus dimiliki peserta dalam 

mengikuti program pelatihan?  
15. Sejauhmana penekanan program-

program pelatihan dalam 

pengembangan kompetensi sesuai 

dengan nilai-nilai kultur dan budaya 

organisasi serta kompetensi yang 

bertujuan untuk peningkatan 

kualitas SDM dan pelayanan?  
16. Sejauhmana kesesuaian program-

program pelatihan dengan jabatan dan 

area karir dimana pegawai bekerja? 

17. Sejauhmana kepemilikan lembaga 

terhadap perumusan tujuan dan 

sasaran setiap program pelatihan? 
 

18 Sejauhmana kejelasan dan daya 

ukur program pelatihan yang 

akan dilaksanakan?  
19. Sejauhmana ketersediaan sarana 

prasarana dan bagaimana kondisinya?  
20. Sejauhmana ketersediaan instruktur 

yang memiliki kompetensi sesuai 

dengan yang dibutuhkan organisasi?  
21. Sejauhmana evaluasi yang dilakukan 

organisasi terhadap materi, biaya, 

dan pelaksanaan pelatihan?  
22. Sejauhmana evaluasi yang dilakukan 

organisasi terhadap instruktur? 

23. Sejauhmana evaluasi yang dilakukan 

organisasi terhadap pengaruh pelatihan 

terhadap produktivitas dan kinerja? 
 

CATATAN:  
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5.6. Penilaian kinerja Bagian Manajemen 

Karir 
 

Karir adalah tahap-tahap perkembangan pengalaman 

kerja seseorang selama masa kerjanya. Karir sebagai suatu 

rang­ kaian posisi, tugas atau kesempatan yang dimiliki 

seseorang selama bekerja. Manajemen karir adalah proses 

organisasi mencoba untuk menyesuaikan minat karir 

individual dan kemampuan organisasi untuk merekrut 

pegawai. Sedang­ kan manajemen karir adalah proses di 

mana individu me­ ngumpulkan informasi mengenai nilai, 

minat, kelebihan dan kekurangan skill (career 

exploration), mengidenti­ fikasikan tujuan karir, dan 

penggunaan strategi karir terse­ but akan tercapai. 
 

Manajemen karir organisasional atau lembaga adalah 

berbagai kebijakan dan tindakan organisasi untuk mening­ 

katkan efektivitas karir dari pekerjaan. Definisi karir organi­ 

sasi mengacu pada struktur pegawai dan praktek-praktek 

yang memberi panduan bagaimana merekrut, mengem­ 

bangkan dan memberi tugas kepada pegawai. Organisasi 

yang berorientasi pada karir akan memperlakukan pegawai 

sebagai sumberdaya yang berharga, yang harus dilatih, di­ 

kembangkan dan dipertahankan. 
 

Kunci penerapan karir adalah mobilitas dan 

kesempat­ an karir internal bagi pegawai. Disain karir 

haruslah logis, linear, rasional dan terencana serta 

oportunis dan incre-mental. Selain harus logis, teratur 

dan bisa diprediksi, karir juga harus adaptif dan 

memberikan kemampuan organisasi untuk berubah dan 

memberi iklim yang memungkinkan tercapainya tujuan 

organisasi baik jangka pendek, me­ nengah, dan panjang. 

Proses penilaian kinerja manajemen sumber daya manusia 

manajemen karir dapat dilihat pada gambar 5.6. 
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Gambar 5.6 menjelaskan bahwa penilaian kinerja 

manajemen karir sumber daya manusia pada lembaga 

pen­ didikan tinggi setidaknya terdiri dari empat tahapan. 

Tahap pertama perencanaan penilaian kinerja manajemen 

karir, tahap kedua persiapan penilaian kinerja manajemen 

ka­ rir, tahap ketiga pelaksanaan penilaian kinerja 

manajemen karir, dan tahap keempat hasil penilaian 

kinerja manaje­ men karir. 

 

Gambar 5.6. Proses Penilaian Kinerja Manajemen Karir  
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Tahap perencanaan penilaian kinerja manajemen karir 

umumnya terdiri dari penentuan jadwal penilaian kinerja 

manajemen karir, penentuan metode analisis, dan penentu­ 

an format standar analisis dan pelaporan. Tahap persiapan 

penilaian kinerja manajemen karir yang dilakukan dalam 

penilaian kinerja manajemen karir merupakan tahap pe­ 

ngumpulan data. Pada tahap ini data-data yang harus dise­ 

diakan terdiri dari data perencanaan strategik sumber daya 

manusia, data perencanaan kebijakan karir, data keahlian 

spesifik pegawai, data prestasi dan kinerja pegawai, data 

pelaksanaan dan kebijakan karir yang telah dilaksanakan. 
 

Tahap pelaksanaan penilaian kinerja manajemen karir 

sumber daya manusia terdiri dari pemeriksaan dan penilai­ 

an serta proses manajemen yang terkait dengan pelaksa­ 

naan manajemen karir. Pemeriksaan penilaian kinerja 

manajemen karir dan proses yang terkait dengan kebijakan 

ekternal dan internal organisasi. Artinya seberapa sesuai 

manajemen karir sumber daya manusia dengan kebijakan 

ekternal dan internal yang sudah dilaksanakan oleh organi­ 

sasi dalam interval waktu tertentu. Dalam tahap ini juga 

harus dilakukan ketersediaan dan pelaksanaan Standard 

Operational Procedure (SOP) yang terkait dengan manaje­ 

men karir sumber daya manusia serta keterkaitan dengan 

sistem lain dalam sumber daya manusia. Tahap ini akan 

menghasilkan penilaian kinerja berdasarkan seberapa baik 

lembaga telah melaksanakan proses manajemen karir sum­ 

ber daya manusia sehingga tingkat efektivitas dan efisiensi 

dapat diukur. 
 

Proses manajemen yang terkait dengan pelaksanaan 

penilaian kinerja manajemen karir sumber daya manusia 

umumnya dibagi menjadi tiga tahap utama yaitu tahap in­ 

put, proses dan output. Tahap input adalah pemeriksaan 
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program manajemen karir yang terkait dengan perenca­ 

naan strategik sumber daya manusia, perencanaan kebi­ 

jakan karir, keahlian spesifik pegawai, prestasi dan kinerja 

pegawai, pelaksanan dan kebijakan karir yang telah dilak­ 

sanakan. Aktivitas yang terkait dalam tahap proses ada­ 

lah analisis perencanaan kebijakan karir, analisis keahli­ 

an spesifik pegawai, analisis prestasi dan kinerja pegawai, 

serta penilaian pelaksanaan dan kebijakan karir yang telah 

dilaksanakan. 
 

Secara keseluruhan dari proses tersebut diharapkan 

menghasilkan output hasil analisis manajemen karir sum­ 

ber daya manusia dan rekomendasi hasil analisis. Jika ke­ 

seluruhan proses dianggap belum memberikan gambar­ 

an yang jelas maka proses pelaksanaan penilaian kinerja 

manajemen karir sumber daya manusia dapat diulang se­ 

hingga diperoleh hasil yang lebih sempurna sebagai pe­ 

nguat rekomendasi yang akan diberikan. Jika proses dan 

tahapan tersebut telah dilakukan maka perlu disampaikan 

hasil penilaian kinerja manajemen karir yang disertai de­ 

ngan legalitas tim penilai kinerja manajemen sumber daya 

manusia dan waktu pelaksanaannya. 
 

Sebagai alat bantu dalam proses penilaian kinerja 

manajemen karir pada lembaga pendidikan tinggi, tim 

penilai kinerja manajemen sumber daya manusia dapat 

mengembangkan kuesioner dalam proses pengumpulan 

data. Contoh kuesioner yang terkait dengan penilaian ki­ 

nerja manajemen karir dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 5.7. Contoh Kuesioner Penilaian Kinerja Manajemen Karir  

 

 KUESIONER No. Dokumen …   
      

  Tanggal Proses …   
      

  Halaman …   
 

Objek Penilaian 
    

 
Tim penilaian 

   
 

Kinerja Manajemen 
   

 
kinerja 

   

 
Sumber Daya 

   

 

manajemen 
   

 Manusia: Perencanaan    

 
SDM 

sumber daya    
 

manusia Responden 
 

Disetujui    
 

Lokasi Penilaian 

    

 (Tanda (Tanda  (Tanda 

 Kinerja Manajemen tangan) tangan)  tangan) 
 

Sumber Daya 
    

     

 Manusia: Departemen     

 SDM     

  (Nama) (Nama)  (Nama) 
      

 MATERI REVIEW  URAIAN LAMPIRAN 
 

1. Sejauhmana keberadaan sistem karir 

yang dimiliki lembaga? 
 

2. Sejauhmana keterkaitan sistem 

tersebut dengan sistem penilaian 

kinerja, pelatihan dan 

pengembangan, serta balas jasa 

yang ada di lembaga?  
3. Sejauhmana keberadaan Standard 

Operating Procedure (SOP) sistem 

karir lembaga seperti perencanaan, 

pengembangan, serta suksesi?  
4. Sejauhmana penerapan sistem karir 

tersebut?  
5. Sejauhmana pemetaan SDM yang ada 

pada organisasi?  
6. Sejauhmana keterkaitan sistem 

pemetaan rencana penilaian 

kompetensi, profil kompetensi 

jabatan struktural berdasarkan fungsi 

dan jenjang jabatan, pelaksanaan 

penilaian pribadi, serta penilaian 

berdasarkan hasil tes? 
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7. Sejauhmana lembaga melakukan 

pencatatan tenaga profesional dan 

calon profesional pegawai sebagai 

upaya untuk antisipasi kekosongan 

tenaga di masa yang akan datang?  
8. Sejauhmana rencana sistem 

penggantian jabatan yang 

dikembangkan lembaga?  
9. Sejauhmana rencana program promosi 

dan mutasi jabatan yang 
dikembangkan lembaga?  

10. Sejauhmana rencana sistem karir yang 
dikembangkan lembaga?  

11. Sejauhman keterkaitan rencana sistem 

karir dengan, informasi karir, 

pendidikan karir, dan konsultasi karir?  
12. Sejauhmana program pengembangan 

jabatan pegawai dikembangkan?  
13. Sejauhmana program pengembangan 

jabatan tersebut terkait dengan 
program transfer pengetahuan, 
kepemimpinan, profesionalisme, 
serta pengembangan kepribadian?  

14. Sejauhmana ketentuan mutasi 
jabatan yang dikembangkan lembaga? 

15. Sejauhmana ketentuan promosi 
jabatan yang dikembangkan lembaga? 

16. Sejauhmana ketentuan demosi 
jabatan yang dikembangkan lembaga? 

17. Sejauhmana lembaga 
mengembangkan program 
pembiayaan studi baik formal maupun 
nonformal untuk peningkatan karir 
bagi pegawai yang memiliki prestasi?  

18. Sejauhmana lembaga memiliki pola 

karir yang terkait dengan pemenuhan 

kebutuhan individu dan lembaga?  
19. Sejauhmana pengembangan jalur 

karir profesional yang 

dikembangkan lembaga? 
 

CATATAN :  
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5.7. Penilaian Kinerja Bagian Manajemen 

Sumber Daya Manusia 
 

Penilaian kinerja adalah kegiatan pimpinan untuk meng­ 

evaluasi perilaku prestasi kerja pegawai serta menetapkan 

kebijaksanaan selanjutnya. Evaluasi atau penilaian peri­ 

laku meliputi penilaian kesetiaan, kejujuran, kepemimpin­ 

an, kerjasama, loyalitas, dedikasi, dan partsipasi pegawai. 

Penilaian kinerja merupakan suatu proses untuk penetap­ 

an pemahaman bersama tentang apa yang akan dicapai, 

dan suatu pendekatan untuk mengelola dan mengembang­ 

kan orang dengan cara peningkatan di mana peningkatan 

tersebut akan dicapai di dalam waktu yang singkat 

ataupun lama. 
 

Peningkatan ini tidak terjadi hanya karena sistem yang 

dikemudikan oleh manajemen untuk mengatur kinerja dari 

pegawai, tapi juga melalui suatu pendekatan ke arah me­ 

ngelola dan mengembangkan orang yang memungkinkan 

mereka untuk mengatur pengembangan dan kinerja me­ 

reka sendiri dalam kerangka sasaran yang jelas dan standar 

yang telah disetujui dengan para penyelia mereka. Penilai­ an 

kinerja (performance appraisal) adalah proses evaluasi 

seberapa baik pegawai melakukan pekerjaan jika diban­ 

dingkan dengan perangkat standar dan kemudian mengko­ 

munikasikan informasi tersebut kepada pegawai. 
 

Secara umum penilaian kinerja dapat dikatakan se­ 

bagai penilaian hasil kerja nyata dengan standar kualitas 

maupun kuantitas yang dihasilkan oleh setiap pegawai. 

Penilaian kinerja pegawai mutlak harus dilakukan untuk 

mengetahui prestasi yang dapat dicapai setiap pegawai. 

Apakah prestasi yang dicapai setiap karayawan baik, se­ 

dang, atau kurang. Penilaian prestasi penting bagi setiap­ 

pegawai dan berguna bagi organisasi untuk mengambil 
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keputusan dan menetapkan tindakan kebijaksanaan selan­ 

jutnya. Proses penilaian kinerja manajemen sumber daya 

manusia penilaian kinerja pada lembaga pendidikan tinggi 

dapat dilihat pada gambar 5.7. 
 

Gambar 5.7. menjelaskan bahwa penilaian kinerja 

manajemen sumber daya manusia penilaian kinerja sumber 

daya manusia pada lembaga pendidikan tinggi setidaknya 

terdiri dari empat tahapan. Tahap pertama perencanaan 

penilaian kinerja manajemen sumber daya manusia, ta­ hap 

kedua persiapan penilaian kinerja manajemen sumber 

 

Gambar 5.7. Proses Penilaian Kinerja Bagian Manajemen Sumber  
Daya Manusia  
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daya manusia, tahap ketiga pelaksanaan penilaian kinerja 

manajemen sumber daya manusia, dan tahap keempat ha­ 

sil penilaian kinerja manajemen sumber daya manusia. 
 

Tahap perencanaan penilaian kinerja manajemen sum­ 

ber daya manusia penilaian kinerja umumnya terdiri dari 

penentuan jadwal penilaian kinerja manajemen sumber daya 

manusia, penentuan metode analisis, dan penentuan format 

standar analisis dan pelaporan. Tahap persiapan pe­ nilaian 

kinerja manajemen sumber daya manusia yang di­ lakukan 

dalam penilaian kinerja manajemen sumber daya manusia 

penilaian kinerja sumber daya manusia merupa­ kan tahap 

pengumpulan data. Pada tahap ini data-data yang harus 

disediakan terdiri dari data perencanaan kinerja sum­ ber 

daya manusia organisasi, perencanaan standar penilaian­ 

kinerja sumber daya manusia organisasi, data sumber daya 

manusia organisasi, data sumber daya manusia divisi atau 

unit organisasi, dan data personal organisasi. 
 

Tahap pelaksanaan penilaian kinerja manajemen sum­ 

ber daya manusia penilaian kinerja sumber daya manusia 

terdiri dari pemeriksaan dan penilaian serta proses mana­ 

jemen yang terkait dengan pelaksanaan penilaian kinerja. 

Pemeriksaan penilaian kinerja manajemen sumber daya 

manusia penilaian kinerja dan proses yang terkait de­ ngan 

kebijakan eksternal dan internal organisasi. Artinya seberapa 

sesuai kinerja sumber daya manusia dengan kebi­ jakan 

eksternal dan internal yang sudah dilaksanakan oleh 

organisasi­ dalam interval waktu tertentu. Dalam tahap ini 

juga harus dilakukan ketersediaan dan pelaksanaan Stan-

dard Operational Procedure (SOP) yang terkait dengan 

penilaian­ kinerja sumber daya manusia serta keterkaitan 

dengan sistem lain dalam sumber daya manusia. Tahap ini 

akan menghasilkan penilaian kinerja berdasarkan seberapa 
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baik lembaga telah melaksanakan proses penilaian kiner­ 

ja sumber daya manusia sehingga tingkat efektivitas dan 

efisiensi dapat diukur. 
 

Proses manajemen yang terkait dengan pelaksanaan 

penilaian kinerja manajemen sumber daya manusia penilai­ 

an kinerja sumber daya manusia umumnya dibagi menja­ di 

tiga tahap utama yaitu tahap input, proses dan output. Tahap 

input adalah pemeriksaan penilaian kinerja yang terkait 

dengan perencanaan kinerja sumber daya manusia 

organisasi, perencanaan standar penilaian kinerja sumber 

daya manusia organisasi, data sumber daya manusia or­ 

ganisasi, data sumber daya manusia divisi atau unit organi­ 

sasi, dan data personal organisasi. Aktivitas yang terkait 

dalam tahap proses adalah pengolahan data perencanaan 

kinerja sumber daya manusia organisasi, pengolahan data 

perencanaan standar penilaian kinerja sumber daya manu­ 

sia organisasi, data sumber daya manusia organisasi, data 

sumber daya manusia divisi atau unit organisasi, dan data 

personal organisasi. 
 

Secara keseluruhan dari proses tersebut diharapkan 

menghasilkan output hasil analisis penilaian kinerja sum­ 

ber daya manusia dan rekomendasi hasil analisis. Jika ke­ 

seluruhan proses di anggap belum memberikan gambar­ 

an yang jelas maka proses pelaksanaan penilaian kinerja 

manajemen sumber daya manusia penilian kinerja sumber 

daya manusia dapat diulang sehingga diperoleh hasil yang 

lebih sempurna sebagai penguat rekomendasi yang akan 

diberikan. Jika proses dan tahapan tersebut telah dilaku­ 

kan maka perlu disampaikan hasil penilaian kinerja mana­ 

jemen sumber daya manusia yang disertai dengan legalitas 

penilaian kinerja manajemen sumber daya manusia dan 

waktu pelaksanaannya. 
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Sebagai alat bantu dalam proses penilaian kinerja 

manajemen sumber daya manusia penilaian kinerja pada 

lembaga pendidikan tinggi, penilaian kinerja manajemen 

sumber daya manusia dapat mengembangkan kuesioner 

dalam proses pengumpulan data. Contoh kuesioner yang 

terkait dengan penilaian kinerja manajemen sumber daya 

manusia penilaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 5.8. Contoh Kuesioner Penilaian Kinerja Bagian Manajemen  
Sumber Daya Manusia  

 

 KUESIONER No. Dokumen …   
      

  Tanggal Proses …   
      

  Halaman …   
 

Objek Penilaian 
    

 
Tim penilaian 

   
 

Kinerja Manajemen 
   

 
kinerja 

   

 
Sumber Daya 

   

 

manajemen 
   

 Manusia: Perencanaan    

 
SDM 

sumber daya    
 

manusia Responden 
 

Disetujui    
 

Lokasi Penilaian 

    

 (Tanda (Tanda  (Tanda 

 Kinerja Manajemen tangan) tangan)  tangan) 
 

Sumber Daya 
    

     

 Manusia: Departemen     

 SDM     

  (Nama) (Nama)  (Nama) 
      

 MATERI REVIEW  URAIAN LAMPIRAN   
1. Sejauhmana lembaga memiliki 

kebijakan SDM dalam menilai 

kinerja?  
2. Sejauhamana kesesuaian kebijakan 

penilaian kinerja dengan strategi 

pengembangan lembaga?  
3. Sejauhmana ketersediaan suatu 

sistem dan prosedur yang baku yang 

terkait dengan penilaian kinerja? 
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4. Sejauhmana kelengkapan format 

administrasi sistem dan 

prosedur penilaian kinerja?  
5. Sejauhmana kelengkapan sistem dan 

prosedur penilaian kinerja dengan 

mekanisme dan tata cara penilaian? 

6. Sejauhmana kesesuaian kelengkapan 

sistem dan prosedur penilaian 

kinerja dengan periodisasi dan 

waktu penilaian?  
7. Sejauhmana sosialisasi sistem 

dan prosedur penilaian kinerja?  
8. Sejauhmana kejelasan pengukuran 

faktor-faktor penilaian kinerja? 

9. Sejauhmana kesesuaian faktor 

penilaian kinerja dengan kompetensi? 

10. Sejauhmana faktor penilaian kinerja 

dapat mendukung pencapaian unit 

kerja dan seluruh struktur organisasi? 

11. Sejauhmana keterlibatan pegawai 

dalam perumusan sasaran kerja? 
 

12. Sejauhmana penerapan 

monitoring yang dilakukan dalam 

pencapaian kinerja?  
13. Sejauhmana keterlibatan pimpinan 

dalam bimbingan dan motivasi 

pencapaian kinerja?  
14. Sejauhmana kemampuan 

pimpinan dalam mengelola 

informasi kinerja pegawai?  
15. Sejauhmana keterlibatan pimpinana 

dalam penilaian kinerja?  
16. Sejauhmana tingkat 

objektivitas penilaian kinerja 

yang sudah dilaksanakan?  
17. Sejauhmana proses penilaian kinerja 

dilakukan ketika target tidak 

tercapai atau kinerja di atas target 

yang telah ditetapkan? 
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18. Sejauhmana komunikasi dan umpan 

balik pimpinan terhadap hasil 

penilaian kinerja?  
19. Sejauhmana mekanisme komplain 

pegawai atas hasil penilaian kinerja? 

20. Sejauhmana hasil penilaian kinerja 

pegawai diolah dan dianalisis? 

21. Sejauhmana penggunaan hasil 

evaluasi penilaian kinerja tahun-tahun 

sebelumnya sebagai dasar 

pembanding di masa mendatang?  
22. Sejauhmana keterkaitan penggunaan 

hasil penilaian kinerja dengan rencana 

pelatihan dan pengembangan pegawai? 

23. Sejauhmana kelengkapan hasil 

penilaian kinerja bagi pengembangan 

karier pegawai?  
24. Sejauhmana hasil penilaian kinerja 

terkait dengan keputusan balas jasa? 

25. Sejauhmana pendokumentasian 

hasil penilain kinerja? 

 

CATATAN :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.8. Penilaian Kinerja Bagian Kompensasi 
 

Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, 

barang langsung atau tidak langsung yang diterima pegawai 

sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada organisasi. 

Kompensasi berbentuk uang, artinya gaji diba­ yar dengan 

sejumlah uang kepada pegawai yang bersangkut­ 
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an. Jika kompensasi berbentuk barang, artinya gaji 

dibayar dengan barang. Kompensasi adalah istilah yang 

berkaitan dengan imbalan-imbalan finansial (financial 

reward) yang diterima oleh orang-orang melalui 

hubungan kepegawaian dalam sebuah organisasi. Secara 

umum bentuk kompensa­ si berupa finansial yang 

merupakan pengeluaran moneter organisasi. Kompensasi 

dapat diberikan secara langsung ataupun tidak langsung. 
 

Dalam praktek ada tiga jenis kompensasi yaitu: 
 

1. Kompensasi finansial yang diberikan secara langsung 

seperti bayaran pokok (gaji dan upah), bayaran presta­ 

si, bayaran insentif (bonus, komisi, pembagian laba/ 

keuntungan dan opsi saham) dan bayaran tertangguh 

(program tabungan dan anuitas pembelian saham); 
 

2. Kompensasi finansial yang diberikan secara tidak lang­ 

sung seperti program-program proteksi (asuransi ke­ 

sehatan, asuransi jiwa, pensiun, asuransi tenaga ker­ ja), 

bayaran di luar jam kerja (liburan, hari besar, cuti 

tahunan dan cuti hamil) dan fasilitas-fasilitas seperti 

kendaran, ruang kantor dan tempat parkir; 
 

3. Kompensasi non finansial seperti pekerjaan (tugas-

tugas yang menarik, tantangan, tanggung jawab, pe­ 

ngakuan dan rasa pencapaian). Lingkungan kerja 

(kebijakan­-kebijakan yang sehat, supervise yang 

kom­ peten, kerabat yang menyenangkan, lingkungan 

kerja yang nyaman). 
 
 

Mengukur keberhasilan implementasi sistem kompen­ 

sasi, terdapat satu pertanyaan esensial yang harus dijawab, 

yaitu : “Apa yang seharusnya dapat dicapai organisasi 

dengan menerapkan sebuah sistim kompensasi terten-tu?” 

Pertanyaan tersebut mendasari organisasi dalam me­ 
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nilai keberhasilan suatu sistim dengan kreteria-kreteria 

se­ bagai berikut: 

1. Mendukung pencapaian tujuan-tujuan organisasi;  
2. Menarik dan dapat mempertahankan individu yang 

berkompeten sesuai dengan standar keahlian yang 

ditetapkan; 

3. Menetapkan spektrum yang lebih luas atas perilaku 

tu­ gas (task behavior) yang diinginkan dari seluruh 

ang­ gota organisasi; 

4. Merefleksikan ekuitas (persamaan-keadilan) bagi 

selu­ ruh anggota organisasi. 

 

Proses penilaian kinerja manajemen sumber daya ma­ 

nusia kompensasi dapat dilihat pada gambar 5.8. Gambar 5.8 

menjelaskan bahwa penilaian kinerja bagian kompen­ sasi 

manajemen sumber daya manusia pada lembaga pen­ 

didikan tinggi setidaknya terdiri dari empat tahapan. Tahap 

pertama perencanaan penilaian kinerja bagian kompensasi 

manajemen sumber daya manusia, tahap kedua persiapan 

penilaian kinerja bagian kompensasi manajemen sumber 

daya manusia, tahap ketiga pelaksanaan penilaian kinerja 

bagian kompensasi manajemen sumber daya manusia, dan 

tahap keempat hasil penilaian kinerja bagian kompensasi 

manajemen sumber daya manusia. 
 

Tahap perencanaan penilaian kinerja bagian kompen­ sasi 

manajemen sumber daya manusia umumnya terdiri dari 

penentuan jadwal penilaian kinerja bagian kompen­ sasi 

manajemen sumber daya manusia, penentuan metode analisis,­ 

dan penentuan format standar analisis dan pelapor­ an. Tahap 

persiapan penilaian kinerja bagian kompensasi manajemen 

sumber daya manusia yang dilakukan dalam penilaian kinerja 

bagian kompensasi manajemen sumber 

 
 

120  
 
 
 
 
 
isi.indd  120 08/08/2017  18:48:26  



 

daya manusia merupakan tahap pengumpulan data. Pada 

tahap ini data-data yang harus disediakan terdiri dari data 

uraian jabatan organisasi, data spesifikasi jabatan, data 

standar jabatan, data prestasi dan kinerja pegawai, data 

as­ sessment jabatan dan kompetensi pegawai. 

 

Gambar 5.8. Proses Penilaian Kinerja Bagian Kompensasi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tahap pelaksanaan penilaian kinerja bagian kompen­ 

sasi manajemen sumber daya manusia terdiri dari peme­ 

riksaan dan penilaian serta proses manajemen yang terkait 

dengan pelaksanaan penilaian kinerja bagian kompensasi 
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manajemen sumber daya manusia. Pemeriksaan penilaian 

kinerja bagian kompensasi manajemen sumber daya ma­ 

nusia dan proses yang terkait dengan kebijakan ekternal 

dan internal organisasi juga dilakukan. Artinya seberapa 

sesuai kinerja sumber daya manusia dengan kebijakan ek­ 

ternal dan internal yang sudah dilaksanakan oleh organi­ 

sasi dalam interval waktu tertentu. Dalam tahap ini juga 

harus dilakukan pemeriksaan ketersediaan dan pelaksana­ 

an Standard Operational Procedure (SOP) yang terkait 

dengan penilaian kinerja bagian kompensasi manajemen 

sumber daya manusia serta keterkaitan dengan sistem lain 

dalam sumber daya manusia. Tahap ini akan 

menghasilkan penilaian kinerja bagian kompensasi 

manajemen sumber daya manusia berdasarkan seberapa 

baik lembaga telah melaksanakan proses pelaksanaan 

kompensasi sumber daya manusia sehingga tingkat 

efektivitas dan efisiensi da­ pat diukur. 
 

Proses manajemen yang terkait dengan pelaksanaan 

penilaian kinerja manajemen sumber daya manusia bagian 

kompensasi sumber daya manusia umumnya dibagi men­ 

jadi tiga tahap utama yaitu tahap input, proses dan output. 

Tahap input terkait dengan data uraian jabatan organisasi, 

data spesifikasi jabatan, data standar jabatan, data prestasi 

dan kinerja pegawai, data assessment jabatan dan kom­ 

petensi pegawai. Aktivitas yang terkait dalam tahap proses 

adalah pengolahan dan analisis data uraian jabatan organi­ 

sasi, analisis uraian spesifikasi jabatan, analisis standar 

jabatan, analisis prestasi dan kinerja pegawai, analisis as­ 

sessment jabatan dan kompentensi pegawai. 
 

Secara keseluruhan dari proses tersebut diharap­ kan 

menghasilkan output hasil analisis penilaian kinerja 

bagian kompensasi manajemen sumber daya manusia dan 
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rekomendasi hasil analisis. Jika keseluruhan proses di ang­ 

gap belum memberikan gambaran yang jelas maka proses 

pelaksanaan penilaian kinerja bagian kompensasi manaje­ 

men sumber daya manusia dapat diulang sehingga diper­ 

oleh hasil yang lebih sempurna sebagai penguat rekomen­ 

dasi yang akan diberikan. Jika proses dan tahapan tersebut 

telah dilakukan maka perlu disampaikan hasil penilaian 

kinerja manajemen sumber daya manusia yang disertai de­ 

ngan legalitas tim penilai kinerja manajemen sumber daya 

manusia dan waktu pelaksanaannya. 
 

Sebagai alat bantu dalam proses penilaian kinerja 

bagian kompensasi manajemen sumber daya manusia 

pada lembaga pendidikan tinggi, tim penilai kinerja 

manajemen sumber daya manusia dapat mengembangkan 

kuesioner dalam proses pengumpulan data. Contoh 

kuesioner yang terkait dengan penilaian kinerja bagian 

kompensasi mana­ jemen sumber daya manusia dapat 

dilihat pada tabel beri­ kut: 
 
 

Tabel 5.9. Contoh Kuesioner Penilaian Kinerja Bagian Kompensasi  
 

 KUESIONER No. Dokumen …  
     

  Tanggal Proses …  
     

  Halaman …  
 

Objek Penilaian 
   

 
Tim penilaian 

  
 

Kinerja Manajemen 
  

 
kinerja 

  

 
Sumber Daya 

  

 

manajemen 
  

 Manusia: Perencanaan   

 
SDM 

sumber daya   
 

manusia Responden Disetujui   
 

Lokasi Penilaian 

   

 (Tanda (Tanda (Tanda 

 Kinerja Manajemen tangan) tangan) tangan) 
 

Sumber Daya 
   

    

 Manusia: Departemen    

 SDM    

  (Nama) (Nama) (Nama) 
     

    123  
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      MATERI REVIEW   URAIAN  LAMPIRAN   
1. Sejauhmana penerapan kompensasi 

dalam lembaga?  
2. Sejauhmana kesesuaian penyusunan 

kebijakan kompensasi dengan 

strategi organisasi dalam lingkup 

bisnis ataupun dalam strategi 

pengembangan SDM?  
3. Sejauhmana kebijakan kompensasi 

tertuang dalam sistem dan 

prosedur baku?  
4. Sejauhmana sistem dan prosedur 

kompensasi disosialisasikan dan 

dipahami oleh seluruh pegawai?  
5. Sejauhmana sistem dan prosedur 

kompensasi memenuhi ketentuan 

peraturan perundangan yang 

berlaku?  
6. Sejauhmana kemudahan sistem 

dan prosedur kompensasi 

diadministrasikan?  
7. Sejauhmana penerapan undang-

undang ketenagakerjaan dalam 

pengembangan sistem penggajian 

pegawai?  
8. Sejauhmana kesesuaian waktu 

pembayaran gaji?  
9. Sejauhmana kesesuaian besaran 

kompensasi dengan upah minimum 

regional? 
 

10. Sejauhmana integrasi sistem 

kompensasi dengan sistem karier?  
11. Sejauhmana integrasi sistem 

kompensasi dengan sistem penilaian 

kinerja?  
12. Sejauhmana tingkat keadilan sistem 

kompensasi?  
13. Sejauhmana pelaksanaan evaluasi 

jabatan dalam organisasi? 
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15. Sejauhmana tingkat kompetitif 

kompensasi yang diberikan 

organisasi jika dibandingkan dengan 

organisasi lain yang sejenis?  
16. Sejauhmana pelaksanaan survei gaji 

dalam menentukan tingkat rata-

rata gaji?  
17. Sejauhmana pelaksanaan 

benchmarking terkait dengan 

sistem kompensasi organisasi?  
18. Sejauhmana organisasi melakukan 

peningkatan gaji berkala setiap tahun? 

19. Sejauhmana tingkat kesesuaiannya 

dengan tingkat inflasi yang terjadi? 

20. Sejauhmana kesesuaian pelaksanaan 

peningkatan gaji dengan hasi 

penilaian kinerja setiap pegawai?  
21. Sejauhmana tingkat kesesuaian 

pemberian kompensasi dengan 

kompetensi jabatan? 
 

22. Sejauhmana lembaga memberikan 

jaminan perawatan kesehataan 

bagi pegawai dan keluarganya?  
23. Sejauhmana pelaksanaan 

program pensiun bagi pegawai? 
 

CATATAN :  
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Bab 6 
 

Penilaian Sumber Daya Manusia 
pada Komponen Desentralisasi 
Akademik Lembaga Pendidikan 

Tinggi 
 
 
 
 

 

Penilaian kinerja pengadaan sumber daya manusia kom­ 

ponen desentralisasi akademik lembaga pendidikan tinggi 

terkait dengan apakah tenaga pendidik (dosen) dan kepen­ 

didikan sudah sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan dalam lembaga pendidikan tinggi dan 

ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah. 

Beberapa hal yang harus menjadi aspek penilaian adalah: 
 

1. Kesesuaian perekrutan rekruitmen dosen dan tenaga 

kependidikan dengan kebutuhan penyelenggaraan ku­ 

rikulum. 

2. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses rekruitmen 

seperti Fakultas, Jurusan, dan Program Studi. 

3. Kesesuaian komposisi dosen dan tenaga kependidikan 

dengan kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi 

staf, pengalaman, bakat, umur, status dan aspek lain­ 

nya. 

 

Selain aspek-aspek tersebut perlu dinilai juga bagai­ 

mana cara promosi dosen dan pengembangan dosen ser­ 

ta tenaga kependidikan. Promosi dosen harus dilakukan 

berdasarkan asas kemanfaatan dan kepatutan yang meli­ 

puti aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian dalam 
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masyarakat. Sedangkan pengembangan dosen dan tenaga 

kependidikan harus diidentifikasi secara sistematis se­ 

suai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum, dan 

kelembagaan. 
 

Sebagai upaya peningkatan mutu dosen dan tenaga 

kependidikan lembaga pendidikan tinggi perlu membuat 

dan mengembangkan sistem penilaian kinerja dosen dan 

tenaga kependidikan. 
 

Penilaian kinerja pengadaan sumber daya manusia 

pada lembaga pendidikan tinggi diperlukan adanya pema­ 

haman terhadap status dosen dan tenaga kependidikan. 

Khusus untuk tenaga pendidik (dosen) statusnya 

digolong­ kan menjadi lima golongan berikut: 
 

1. Dosen tetap lembaga atau yayasan adalah Dosen yang 

diangkat oleh suatu lembaga pendidikan tinggi ber­ 

dasarkan surat keputusan Rektor atau yayasan; 

2. Dosen tetap DPK adalah dosen PNS yang diperban­ 

tukan kepada suatu lembaga pendidikan tinggi yang 

diangkat oleh pemerintah R.I. (Kemendikbud/Keme­ 

nag); 

3. Dosen kontrak adalah dosen yang diangkat oleh lem­ 

baga atau yayasan dalam jangka waktu tahun tertentu 

dan bisa diperpanjang bergantung pada kesepakatan 

antara pihak yang bersangkutan; 

4. Dosen tidak tetap adalah dosen yang berkompeten se­ 

suai dengan kebutuhan program studi yang penugasan­ 

nya biasanya berdasarkan surat keputusan dekan; 
 

5. Dosen tamu adalah dosen yang diundang oleh lembaga 

se­suai kebutuhan untuk mengajar selama satu semester. 
 
 

Pelaksanaan penilaian kinerja pengadaan sumber daya 

manusia pada lembaga pendidikan tinggi perlu adanya pe­ 
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mahaman terhadap persyaratan dasar yang harus 

dipenuhi ketika melakukan proses penilaian seperti 

persyaratan do­ sen dan tenaga kependidikan, metode 

perekrutan dosen dan tenaga kependidikan. 
 
 

6.1. Persyaratan Dosen dan Tenaga 

Kependidikan 
 

a. Persyaratan Dosen Tetap 
 

Beberapa persyaratan umum yang harus dimiliki oleh se­ 

seorang ketika diangkat menjadi dosen tetap yaitu: 

1. Berkewarganegaraan Indonesia WNI;  
2. Laki-laki atau perempuan;  
3. Memiliki status agama yang jelas;  
4. Pendidikan minimal S-2 di bidang yang sesuai dengan 

mata kuliah yang diampu; 

5. Berakhlak mulia, dan berwawasan luas;  
6. Memiliki kemampuan melaksanakan dan mengelola 

proses pembelajaran; 

7. Bersedia melaksanakan amanat untuk mencapai tu­ 

juan lembaga; 

8. Bersedia sepenuh hati dalam melaksanakan tugas dan 

berpartisipasi aktif dalam pengembangan program 

studi; 

9. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta 

komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu pengeta­ 

huan, teknologi, dan seni; 

10. Memiliki tanggung jawab untuk memajukan dan 

mengembangkan program studi; 

11. Sehat jasmani dan rohani.  
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b. Persyaratan Dosen Kontrak 
 

Beberapa persyaratan umum yang harus dimiliki oleh se­ 

seorang ketika diangkat menjadi dosen kontrak yaitu: 

1. Berkewarganegaraan Indonesia WNI;  
2. Laki-laki atau perempuan;  
3. Memiliki status agama yang jelas;  
4. Pendidikan minimal S-2 di bidang yang sesuai dengan 

mata kuliah yang diampu; 

5. Berakhlak mulia, dan berwawasan luas;  
6. Memiliki kemampuan melaksanakan dan mengelola 

proses pembelajaran; 

7. Bersedia melaksanakan amanat untuk mencapai tu­ 

juan lembaga; 

8. Bersedia sepenuh hati dalam melaksanakan tugas dan 

berpartisipasi aktif dalam pengembangan program 

studi; 

9. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta 

komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu pengeta­ 

huan, teknologi, dan seni; 

10. Memiliki tanggung jawab untuk memajukan dan 

mengembangkan program studi; 

11. Sehat jasmani dan rohani.  

 

c. Persyaratan Dosen Tidak Tetap 
 

Beberapa persyaratan umum yang harus dimiliki oleh se­ 

seorang ketika diangkat menjadi dosen tidak tetap yaitu: 

1. Berkewarganegaraan Indonesia WNI;  
2. Laki-laki atau perempuan;  
3. Memiliki status agama yang jelas;  
4. Pendidikan minimal S-2 di bidang yang sesuai dengan 

mata kuliah yang diampu; 

5. Berakhlak mulia, dan berwawasan luas; 
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6. Memiliki kemampuan melaksanakan dan mengelola 

proses pembelajaran; 

7. Bersedia melaksanakan amanat untuk mencapai tu­ 

juan lembaga; 

8. Bersedia sepenuh hati dalam melaksanakan tugas dan 

berpartisipasi­ aktif dalam pengembangan program 

studi; 

9. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta 

komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu pengeta­ 

huan, teknologi, dan seni; 

10. Memiliki tanggung jawab untuk memajukan dan me­ 

ngembangkan program studi; 

11. Sehat jasmani dan rohani. 

 

d. Persyaratan Dosen Tamu 
 

Beberapa persyaratan umum yang harus dimiliki oleh se­ 

seorang ketika diangkat menjadi dosen tamu yaitu: 
 

1. Pendidikan minimal S-3 di bidang yang sesuai dengan 

mata kuliah yang diampu; 

2. Memiliki kompetensi dan profesional yang dikategori­ 

kan sebagai pakar; 

3. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta 

komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu pengeta­ 

huan, teknologi, dan seni di fakultasnya; 

4. Sehat jasmani dan rohani. 

 

e. Persyaratan Tenaga Kependidikan 
 

Beberapa persyaratan umum yang harus dimiliki oleh te­ 

naga kependidikan adalah: 

1. Berkewarganegaraan WNI;  
2. Minimal D-3 sesuai dengan kompetensi yang dibutuh­ 

kan; 

3. Usia maksimal 30 tahun; 
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4. Berakhlak mulia, dan berwawasan luas;  
5. Bersedia melaksanakan tugas administrasi kependidik­ 

an untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan tinggi; 
 

6. Bersedia sepenuh hati dalam melaksanakan tugas;  
7. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi;  
8. Memiliki tanggung jawab untuk memajukan dan 

mengembangkan lembaga pendidikan tinggi; 

9. Memiliki keterampilan khusus keadministrasian;  
10. Memiliki keterampilan bidang teknologi informasi 

dan komunikasi; 

11. Sehat jasmani dan rohani. 
 

 

6.2. Cara Perekrutan, Penempatan Dosen dan 

Tenaga Kependidikan 
 

Perekrutan dosen pada lembaga pendidikan tinggi dapat 

dikategorikan berdasarkan status dosen. Berdasarkan sta­ 

tusnya ketentuan perekrutan dosen memiliki ketentuan 

dan syarat yang berbeda beda sesuai dengan kebutuhan. 
 
 

a. Rekruitmen Dosen Tetap 
 

Beberapa ketentuan dasar dalam perekrutan dosen tetap 

adalah: 

1. Ada surat lamaran yang ditujukan kepada Rektor;  
2. Ada kebutuhan dosen tetap dari program studi;  
3. Perekrutan melalui proses seleksi yang transparan;  
4. Materi seleksi terdiri atas psikotes, keterampilan me­ 

ngajar sesuai prodi, pengetahuan teknologi, informasi 

dan komunikasi, serta tes kesehatan. 

5. Proses seleksi dilakukan yang dilakukan oleh tim 

selek­ si; 

6. Keputusan hasil seleksi ditetapkan dengan SK Rektor. 
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b. Rekruitmen Dosen Kontrak 
 

Beberapa ketentuan dasar dalam perekrutan dosen 

kontrak adalah: 
 

1. Ada surat lamaran kepada Rektor dan didisposisikan 

kepada Dekan atau Direktur; 
 

2. Ada kebutuhan dosen dari program studi;  
3. Berpendidikan S-2, Direkrut melalui proses seleksi;  
4. Keputusan hasil seleksi ditetapkan dengan SK Rektor. 

 

c. Rekruitmen Dosen Tidak Tetap dan Dosen 
 
 

Beberapa ketentuan dasar dalam perekrutan dosen tidak 

tetap adalah: 
 

1. Ada surat lamaran kepada Rektor dan didisposisikan 

kepada Dekan atau direktur atau atas dasar kebutuh­ 

an/undangan; 
 

2. Ada kebutuhan dosen dari program studi;  
3. Berpendidikan S-3 atau praktisi;  
4. Direkrut melalui proses seleksi;  
5. Hasil seleksi ditetapkan dengan SK mengajar dari De­ 

kan atau rektor. 
 
 

d. Cara Perekrutan Tenaga Kependidikan 

Perekrutan tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan 

tinggi umumnya bertujuan untuk menyediakan tenaga ad­ 

ministrasi yang mampu mengelola administrasi kemaha­ 

siswaan dan dosen. Berdasarkan kebutuhannya perekrutan 

memiliki ketentuan dan syarat yang berbeda-beda seperti: 
 

1. Ada surat lamaran yang ditujukkan kepada Rektor;  
2. Ada kebutuhan tenaga kependidikan di berbagai unit;  
3. Perekrutan melalui proses seleksi; 
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4. Materi seleksi terdiri atas psikotes, kemampuan ad­ 

ministrasi, penguasaan teknologi, informasi dan ko­ 

munikasi, dan tes kesehatan; 

5. Proses seleksi dilakukan oleh tim;  
6. Keputusan hasil seleksi ditetapkan dengan SK Rektor. 

 

e. Penempatan Dosen dan Tenaga Kependidikan 

Dosen dan tenaga kependidikan yang telah diterima men­ 

jadi pegawai harus diberi pelatihan dasar dan ditempatkan. 

Setiap dosen dan tenaga kependidikan yang telah diterima 

berdasarkan hasil seleksi akan ditempatkan sesuai dengan 

kebutuhan dan permintaan masing-masing unit kerja yang 

mengusulkan dengan memperhatikan spesifikasi kom­ 

petensi dan keahlian dosen dan tenaga kependidikan. 

 
 

6.3. Pengembangan Karir, Penghargaan,   

Pemberhentian Dosen dan Tenaga  

Kependidikan 
 

a. Pengembangan karir dosen dan tenaga 

kepen­ didikan 
 

Setiap dosen dan tenaga kependidikan perlu diberi ke­ 

leluasa­an untuk mengembangkan karir mereka dalam 

menunjang pekerjaan. Terkait dengan hal ini setidaknya 

lembaga pendidikan perlu memperhatikan hal-hal berikut: 
 

1. Menyediakan kesempatan untuk melakukan pengem­ 

bangan diri baik melalui pendidikan formal maupun 

tidak formal bagi setiap dosen dan tenaga kependidik­ 

an; 

2. Melakukan fokus pengembangan setiap dosen dan 

tenaga kependidikan dalam hal pengembangan 

profesi dan karir; 
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3. Penekanan pengembangan kompetensi dan profesi 

dosen dalam hal kompetensi pedagogik, kompetensi 

profesi, kompetensi kepribadian, dan kompetensi so­ 

sial lainnya; 

4. Pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan 

dapat dilakukan melalui tugas belajar, pelatihan, 

semi­ nar, dan berbagai kegiatan akademik lain, 

kenaikan pangkat, serta promosi jabatan; 

5. Peningkatan karir dosen dan tenaga kependidikan di­ 

lakukan dalam bentuk fasilitas beasiswa, penugasan, 

kenaikan pangkat dan promosi jabatan. 

 

b. Penghargaan dan Sanksi bagi Dosen dan Te­ 

naga Kependidikan 
 

Penghargaan yang diberikan kepada dosen dan tenaga 

kependidikan dapat berupa: 

1. Pengembangan karir, meliputi: tugas belajar, pelatih­ 

an, seminar, dan kegiatan akademik lainnya; 

2. Kenaikan pangkat dan promosi jabatan;  
3. Pemberian insentif berupa pemberian penghargaan, 

bantuan biaya ibadah keagamaan, studi banding ke 

dalam dan luar negeri. 
 
 

Sanksi bagi dosen dan tenaga kependidikan dapat 

berupa sanksi moral, administratif, dan akademik. Pembe­ 

rian sanksi dapat dilakukan secara berjenjang mulai dari 

teguran, pemberian surat peringatan (1, 2, dan 3), atau di­ 

nonaktifkan sampai dengan pemutusan hubungan kerja 

(PHK) sesuai tingkat pelanggaran yang terjadi. 
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c. Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidik­ 
 

an 
 

Dosen dan tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan 

tinggi dapat diberhentikan dengan berdasarkan hal-hal 

berikut: 
 

1. Sistem pemberhentian dosen dilakukan dengan me­ 

ngacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku da­ 

lam lembaga pendidikan tinggi. 
 

2. Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabat­ 

annya karena: 
 

a. Meninggal dunia  
b. Telah mencapai batas usia pensiun  
c. Atas permintaan sendiri  
d. Jika lembaga pendidikan tinggi mengalami pailit  
e. Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus 

menerus selama kurun waktu tertentu karena 

sakit jasmani atau rohani. 
 

3. Dosen dan tenaga kependidikan juga dapat 

diberhenti­ kan secara tidak hormat karena: 
 

a. Melanggar kode etik dan peraturan disiplin dosen 

dan pegawaian. 
 

b. Dihukum  penjara,  berdasarkan  keputusan  pe­   
ngadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum 

tetap, karena sengaja melakukan sesuatu tindak 

pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman 

penjara dan atau diancam dengan hukuman yang 

lebih berat. 
 

Selain komponen-komponen yang terkait dengan stan­ 

dar yang umum berlaku pada lembaha pendidikan tinggi 

dalam proses penilaian perekrutan dosen dan tenaga kepen­ 

didikan perlu juga memperhatikan hal-hal berikut: 
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1. Lembaga pendidikan tinggi seperti universitas atau 

lembaga pendidikan tinggi lainya, fakultas, jurusan atau 

program studi menjamin hak dosen dan tenaga 

kependidikan seperti (a) penghasilan dan jaminan so­ 

sial yang pantas serta memadai, (b) Memberikan peng­ 

hargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, (c) pembinaan 

karier, (d) perlindungan hukum dalam melaksanakan 

tugas dan hak atas kekayaan intelektual, (e) kesempat­ 

an menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pen­ 

didikan yang ada pada lembaga pendidikan tinggi;  
2. Dalam menjalankan tugas profesionalnya seorang do­ 

sen berhak untuk: (a) memperoleh kesempatan menin­ 

gkatkan kompetensi, serta kemudahan akses ke sumber 

belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian 

dan pengabdian masyarakat, (b) memiliki kebebasan 

akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan,  
(c) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian 

dan menentukan kelulusan peserta didik, (d) memiliki 

kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/ 

keilmuan; 

3. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen mem­ 

punyai kewajiban: (a) melaksanakan pendidik­an, pe­ 

nelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, (b) me­ 

rencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai 

dan mengevaluasi hasil pembelajaran, (c) meningkat­ 

kan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi 

akademik, (d) bertindak obyektif dan tidak diskrimi­ 

natif dalam pembelajaran, (e) menjunjung tinggi per­ 

aturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-

nilai agama, dan etika;  
4. Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewa­ 

jiban: (a) menciptakan suasana pendidikan yang ber­ 

nilai, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, 
 

 

137  
 
 
 
 
 
isi.indd  137 08/08/2017  18:48:27  



 

(b) mempunyai komitmen profesional untuk mening­ 

katkan mutu pendidikan, (c) memberi teladan dan 

menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan­ 

nya sesuai dengan kepercayaan yang diberikan oleh 

lembaga pendidikan tinggi; 

5. Lembaga pendidikan tinggi seperti universitas atau 

lembaga pendidikan tinggi lainya, fakultas, jurusan 

atau program studi perlu menetapkan kualifikasi 

mini­ mum dosen: (a) lulusan proram magister untuk 

pro­ gram diploma atau program sarjana, (b) lulusan 

pro­ gram doktor untuk program pascasarjana; 

6. Lembaga pendidikan tinggi seperti universitas atau 

lembaga pendidikan tinggi lainya, fakultas, jurusan 

atau program studi menetapkan lebih dari 100 persen 

dosen tetap bergelar minimal magister dan lebih dari 

50 persen dosen tetap bergelar doktor; 

7. Lembaga pendidikan tinggi seperti universitas atau 

lembaga pendidikan tinggi lainya, fakultas, jurusan 

dan program studi menetapkan lebih dari 20 persen 

dosen tetap memiliki jabatan fungsional profesor; 

8. Lembaga pendidikan tinggi seperti universitas atau 

lembaga pendidikan tinggi lainya, fakultas, jurusan 

dan program studi menetapkan beban kerja dosen 

sekurang-kurangnya sepadan 12 satuan kredit semes­ 

ter dan sebanyak-banyaknya 16 satuan kredit semes­ 

ter; 

9. Lembaga pendidikan tinggi seperti universitas atau 

lembaga pendidikan tinggi lainya, fakultas, jurusan 

dan program studi menetapkan rasio jumlah dosen 

tetap dan jumlah mahasiswa 1 : 15 untuk non sosial 

dan 1 : 30 sosial;  
10. Lembaga pendidikan tinggi seperti universitas atau 

lembaga pendidikan tinggi lainya, fakultas, jurusan 
 

 

138  
 
 
 
 
 
isi.indd  138 08/08/2017  18:48:27  



 

dan program studi dalam perekrutan dosen harus 

menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan 

pengalam­an sebagai dasar perekrutan; 
 

11. Lembaga pendidikan tinggi seperti universitas atau 

lembaga pendidikan tinggi lainya, fakultas, jurusan 

dan program studi dalam perekrutan tenaga 

kependidikan harus menggunakan kualifikasi 

akademik, kompetensi dan sertifikasi kompetensi. 
 
 

6.4. Penilaian Kinerja Tenaga Pendidik 

(Dosen) 
 

Peran dosen dalam proses pembelajaran di pergurun tinggi 

sangat terkait dengan Tri Darma Perguruan Tinggi yang me­ 

liputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 

Atas pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi tersebut maka 

perlu adanya penilaian kinerja dosen. 
 

Proses pembelajaran di perguruan tinggi yang dikem­ 

bangkan oleh dosen perlu dinilai kinerjanya. Kinerja 

dosen dalam proses pembelajaran merupakan komponen 

kinerja utama. Dengan kinerja yang optimal dalam proses 

pembelajar­ an maka akan tercipta sumber daya manusia 

lulusan dengan kualitas baik dan unggul. Kinerja dosen 

terbaik di perguruan tinggi akan terwujud dengan 

pelaksanaan proses belajar meng­ ajar yang terarah dan 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan dasar yang telah 

diatur oleh lembaga pendidikan tinggi dan pemerin­ tah. 
 

Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penilaian 

ki­ nerja dosen adalah: 

1. Sistem penilaian kinerja dosen  
Sebagai upaya peningkatan mutu akademik, perlu ada­ 

nya sistem penilaian kinerja dosen yang menekankan­ 
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pada kualitas kinerja yang berprinsif pada pe­ngakuan 

atas prestasi kerja guna mengoptimalkan kontribusi 

untuk keberhasilan pencapaian sasaran mutu lemba­ 

ga; 
 

2. Fungsi evaluasi kinerja dosen  
Evaluasi kinerja adalah alat dasar yang dapat diguna­ 

kan untuk memberikan penghargaan kepada dosen, 

berupa imbal/tunjangan prestasi, kenaikan pangkat, 

pelatihan, pembiayaan presentasi makalah di luar 

negeri dan promosi jabatan serta pemberian sanksi 

berkaitan dengan pertimbangan untuk imbal prestasi, 

pelatihan dan penangguhan kenaikan pangkat;  
3. Objek pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja  

Kegiatan evaluasi ditujukan pada kegiatan individu 

dosen dan manajemen dosen. Hasil dari evaluasi ini 

dapat dimanfaatkan baik oleh dosen maupun unit ker­ ja 

terkait sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan 

manajemen dosen. Komponen ini merupakan bagian 

penting dari evaluasi lembaga pendidikan tinggi. 
 
 

a. Ketentuan Penilaian Kinerja Dosen 
 

Beberapa ketentuan yang dapat menjadi pertimbangan ke­ 

tika melakukan penilaian kinerja dosen adalah: 

1. Penilaian kinerja dosen setidaknya dilaksanakan 2 

kali dalam 1 tahun akademik yaitu semester ganjil dan 

se­ mester genap; 

2. Pejabat yang melakukan penilaian adalah Dekan 

Fakul­ tas yang biasanya dibantu oleh Ketua Program 

Studi yang akan mereview kegiatan proses belajar 

mengajar dan tridharma perguruan tinggi dosen; 

3. Batasan lama jabatan pejabat penilai, misalnya se­ 

orang pejabat dapat memberikan penilaian apabila te­ 
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lah menjabat sekurang- kurangnya enam bulan dalam 

posisi kelayakan menjadi pejabat penilai; 

4. Adanya kewajiban setiap pejabat penilai untuk mem­ 

bina dan mengembangkan kemampuan dosen; 

5. Adanya sekretariat yang berfungsi menyimpan segala 

bentuk dokumen hasil penilaian sebagai salah satu 

dasar pengambilan keputusan bagi pejabat penilai dan 

menjaga segala kerahasiaan hasil penilaian kinerja 

dosen; 

6. Adanya tenggang waktu sebagai upaya penerimaan 

respon sanggahan keberatan dosen atas hasil evaluasi 

diri, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Dosen 

dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai 

alasan- alasannya kepada pejabat penilai dalam jangka 

waktu tertentu misalnya tujuh hari kerja terhitung do­ 

sen yang bersangkutan menerima penilaian. 
 
 

b. Unsur-unsur Pokok Penilaian Kinerja Dosen 

Unsur-unsur kinerja dosen setidaknya terkait dengan be­ 

berapa hal berikut: 
 

1. Perwalian  
Perwalian adalah kemampuan dosen dalam membina 

mahasiswa dalam bidang akademik dan mendorong 

mahasiswa agar dapat meningkatkan semagat belajar 

dalam mencapai prestasi akademik. 

2. Indek Kinerja Akademik Dosen (IKAD)  
Indek kinerja akademik dosen adalah evaluasi kinerja 

dosen dalam proses belajar mengajar. 

3. Publikasi Karya Ilmiah  
Publikasi karya ilmiah adalah karya ilmiah dosen yang 

dipublikasikan dalam bentuk buku ilmiah yang telah 

diterbitkan dan diedarkan baik dalam bentuk referensi 
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atau monograf atau pun dokumen yang telah diter­ 

bitkan dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi secara 

nasional atau jurnal internasional, serta karya ilmiah 

yang dipresentasikan dalam seminar, simposium, pa­ 

meran nasional atau internasional, dan paten atau hak 

kekayaan intelektual (HAKI). 
 

4. Pengabidan pada Masyarakat  
Pengabdian pada msyarakat adalah kegiatan peman­ 

faatan kemampuan dan keahlian dosen sesuai dengan 

bidang keilmuan bagi kepentingan masyarakat dan 

pe­ merintah baik sebagai penceramah, pelatih, 

penyuluh atau konsultan. 

5. Pengembangan Institusi  
Pengembangan isntitusi adalah partisipasi dosen da­ 

lam keikutsertaan dalam kegiatan atau perolehan hi­ 

bah yang berdampak pada pengembangan institusi. 

6. Kemampuan Bahasa asing  
Kemampuan bahasa asing adalah nilai tambah yang 

harus dimiliki dosen sesuai dengan kebutuhan dalam 

proses pengajaran dan presentasi publikasi karya ilmiah. 
 
 

c. Unsur Lain Penilaian Kinerja Dosen 
 

Unsur lain penilaian kinera dosen merupakan unsur tam­ 

bahan yang dapat digunakan ketika timbul komplain atau 

keberatan yang disampaikan oleh dosen atas hasil penilai­ 

an yang telah dilakukan oleh pejabat penilai. Unsur-unsur 

ini dapat digunakan oleh pejabat penilai berdasarkan per­ 

timbangan apabila terjadi hal-hal tertentu seperti 

tindakan indisipliner. Melalui unsur ini pejabat penilai 

dapat mem­ peroleh bahan pertimbangan dalam membuat 

keputusan rapat pimpinan lembaga pendidikan tinggi. 

Unsur-unsur lain yang bisa digunakan adalah: 
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1. Tanggung jawab  
Tanggung jawab adalah kesanggupan dalam menyele­ 

saikan pekerjaan yang diberikan kepada seorang dosen 

dengan sebaik-baiknya dilakukan dengan penuh tang­ 

gung jawab dan dapat diselesaikan dengan tepat waktu.  
2. Berani mengambil resiko  

Berani mengambil resiko adalah tindakan keputusan 

yang diambil oleh dosen atas hal-hal yang dianggap 

mendesak. 

3. Kesetiaan  
Kesetiaan adalah sikap kesanggupan mentaati, melak­ 

sanaan, dan mengamalkan sesuatu yang ditaati 

dengan­ penuh tanggung jawab dan kesadaran tinggi 

yang di­ tunjukkan dalam sikap dan tingkah laku 

sehari-hari ketika melaksanakan tugas. 

4. Kejujuran  
Kejujuran adalah ketulusan hati dalam melaksanakan 

tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan 

wewenang yang telah diberikan. 

5. Ketaatan  
Ketaatan adalah kesanggupan untuk mentaati perintah 

yang diberikan oleh atasan yang berwenang baik secara 

kedinasan maupun non kedinasan, serta kesanggupan 

untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan. 
 

6. Kerjasama  
Kerjasama adalah kemampuan dosen untuk bekerja 

bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesai­ 

kan suatu tugas yang telah ditentukan. 
 
 

d. Pengendalian Kinerja Dosen 
 

Kinerja dosen dapat dikendalikan, pengendalian kinerja 

dosen perlu dituangkan dalam bentuk evaluasi waktu meng­ 

 

143  
 
 
 
 
 
isi.indd  143 08/08/2017  18:48:27  



 

ajar penuh. Evaluasi waktu mengajar penuh berisikan pe­ 

rencanaan kinerja dosen untuk satu semester ke depan dan 

kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksana­kan 

oleh dosen. Evaluasi waktu mengajar penuh adalah kom­ 

ponen tolok ukur keberhasilan kinerja dosen. Agar pengen­ 

dalian kinerja dosen dapat terwujud dengan baik maka per­ 

lu dikembangkan ukuran, kriteria, atau spesifikasi khusus 

tentang beban kerja dan tugas dosen dalam proses belajar 

mengajar dan pelaksanan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang 

merupakan komponen pokok kinerja dosen. 

 

e. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dosen 

Pelaksanaan penilaian kinerja dosen di lingkungan pen­ 

didikan­ tinggi merupakan pengembangan kreativitas pe­ 

nilaian terhadap sumber daya manusia yang dimiliki lem­ 

baga khususnya dosen. Pelaksanaan penilaian kinerja 

dosen terkait dengan hal-hal berikut: 
 

1. Kegiatan penilaian dilakukan minimal setiap satu se­ 

mester. 

2. Tersedianya alat penilaian seperti kuesioner.  
3. Agar kegiatan penilaian kinerja dosen lebih terarah 

maka kegiatan penilaian dapat dilakukan dengan cara: 
 

a. Kegiatan penilaian pendidikan dan pengajaran 

dapat dilakukan oleh mahasiswa atau teman seja­ 

wat dengan komponen penilaian seperti 

kehadiran dosen dalam memberikan perkuliahan, 

ketepat­ an waktu penyerahan nilai, kualitas 

materi da­ lam perkuliahan, cara penyampaian 

materi dalam perkuliahan, dan lainya.  
b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan penelitian 

dan publikasi dengan komponen keaktifan melaku­ 

kan penelitian, keaktifan membuat jurnal dan 
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mempublikasikannya dalam jurnal yang 

terakredi­ tasi baik lokal maupun internasional. 

c. Melakukan penilaian terhadap kegiatan pengabdi­ 

an kepada masyarakat dengan komponen 

frekuen­ si kegiatan pengabdian. 

 
f. Pengolahan hasil penilaian kinerja dosen 

Hasil penilaian kinerja dosen diolah dan dianalisis dengan 

menggunakan metode Indeks Kinerja Akademik Dosen. 

Komponen dalam Indeks Kinerja akademik Dosen terdiri 

dari: 

1. Pendidikan dan pengajaran (PP)  
Komponen pendidikan dan pengajaran terdiri dari 

nilai kuesioner evaluasi dosen dalam proses belajar 

mengajar (PBM), kehadiran dosen dalam memberikan 

kuliah, Ketepatan menyerahkan nilai semester. Ke­ 

tentuan-ketentuan komponen ini adalah: untuk PBM 

skala yang digunakan adalah hasil kuesioner misalnya 

dalam rentang 1 sampai 5, untuk kehadiran dosen mi­ 

salnya kehdiran rata-rata dosen dibagi. Untuk 

ketepat­ an penyerahan nilai semester dapat 

menggunakan ke­ tentuan standar pemerintah atau 

standar yang dibuat oleh lembaga.  
2. Penelitian  

Prestasi penelitian dinilai dengan menggunakan ke­ 

tentuan skala. Ketentuan skala yang digunakan untuk 

menilai prestasi penelitian dapat menggunakan keten­ 

tuan standar pemerintah atau standar yang dibuat 

oleh lembaga. 

3. Pengabdian kepada masyarakat  
Pengabdian kepada masyarakat dinilai dengan meng­ 

gunakan ketentuan skala misalnya 1 sampai 3. Keten­ 
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tuan skala yang digunakan untuk pengabdian kepada 

masyarakat dapat menggunakan ketentuan standar 

pemerintah atau standar yang dibuat oleh lembaga. 
 
 

6.5. Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan 
 

Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 38 disebutkan 

bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan ad­ 

ministrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan 

pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada 

satuan lembaga pendidikan. Secara terminologi tena­ ga 

kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengab­ 

dikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan 

pendidikan, yang meliputi teknisi, laboran, pustakawan, dan 

tenaga administrasi. Tenaga kependidikan adalah pe­ gawai 

yang memiliki hak dan kewajiban yang telah ditetap­ kan 

sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan sta­ tusnya 

tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan tinggi 

digolongkan menjadi: 
 

1. Pegawai tetap adalah pegawai yang diangkat dengan 

surat keputusan Rektor atau yayasan; 

2. Pegawai kontrak adalah pegawai yang diangkat dengan 

surat keputusan Rektor untuk jangka waktu tertentu dan 

bisa di perpanjang sesuai kesepakatan antara yang 

bersangkutan dengan suatu lembaga pendidikan tinggi 

serta dapat diangkat menjadi pegawai tetap. 

 

Pelaksanaan penilaian tenaga kependidikan pada lem­ 

baga pendidikan tinggi cukup berbeda dengan penilaian 

yang dilakukan untuk tenaga pendidik atau dosen. Secara 

umum penilaian kinerja tenaga kependidikan dilakukan 
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berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada 

tenaga kependidikan. Proses penilaian tenaga kependidik­ 

an pada lembaga pendidikan tinggi hampir sama dengan 

penilaian kinerja sumber daya manusia pada perusahaan 

atau organisasi selain lembaga pendidikan. 
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Bab 7 
 

Laporan Penilaian Kinerja 

Manajemen Sumber Daya 

Manusia dalam Lembaga 

Pendidikan Tinggi 
 
 
 
 

 

Laporan penilaian kinerja manajemen sumber daya manu­ 

sia adalah deskripsi komprehensif aktivitas sumber daya 

manusia yang didalamnya mengandung hasil analisis dan 

rekomendasi untuk operasional lembaga pendidikan tinggi 

baik yang sudah efektif maupun yang belum efektif. 

Terkait dengan penilaian kinerja manajemen sumber daya 

manu­ sia bersama tim penilai kinerja manajemen sumber 

daya manusia, organisasi dapat melakukan langkah-

langkah penilaian kinerja manajemen sumber daya 

manusia untuk mengambil keputusan yang terbaik yang 

dapat dilakukan manajemen sumber daya manusia 

dengan beberapa lang­ kah berikut: 
 

1. Pengamatan kegiatan;  
2. Penjelasan kegiatan yang dirangkum dalam sebuah 

jurnal; 

3. Peragaan kegiatan, dalam bentuk presentasi kepada 

pegawai dan manajemen sumber daya manusia pada 

khususnya; 

4. Telaah dokumen yang terkait dengan pegawai dan do­ 

sen; 

5. Pemeriksaan pegawai secara teliti;  
6. Pembuktian; 
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7. Wawancara;  
8. Survei. 

 

Laporan hasil penilaian kinerja manajemen sumber daya 

manusia merupakan salah satu tahap paling penting dan 

akhir dari pelaksanaan pekerjaan penilaian kinerja 

manajemen sumber daya manusia. Setiap tahap penilaian 

kinerja manajemen sumber daya manusia akan selalu ter­ 

dapat dampak psikologis bagi tim penilai kinerja manaje­ 

men sumber daya manusia maupun responden. Dampak 

psikologis dalam tahapan persiapan penilaian kinerja 

manajemen sumber daya manusia dan pelaksanaan pe­ 

nilaian kinerja manajemen sumber daya manusia dapat di­ 

tanggulangi pada waktu berlangsungnya penilaian kinerja 

manajemen sumber daya manusia. Tetapi dampak psikolo­ 

gis dari laporan hasil penilaian kinerja manajemen sumber 

daya manusia, penanggulangannya akan lebih sulit karena 

waktu penilaian kinerja manajemen sumber daya manusia 

yang sudah selesai. Laporan yang dibuat merupakan salah 

satu bentuk komunikasi tertulis, formal, sehingga tim pe­ 

nilai kinerja manajemen sumber daya manusia tidak dapat 

mengetahui reaksi responden secara langsung. Laporan telah 

didistribusikan kepada berbagai pihak sehingga se­ makin 

banyak pihak yang terlibat. 
 

Karena laporan hasil penilaian kinerja manajemen 

sumber daya manusia akan mempunyai dampak luas, maka 

diperlukan pengetahuan khusus tentang penyusunan lapor­ 

an hasil penilaian kinerja manajemen sumber daya manu­ 

sia. Pelaporan hasil penilaian kinerja manajemen sumber 

daya manusia merupakan tahap akhir kegiatan penilaian 

kinerja manajemen sumber daya manusia. Selain harus se­ 

suai dengan norma pemeriksaan, penyusunan laporan ha­ 
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sil penilaian kinerja manajemen sumber daya manusia juga 

harus mempertimbangkan dampak psikologis, terutama 

yang bersifat dampak negatif bagi responden, pihak ketiga 

dan pihak lain yang menerima laporan tersebut. 
 

Bagian terpenting dalam laporan penilaian kinerja 

manajemen sumber daya manusia adalah rekomendasi hasil 

penilaian kinerja manajemen sumber daya manusia. 

Rekomendsi hasil penilaian kinerja manajemen sumber daya 

manusia memuat temuan atas hasil penilaian kinerja 

manajemen sumber daya manusia yang dilakukan oleh tim 

penilai kinerja manajemen sumber daya manusia, temuan-

temuan yang bersifat negatif biasanya dibuat dalam bentuk 

daftar temuan oleh tim penilai kinerja manajemen sumber 

daya manusia untuk dijadikan laporan tim penilai kepada 

institusi. Daftar temuan setelah penilaian kinerja manaje­ 

men sumber daya manusia selesai memerlukan tanggapan 

dari lembaga, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang 

ditemukan dapat dijelaskan apa yang menjadi penyebab­ nya 

dan upaya apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang 

akan datang, agar penyimpangan-penyimpangan tidak 

terulang kembali. 
 

Secara umum laporan penilaian kinerja manajemen 

sumber daya manusia ditunjukkan untuk: 

1. Pimpinan organisasi terutama terkait dengan tugas, 

tujuan, dan tanggung jawab sumber daya manusia ter­ 

utama terkait dengan wawancara pelamar, pelatihan 

pegawai, evaluasi kinerja, motivasi pegawai, dan pe­ 

muasan kebutuhan pegawai dan pengembangannya. 

2. Secara khusus sumber daya manusia terutama dalam 

hal penanganan kepegawaian, pelatihan, kompensasi, 

dan aktivitas personalia lain yang memerlukan 

penilai­ an. 
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3. Laporan untuk pimpinan sumber daya manusia ter­ 

utama berisi semua informasi yang diberika kepada 

pimpinan dan khusus di dalam departemen sumber 

daya manusia. Sehingga pimpinan sumber daya 

manu­ sia memperoleh informasi tentang sikap 

pimpinan sub ordinatnya dan pegawai mengenai 

pelayanan departe­ men sumber daya manusia, telaah 

tujuan departemen dan organisasi untuk mencapai 

tujuan, permasalahan sumber daya manusia dan 

implikasinya, serta reko­ mendasi sebagai upaya 

perubahan kearah yang lebih baik. 

 

Segala informasi yang ada dalam laporan penilaian ki­ 

nerja manajemen sumber daya manusia hendaknya 

menja­ di acuan pimpinan sumber daya manusia untuk 

mengambil manfaat yang luas mengenai fungsi sumber 

daya manusia. Secara umum laporan penilaian kinerja 

manajemen sum­ ber daya manusia terdiri dari beberapa 

bagian yang dituju­ kan untuk pimpinan lini, pimpinan 

sumber daya manusia yang komponennya terdiri atas: 
 

1. Judul  
2. Daftar Isi  
3. Ringkasan eksekutif dan kesimpulan  
4. Latar belakang organisasi  
5. Uraian pembahasan temuan-temuan kondisi yang ada 

disertai dengan data-data terkait dalam pengelolaan 

manajemen sumber daya manusia, fakta-fakta serta 

pandangan dan alasan yang ada di organisasi 

6. Temuan masalah-masalah pokok  
7. Kesimpulan, saran dan rekomendasi  
8. Lampiran yang dianggap penting. 
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